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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Transliterasi Arab — Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat

dilihat pada table berikut:

1. Konsonan
Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
\ Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< Ba B Be
< ta T Te
& $ S es (dengan titik di atas)
d jim J Je
z ha h ha (dengan titik di bawah)
z kha Kh ka dan ha
2 dal D De
5 7al Z zet (dengan titik di atas)
0 ra R Er
J zai Z Zet
o sin S Es
o syin Sy es dan ye
oe sad S es (dengan titik di bawah)
o= dad d de (dengan titik di bawah)




L ta t te (dengan titik di bawah)
L za z zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain ‘ apostrof terbalik

a gain G Ge

s fa F Ef

S qgaf Q Qi

S kaf K Ka

J lam L El

e mim M Em

o nun N En

) wau W We

2 ha H Ha

: hamzah p Apostrof

< ya Y Ye

Hamzah ( « )yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda ( * ).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut :

Tanda Nama HurufLatin Nama




) fatdah A A

) Kasrah I |

j dammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama HurufLatin Nama
s fathahdanya’ Al a dani
5 fathahdanwau Au adanu
Contoh:
&= : kaifa
Jdéa : haula
3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
g | g fathah dan alif atau B
S .. a a dan garis di atas
ya

> kasrah dan ya i i dan garis di atas
§ dammah dan wau o] u dan garis di atas
Contoh :
e . mata
‘5«) . rama
J..e s qila

ages L YAMITtU

4. Ta’ marbitah

Xi



Transliterasi untuk ta’ marbiitah ada dua, yaitu: ta’ marbiitah yang hidup
atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
Sedangkan ta’ marbaitah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbatah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’
marbatah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

JUbY L3 : raudah al-asfal

ol Euali : al-madinah al-fadilah
L& : al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydid (<), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

[ : rabbana
&E  :najjaina
& tal-hagg
& Inutima
& :‘aduwwun

Jika huruf < ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
kasrah (¢s2), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddahmenjadi 1.

Contoh:

e Al (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
dff : “Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J' (alif lam
ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-,
baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf gamariyah. Kata sandang tidak

mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari

xii



kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men-datar (-).

Contoh:
i : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
PR : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
Al : al-falsafah
3 - al-biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (*) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak

diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arabia berupa alif.

Contoh:

Syt | ta’ ' muriina
£33 s al-nau’
S L syai’un

8. Penulisan Kata Arab yang LazimDigunakandalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbenda—-haraan bahasa Indonesia,
atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam
dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas.
Misalnya, kata al-Qur’an, Alhamdulillah, dan Munagasyah.Namun, bila kata-kata
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi

secara utuh.

Contoh :
Fi1 Zilal al-Qur’an

Al-Sunnah gabl al-tadwin

9. Lafz al-jalalah (4)
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Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah.

Contoh:

vl k3 dinullah billah

& 1 3 b hum fi rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf
kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul
referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks
maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:
Wa maMuhammadun illarasil
Innaawwalabaitinwudi’ alinnasi lallazt bi Bakkatamubarakan
SyahruRamadan al-laziunzila fih al-Quran
Nasir al-Din al-Ts1
Abu nasr al-Farabi
Al-Gazali
Al-Mungiz min al-Dalal
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Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari Aba) dan
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus

Abtal-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: lbnu Rusyd, Abu al-Walid
Muhammad (bukan: Rusyd, Abt al-Walid Muhammad Ibnu)

NasrHamid Abti Zaid, ditulis menjadi: Abti Zaid,NasrHamid (bukan:Zaid, NasrHamidAba

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swi. = subhanahii wa ta’ala
Saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam
a.s. = ‘alaihi al-salam
H = Hijriah
= Masehi
SM = Sebelum Masehi

I = lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = wafat tahun
QS../..4= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4
HR = Hadis Riwayat
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ABSTRAK

Nama . Akidah Hasanuddin
NIM : 2120203874130023
Judul Tesis . Pertimbangan Hakim dalam Pembatalan Perkawinan

dengan Alasan Poligami (Studi Putusan di Pengadilan
Agama Makassar)

Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara
pembatalan perkawinan dengan alasan poligami tanpa izin istri pertama,
berdasarkan studi putusan Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks di Pengadilan Agama
Makassar, putusan Nomor 86/Pdt.G/2017/PTA.Mks di Pengadilan Tinggi Agama
Makassar dan putusan Nomor 182 K/Ag/2018 di Mahkamah Agung. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menganalisis terhadap pertimbangan hakim, akibat
hukum dari pembatalan, serta tinjauan hukum Islam terhadap putusan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum formil yang menggunakan
studi kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan, analitis, serta pendekatan
kasus untuk mengkaji gejala yuridis dan fakta empiris dalam Putusan Nomor
2490/Pdt.G/2016/PA.Mks., Nomor 86/Pdt.G/2017/PTA.Mks, Nomor 182
K/Ag/2018.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Putusan Banding dan Kasasi hakim
menerapkan pendekatan hukum progresif yang menekankan keadilan substantif
dan perlindungan terhadap hak istri kedua sedangkan putusan tingkat pertama
menerapkan hukum berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun
1974. 2) Akibat hukum dari pembatalan perkawinan berdasarkan putusan
pengadilan tingkat pertama adalah hubungan suami istri dinyatakan tidak sah
sejak putusan berkekuatan hukum tetap, hak nafkah dan warisan tidak berlaku,
istri kedua tetap menjalani masa iddah tanpa nafkah dan anak tetap sah dan berhak
atas hak-haknya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa
pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dalam
perkawinan yang dibatalkan, harta bersama dibagi secara adil dan sesuai
kesepakatan antara suami istri, serta akta nikah tidak mempunyai kekuatan hukum
yang mengikat. Akibat hukum dari putusan pengadilan tingkat banding dan kasasi
perkawinan antara suami dan istri kedua tetap sah. 3) Berdasarkan hukum Islam,
pendekatan maqasid al-syari‘ah digunakan untuk menjaga kemaslahatan keluarga,
anak, dan istri. Penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum dalam
praktik poligami agar sejalan dengan keadilan dan nilai-nilai Islam.

Kata kunci: Pembatalan Perkawinan, Poligami, Pertimbangan Hakim
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ABSTRACT

Name . Akidah Hasanuddin

NIM : 2120203874130023

Title : Judicial Considerations in the Annulment of Marriage Due to
Polygamy: A Case Study of Rulings from the Religious Court of
Makassar

This study examines judicial considerations in deciding annulment cases
of marriage based on polygamy without the consent of the first wife, using case
rulings No. 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks from the Religious Court of Makassar, No.
86/Pdt.G/2017/PTA.Mks from the Religious High Court of Makassar, and No.
182 K/Ag/2018 from the Supreme Court. The objectives of this study are to
analyze the judges’ legal reasoning, the legal consequences of annulment, and the
Islamic legal perspective on the rulings.

This research is a normative legal study employing statutory, analytical,
and case approaches to examine legal phenomena and empirical facts within the
mentioned rulings. The analysis is based on doctrinal legal research and literature
review relevant to Indonesian marriage law and Islamic jurisprudence.

The findings reveal that: (1) In the appellate and cassation decisions, the
judges applied a progressive legal approach prioritizing substantive justice and the
protection of women's rights, whereas the first-instance court based its decision
strictly on the Marriage Law. (2) From the perspective of Islamic law, the
principle of maqasid al-shari‘ah (the higher objectives of Islamic law) was applied
to preserve the welfare of the family, children, and the wife. (3) The legal
consequences of the annulment include: the marital relationship is deemed invalid
from the beginning; rights to maintenance and inheritance are nullified; the wife
must undergo an iddah period without financial support; the child remains legally
recognized and entitled to his or her rights; shared marital assets are divided
equitably; and the Office of Religious Affairs (KUA) is required to revoke the
marriage certificate. This study underscores the importance of legal protection in
polygamy practices to ensure alignment with justice and Islamic values.

Keywords: Marriage Annulment, Polygamy, Judicial Consideration
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan suatu kelompok yang dibentuk dikarenakan adanya
suatu perkawinan. Penyatuan dua orang melalui suatu ikatan pernikahan
membentuk suatu keluarga. Keluaga itu sendiri mempunyai arti yang sangat
banyak dan berbagai versi. Ada beberapa arti dari keluarga. UU nomor 52 tahun
2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga
mengemukakan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang
terdiri dari suami istri, atau suami atau istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya
atau ibu dan anaknya. Keluarga dalam arti yang sempit adalah terdiri dari suami,
istri beserta anak-anaknya tapi dalam arti luas keluarga itu terdiri dari orang tua

dan seluruh saudara®.

Perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah
Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat (1) UU
1/1974 menerangkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.> Menurut Kompilasi

Hukum Islam Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga

! Husein Muhammad Yusuf, “Keluarga Muslim Dan Tantangannya - Google Books,”
Gema Insani Pers, n.d.

2 Republik Indonesia, “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974, 1-15.


https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974?r=0&p=1&q=UU%20perkawinan&rs=1847&re=2021
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974?r=0&p=1&q=UU%20perkawinan&rs=1847&re=2021

yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang
mengakibatkan sesorang laki-laki dan seorang perempuan hidup bersama dan
menciptakan keturunan secara sah. Menurut undang-undang perkawinan terdapat
beberapa syarat yang harus terpenuhi agar suatu perkawinan itu sah secara hukum,
begitu pula sebaliknya jika syarat perkawinan itu tidak terpenuhi maka

perkawinan itu tidak sah atau bahkan dapat dibatalkan.

Salah satu hal yang dapat membatalkan suatu perkawinan adalah jika
syarat identitas pihak laki-laki maupun perempuan tersebut palsu. Contohnya
laki-laki melaporkan bahwa statusnya adalah seorang perjaka padahal sebenarnya
dia masih terikat perkawinan dengan istri pertama. Istri pertama jika mengetahui
bahwa suaminya memalsukan identitas maka dia bisa membatalkan perkawinan
tersebut. Begitu juga dengan istri pertama jika mengetahui suaminya menikah lagi
sedangkan dia tidak memberikan izin untuk membolehkan suami menikah lagi
(izin poligami) maka istri dapat bermohon untuk membatalkan perkawinan yang
telah dilaksanakan oleh suami. Seperti kasus pembatalan perkawinan yang
diajukan di Pengadilan Agama Makassar no. 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks dimana
istri mengajukan pembatalan nikah terhadap pernikahan suaminya karena

menikah lagi tanpa izin darinya.

Tidak banyak orang yang mengetahui bahwa perkawinan itu dapat
dibatalkan. Seorang istri yang ketika suaminya meminta izin untuk menikah lagi
tidak akan mau dipoligami. Karena izin poligami tidak didapatkan dari istri maka
suami menikah secara diam-diam baik itu secara siri maupun secara resmi.

Pernikahan yang dilakukan secara resmi dengan dibuktikan dengan buku nikah



sudah pastinya pernikahan itu melanggar syarat nikah yaitu pemalsuan identitas.
Seorang laki-laki yang akan menikah akan dipertanyakan statusnya perjaka atau
duda, jika dia duda harus membuktikan dengan adanya akta cerai, tapi jika dia
mengaku telah menikah maka KUA akan meminta surat izin poligami. Tapi jika
menikah tapi tidak dapat izin poligami itu berarti pihak laki-laki memalsukan
identitas sebagai perjaka. Jika terjadi kasus seperti ini maka pihak istri bisa

mengajukan pembatalan pernikahan suaminya.

Pada kasus pembatalan perkawinan dengan nomor perkara
2490/Pdt.G/2016/PA.Mks dimana istri mengajukan pembatalan perkawinan antara
suaminya dengan perempuan lain tanpa ada izin darinya dan izin dari Pengadilan
Agama yang mana putusan Pengadilan Agama mengabulkan gugatan tersebut
dengan membatalkan perkawinan almarhum suaminya dengan istri kedua.
Selanjutnya istri kedua mengajukan banding dan diproses dengan nomor perkara
86/Pdt.G/2017/PTA.Mks dan hasil putusannya menyatakan bahwa perkawinan
antara almarhum dan istri kedua tetap sah, kemudian istri pertama mengajukan
Kasasi dan terdaftar dengan nomor perkara 182 K/Ag/2018 dan hasilnya
menyatakan menolak permohonan kasasi Pemohon kasasi sehingga perkawinan
antara almarhum suaminya dengan istri kedua tetap sah sama seperti putusan

Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Tujuan dalam suatu perkawinan bukan hanya untuk mendapatkan
keturunan tetapi harta yang didapatkan di dalam suatu perkawinan merupakan
harta bersama suami istri yang sering menjadi polemik. Harta ini juga

berpengaruh terhadap suatu perkawinan. Jika terjadi perceraian maka harta



tersebut harus dibagi antara suami istri, jika meninggal maka harta tersebut
menjadi warisan yang sebelumnya telah dibagi dengan pasangan yang masih

hidup dan tentunya juga akan berpengaruh terhadap perkawinan yang dibatalkan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat
pembatalan nikah ini sebagai judul tesis dikarenakan adanya perbedaan putusan
antara Pengadilan Agama Makassar, Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan
Mahkamah Agung dalam kasus yang sama sehingga nantinya tesis ini berguna

bagi setiap orang yang belum mengetahui tentang adanya pembatalan perkawinan.
B. Fokus Penelitian

Penulis membatasi fokus penelitian ini hanya untuk perkara pembatalan
perkawinan yang ditolak maupun diterima oleh majelis hakim agar terdapat
kejelasan tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan
perkawinan dengan alasan poligami tidak dengan alasan-alasan yang

memungkinkan perkawinan itu dibatalkan selain alasan poligami.
C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan
sebelumnya, maka yang menjadi pokok masalah adalah bagaimana pembatalan

perkawinan dengan alasan poligami dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan
perkawinan dengan alasan poligami berdasarkan putusan nomor
2490/Pdt.G/2016/PA.Mks,  86/Pdt.G/2017/PTA.Mks  dan 182

K/Ag/2018?



2. Bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan dengan alasan
poligami berdasarkan putusan nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks,

86/Pdt.G/2017/PTA.Mks dan 182 K/Ag/2018?

3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan
dengan alasan poligami berdasarkan putusan nomor
2490/Pdt.G/2016/PA.Mks,  86/Pdt.G/2017/PTA.Mks  dan 182

K/Ag/2018?
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti ada tujuan yang ingin dicapai sesuai
dengan latar belakang dan rumusan masalah. Adapun tujuan penelitian ini

adalah:

a. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara
pembatalan perkawinan dengan alasan poligami berdasarkan putusan
nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks., 86/Pdt.G/2017/PTA.Mks. dan 182

K/Ag/2018

b. Untuk menganalisis akibat hukum dari pembatalan perkawinan dengan
alasan poligami berdasarkan putusan nomor
2490/Pdt.G/2016/PA.Mks.,  86/Pdt.G/2017/PTA.Mks. dan 182

K/Ag/2018.

c. Untuk menganalisis hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan

dengan alasan poligami berdasarkan putusan nomor



2490/Pdt.G/2016/PA.Mks.,  86/Pdt.G/2017/PTA.Mks  dan 182

K/Ag/2018
2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan

berguna baik secara teoritis maupun praktis

a. Penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran yang dapat
dipergunakan oleh penegak hukum dan masyarakat agar dapat
mengurangi praktik perkawinan yang bertentangan dengan Undang-
Undang Perkawinan sehingga kasus pembatalan perkawinan tidak

perlu terjadi.

b. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
bagi kemajuan pengetahuan, terutama dalam hukum Islam di sektor

hukum perkawinan Islam yang ada di Indonesia.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi hakim
peradilan agama yang bertugas untuk menangani permasalahan

perkawinan bagi umat islam.
E. Penelitian yang Relevan

a. Artikel tentang Konsekuensi Hukum dari Keputusan Pengadilan
Mengenai Pembatalan Pernikahan karya Mukhtar Anshary Hamid.
Penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, pembatalan pernikahan
memiliki kekuatan hukum yang pasti, berbeda dengan pasangan yang

terpisah karena talak, tetapi kewajiban iddah tetap harus dijalankan oleh



perempuan yang pernikahannya dibatalkan. Sementara itu, mengenai
nafkah, ketentuannya berbeda, di mana mantan istri tidak berhak
menerima nafkah dari mantan suami karena pernikahan dengan akad
yang tidak sah tidak mewajibkan pemberian nafkah. Pembatalan sebuah
pernikahan mulai berlaku setelah keputusan pengadilan memiliki
kekuatan hukum yang final, dan efeknya berlaku sejak pernikahan itu

berlangsung.®

Penelitian ini mempunyai persamaan terletak pada objek
penelitian yaitu masalah pembatalan perkawinan, perbedaannya terletak
pada alasan pembatalan perkawinan bukan karena alasan poligami tetapi

karena perkawinan dilakukan dengan terpaksa atau kehendak orang tua

b. Jurnal tentang Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Dalam
Kasus Poligami Yang Tidak Sesuai Ketentuan Di Indonesia oleh
Septiayu Restu Wulandari, Sifa Mulya Nurani, Heldy Firdaus. Temuan
dari studi ini menunjukkan bahwa permohonan untuk membatalkan
perkawinan yang diajukan oleh suami ditolak oleh Pengadilan Agama.
Penolakan ini mengacu pada Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974, yang menyatakan bahwa ketentuan ini tidak berlaku jika
pasangan suami istri sudah tinggal bersama dan dapat menunjukkan akta
perkawinan yang dikeluarkan oleh petugas pendaftaran perkawinan yang

tidak berwenang. Oleh karena itu, perkawinan tersebut harus diperbarui

% Muchtar Anshary Hamid Labetubun and Sabri Fataruba, “Implikasi Hukum Putusan
Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan,” Batulis Civil Law Review 1, no. 1 (2020): 54.



untuk menjadi sah, dan hakim tidak melihat adanya pemalsuan identitas

yang bisa membatalkan perkawinan tersebut..*

Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan
peneltian ini, persamaannya terletak pada objek penelitian yang dikaji
yaitu pembatalan perkawinan dengan alasan poligami, perbedaannya
terletak pada yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.
Pada penelitian di atas sang suami yang mengajukan pembatalan
perkawinan dengan alasan tidak mendapatkan izin dari istri pertama,
sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang mengajukan

pembatalan perkawinan adalah istri pertama.

C. Yusnidar Rachman, SH dengan judul “Pembatalan Perkawinan serta
akibat hukumnya di Pengadilan Agama Slawi”. Hasil penelitian
menunjukkkan bahwa pertama, Perkawinan yang dibatalkan oleh
Pengadilan Agama Slawi adalah perkawinan yang bertentangan dengan
asas monogami yang mana pihak suami menikah lagi dengan status
masih memiliki istri yang sah kemudian mendaftarkan perkawinan
dengan identitas sebagai duda, jadi ada unsur pemalsuan identitas di
dalamnya. Kedua, pada dasarnya, harta yang didapat selama pernikahan
(harta gono-gini) menjadi milik bersama. Dalam hal ini, harta yang sudah
dimiliki sebelum menikah oleh masing-masing pihak harus dikembalikan

kepada pemilik asalnya, sehingga harta pribadi masing-masing dapat

* Heldy Firdaus Septiayu Restu Wulandari, Sifa Mulya Nurani, “Tinjauan Yuridis
Pembatalan Perkawinan Atas Perkawinan Poligami Yang Tidak Memenuhi Syarat Di Indonesia,”
Jisip 7, no. 2 (2023): 1633-39.



kembali kepada mereka seperti sebelumnya. Sementara itu, bagi pihak
ketiga yang bertindak dengan niat baik, pemutusan hubungan pernikahan
tidak berpengaruh secara hukum secara retroaktif, sehingga semua
tindakan hukum atau kesepakatan yang diambil oleh suami dan istri
sebelum perceraian tetap sah, dan pasangan tersebut harus memenuhi
komitmen tersebut agar pihak ketiga yang beritikad baik tidak

dirugikan..’

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan peneltian ini,
persamaannya terletak pada objek penelitian yang dikaji yaitu
pembatalan perkawinan dengan alasan poligami dimana pemohon adalah
sama-sama istri pertama yang mana suaminya menikah lagi dengan

memalsukan identitas bahwa suami sudah berstatus duda.

d. Ranny Alfianti, S. H. dengan judul “Pembatalan pernikahan poligami
antar kewarganegaraan tanpa persetujuan istri yang disertai pemalsuan
identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor

324/Pdt. G/2006/PA. Dpk). Hasil dari penelitian tersebut yaitu:

1. Perkawinan yang dilangsungkan dengan memalsukan identitas
bahwa suami masih jejaka dan perkawinan pertama tidak didaftarkan
di Australia sehingga ketika akan menikah kembali tidak diketahui

bahwa telah pernah menikah

® Yusnidar Rachman, “Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Di
PengadilanAgama Slawi,” 2006, 91.
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2. lstri kedua yang pernikahannya dibatalkan tidak berhak atas harta
bersama baik yang diperoleh sebelum pernikahan kedua maupun
harta bersama yang diperoleh pada perkawinan kedua dengan alasan
perkawinan yang telah dibatalkan dianggap tidak pernah terjadi

perkawinan sehingga tidak ada harta bersama.®

Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah
sama sama pembatalan perkawinan dengan alasan poligami tanpa izin
istri dan terdapat pada penggunaan teori pertimbangan hakim sebagai

grand theory.

Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini meneliti pembatalan
perkawinan yang beda kewarganegaraan dan penelitiannya menggunakan

metode pustaka
F. Definisi Istilah/ Pengertian Judul

1. Penjelasan tentang definisi operasional bertujuan untuk memberikan batasan
dan pemahaman yang jelas kepada pembaca, sehingga mempermudah dalam
memahami penelitian ini. Penjelasan mengenai judul sangat krusial untuk
diuraikan agar tujuan dari penelitian ini dapat tercapai. Penelitian ini
berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Hukum Progresif
Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Poligami (Studi Putusan di

Lingkungan Peradilan Agama). Beberapa istilah penting yang akan penulis

® M. Fathi, “Universitas Indonesia Universitas Indonesia Jakarta,” Fmipa Ui, no.
1806142942 (2011): 5-34.
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bahas sesuai dengan judul untuk memperjelas dan memberikan gambaran
umum tentang maksud dari penelitian ini:

1. Pembatalan Perkawinan

Perkawinan dalam Alquran disebutkan dengan dua istilah, yaitu "Az
Zawwaj" dan "An Nikahu". Istilah Azzawaj atau Az Zawaju dalam bahasa
mengacu pada sepasang atau pasangan. Kata ini juga menggambarkan dua hal
(objek), yaitu kesepakatan (akad) yang memberikan hak pada seorang pria (suami)
untuk menikmati hidup bersama seorang wanita (istri) tanpa adanya larangan yang

menghalangi mereka menurut hukum agama..”

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur figh berbahasa Arab dikenal
dengan dua istilah, yakni nikah (na-ka-ha) dan zawaj (za-wa-ja). Istilah-istilah ini
digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Arab dan banyak dijumpai
dalam Alquran serta hadis Nabi..® Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Quran

dengan arti kawin seperti dalam surat an-Nisa ayat 3:

Vi sdis 6. a5 iy 45l 5 280 Sl B 13aSC6 L o sk BT s O

o~

Tiisas T B3 b 1R300 &K U 31 Bigh s

Terjemahnya:

Dan iika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan vana vatim (bilamana kamu menaawininya). maka kawinilah
wanita-wanita (lain) vana kamu senanai: dua. tioa atau empat. Kemudian
jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang

" A Kadir, Perspektif Baru Hukum Perkawinan Islam: Nikah, Talak, Rujuk (Semarang:
Fatawa Publishing, 2020).

8 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Figh Munakahat
Dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2011).
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saia. atau budak-budak vana kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih
dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Kata za- Wa-ja juga terdapat dalam al-Quran surat al-Ahzab ayat 37.
dewdg&’”\d»\;dé- NI WPF gﬁw/w“\(;.;.:\d.kUij ;\)

J&Q}QYGQ &/\Jlaj\.@_w )wuwawwy\ \ju»LJ\UMf-j
To22. by 4o 7 ”,é/ L@ 3° o (T o T A T Bz 40, Zﬂg
Viaas il 53 05 Tbg Feis 1323 13) e lied) #1550 B 55 Cnseddd
Terjemahnya:

Maka tatkala Zaid telah menaakhiri keperluan terhadap istrinva
(menceraikannva), Kami kawinkan kamu denaan dia supava tidak ada
keberatan baai orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak
angkat mereka.

Sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, dinyatakan
bahwa pernikahan adalah ikatan fisik dan emosional antara seorang pria serta
seorang wanita yang berperan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk
menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan kepercayaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa
pernikahan dalam perspektif hukum Islam adalah sebuah ikatan yang kuat untuk
mentaati perintah Allah dan melaksanakannya. dianggap sebagai bentuk ibadah,
bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh

kasih sayang dan rahmat..’

Suatu perkawinan yang didahului dengan akad yang semua rukun
syaratnya terpenuhi maka perkawinan tersebut adalah sah sehingga menimbulkan

akibat hukum diantaranya:

a. Halalnya hubungan antara suami dan istri

% Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia,
Edisi Pert (Jakarta: Kencana, 2010).
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. Ada hak dan kewajiban suami dan Istri

. Ada larangan suami menikah lagi apabila masih memiliki ikatan

pernikahan;
. Ada larangan istri menikah ketika masih terikat perkawinan ataupu telah

bercerai sebelum masa iddahnya habis;

. Ada harta Bersama yang biasa dikenal dengan harta gono gini dan

seterusnya.

Jika salah satu akad dilanggar atau ada yang kurang maka perkawinan

tersebut dapat dibatalkan. Dalam UU no.1 Tahun 1974 mengatur tentang

pembatalan perkawinan yang tercantum pada BAB IV dimulai pasal 22 yang

menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak

memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut. Adapun

perkawinan yang dapat dibatalkan jika:

a.

b.

Masih terikat perkawinan yang dimuat pada pasal 24;

Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pihak yang tidak berwenang,
pasal 26

Wali nikah yang tidak sah;

Kurangnya saksi perkawinan;

Perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman, pasal 27.%°

Poligami

Poligami memiliki asal-usul dari Bahasa Yunani. Istilah ini terdiri dari

dua bagian, yaitu “poli” atau “polus” yang berarti banyak, dan “gamein” atau

1% Indonesia, “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”
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“gomus” yang merujuk pada pernikahan. Jika kedua bagian tersebut digabungkan,
maka akan menunjukkan makna dari sejumlah pernikahan yang banyak. Dari
penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa poligami mengandung arti pernikahan

yang banyak dan bisa saja dalam jumlah yang tidak terbatas..**

Indonesia menganut prinsip monogami yang menyatakan bahwa seorang
suami hanya diizinkan memiliki satu istri. Apabila seorang suami berniat untuk
memiliki lebih dari satu istri, ia perlu memenuhi beberapa persyaratan agar dapat
melakukan poligami. Persetujuan ini diperoleh melalui Pengadilan Agama.
Pengadilan Agama akan memberikan izin untuk poligami jika:

a. Istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

b. Istri mengalami keterbatasan fisik atau menderita penyakit yang tidak dapat
disembuhkan;

c. Istri tidak dapat melahirkan anak.

Dari kondisi-kondisi untuk mendapatkan izin poligami di atas, dapat
disimpulkan bahwa jika ketiga alasan tersebut dialami oleh pasangan suami istri,
maka dipandang bahwa kehidupan rumah tangga mereka tidak dapat membangun

keluarga yang bahagia (mawaddah dan rahma).*2.

G. Tinjauan Teoritis

Semua penelitian haruslah ilmiah, semua peneliti harus dibekali teori yang

digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Teori adalah kumpulan

1 yayan Sopyan, Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum
Nasional, ed. Cetakan 1, Cetakan Il (RM Books, 2012).

12 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Ilam Di Indonesia, Cetakan ke (Jakarta: Sinar Grafika,
2012).
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pernyataan yang secara kolektif menjelaskan fenomena yang menjadi focus

penelitian. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Pertimbangan Hakim

a. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan yang diambil oleh hakim merupakan faktor penting dalam
menciptakan keputusan yang mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Di
samping itu, pertimbangan ini juga harus memberikan keuntungan bagi semua
pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, pertimbangan hakim harus dilakukan dengan
hati-hati, baik, dan teliti. Apabila hakim tidak bersikap analitis, adil, dan penuh
kebijaksanaan, maka keputusan yang diambil dapat dibatalkan oleh Pengadilan

Tinggi atau Mahkamah Agung..*®

Semua hakim wajib memberikan analisis atau pendapat tertulis mengenai
kasus yang sedang mereka tangani, yang merupakan bagian integral dari
keputusan yang diambil. Dalam proses penanganan kasus, hakim juga
memerlukan adanya pembuktian, di mana hasil pembuktian tersebut menjadi
pertimbangan saat mengeluarkan keputusan. Tahap pembuktian ini menjadi
bagian paling penting dalam persidangan. Tujuan dari pembuktian adalah untuk
menjamin bahwa peristiwa atau fakta yang disampaikan benar-benar terjadi,
sehingga hakim dapat memberikan keputusan yang adil dan tepat. Seorang hakim
tidak akan mengambil keputusan secara tidak adil sebelum memahami

sepenuhnya bahwa peristiwa atau fakta tersebut telah terverifikasi, yang berarti

BMukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2014), h. 140.
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harus dipastikan kebenarannya, agar hubungan hukum antara pihak-pihak terkait
bisa terbentuk. Secara keseluruhan, pertimbangan juga seharusnya meliputi aspek-

aspek berikut:

1. Inti masalah dan poin-poin yang diakui atau argumen yang
tidak terbantahkan

2. Terdapat analisis hukum mengenai keputusan yang mencakup semua
fakta atau hal-hal yang telah terbukti di persidangan.

3. Seluruh elemen dari permohonan penggugat perlu dievaluasi satu per satu
agar hakim dapat memberikan penilaian mengenai apakah hal tersebut
terbukti atau tidak serta apakah tuntutan dapat diterima atau ditolak dalam

putusan.**

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Terdapat
aturan yang menjelaskan: "Keputusan pengadilan harus mencakup alasan dan
dasar, serta merujuk pada pasal tertentu dari hukum yang relevan atau sumber
hukum tidak tertulis yang digunakan sebagai acuan oleh pengadilan. Setiap
keputusan wajib ditandatangani oleh ketua pengadilan, hakim yang mengeluarkan
putusan, dan panitera yang aktif dalam persidangan. " Setelah hukum ditemukan
dan diterapkan pada kasus tertentu, hakim perlu memberikan putusan dengan
mempertimbangkan tiga elemen yang sebaiknya diterapkan dengan seimbang,

yakni: elemen yuridis yang mencerminkan kepastian hukum, elemen filosofis

Y“Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, h. 141-42.
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yang menunjukkan keadilan dan kebenaran, serta elemen sosiologis yang

menggambarkan manfaat..'®
b. Aspek-Aspek dalam Pertimbangan Hakim

Hakim dalam menetapkan suatu keputusan harus memperhatikan
kebenaran legal, kebenaran moral, dan kebenaran sosial. Kebenaran legal berarti
dasar-dasar hukum yang digunakan harus sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Kebenaran moral menunjukkan  bahwa hakim perlu  mengevaluasi
aspek keadilan, apakah dia telah bertindak seadil mungkin dalam mengambil
keputusan. Pertimbangan social berarti hakim harus juga menilai apakah hasil
putusannya akan menimbulkan konsekuensi negative dan berpengaruh pada
komunitas. Dengan kata lain, seorang hakim harus membuat keputusan yang adil
dan bijaksana dengan memperhatikan akibat hukum serta pengaruh yang muncul
di masyarakat, sehingga keadilan yang ingin dicapai dan diakui dalam keputusan
hakim adalah keadilan yang mengedepankan keadilan hukum, keadilan sosial, dan

keadilan moral.*®

1) Kebenaran Yuridis
Aspek hukum adalah elemen pertama dan paling penting yang
berlandaskan pada peraturan yang ada. Seorang hakim yang berperan
sebagai penerap hokum perlu memahami perundang-undangan dengan

mencari regulasi yang relevan dengan kasus yang sedang ditangani. Hakim

Nurul Mahmudah, "Aspek Sosiologi Hukum Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara
Cerai Gugat", Jurnal Nizham, Volume 7, Nomor. 1, Januari-Juni 2019, h. 111.

'Fitriani, Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan
Gender (Jakarta: Publika Indonesia Utama, 2022), h. 111.
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harus mengevaluasi apakah hukum tersebut adil, berguna, atau memberikan
kepastian dalam penegakannya. Ini disebabkan oleh salah satu sasaran
hukum adalah untuk mewujudkan keadilan.'” Karakteristik utama dari
proses pengadilan adalah mematuhi peraturan hukum. Ketentuan tersebut
harus mencakum minimal 3 elemen yaitu:

1. Memiliki landasan hukum;

2. Menjamin kepastian hukum;

3. Menyediakan perlindungan hukum.

Dalam aspek hukum yang bersifat substansi, keputusan hakim wajib
memuat alasan-alasan dan landasan yang menjadi dasar keputusan tersebut,
serta harus merujuk pada pasal-pasal tertentu dalam undang-undang yang
berhubungan atau sumber hukum yang tidak tertulis yang digunakan sebagai
acuan dalam proses pengambilan keputusan, sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman.

2) Kebenaran Filosfis

Mengenai aspek filosofis, ini adalah unsur yang memperkuat
prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Keputusan yang diambil oleh hakim
seharusnya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila,
yang menjadi dasar dan cara pandang masyarakat Indonesia. Ini sejalan
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang tercantum dalam Pasal 1, yang

Y Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim : Dalam Perspektif Hukum Progresif
(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 126.
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menyatakan, "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang
bersifat mandiri untuk melaksanakan peradilan dalam rangka menegakkan
hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila untuk mewujudkan Negara
Hukum Republik Indonesia. ™ Oleh karena itu, hakim perlu menjadikan
Pancasila sebagai acuan ketika menangani perkara dan merumuskan
keputusan.

Filosofi yang dianut oleh rakyat Indonesia sebagai acuan utama
adalah Pancasila, yang dalam aspek hukum diakui sebagai dasar utama dari
seluruh undang-undang yang berhubungan dengan kehidupan sosial,
kebangsaan, dan kenegaraan di Indonesia. Prinsip fundamental keadilan
juga harus terlihat dalam putusan hakim selain adanya kepastian hukum,
mengingat pihak-pihak yang bersengketa di pengadilan berusaha
memperoleh keadilan, bukan sekadar mencapai kemenangan dalam
persidangan.

Teori ini dibangun berdasarkan pemikiran filosofi yang dalam, yang
mencakup seluruh elemen terkait dengan isu yang dibahas, kemudian
mencari aturan yang tepat sebagai dasar hukum untuk pengambilan
keputusan. Pertimbangan hakim harus memiliki motivasi yang jelas untuk
menegakkan hukum serta memberikan keadilan kepada semua pihak yang
terlibat dalam perkara tersebut.

Dasar filosofi menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh hakim
dalam memberikan keputusan. Filosofi ini sering kali terhubung dengan

nurani dan rasa keadilan yang ada pada hakim, sehingga keputusan yang
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diambil dapat menghadirkan keadilan yang tidak hanya bersifat formal atau
prosedural, tetapi juga mengedepankan keadilan yang substantif. Semua
aspek terkait kasus yang diperdebatkan oleh pihak-pihak harus diperhatikan,
termasuk aspek manfaat, kepastian hukum, dan aspek hukum lainnya..

Kemudian, undang-undang menjadi landasan bagi seorang hakim
untuk mengambil keputusan yang akan diberikan. Selain itu, dalam sebuah
keputusan harus dicantumkan alasan-alasan hukum, dalam amar putusan
(strachmaan), di mana dari alasan-alasan tersebut dapat terlihat dengan jelas
motivasi di balik diambilnya keputusan tersebut. Hal ini bertujuan untuk
menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan kepada
semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut..'®

Hakim sebagai individu yang dianggap mampu menghadirkan
keadilan dalam setiap keputusannya, harus mempertimbangkan apakah
keputusannya mencerminkan keadilan. Jika tidak, perlu untuk menganalisis
alasan dasar atau rasio decidendi di balik keputusan tersebut. Esensi dari
suatu masalah hukum, yaitu bagian yang dapat dianggap memiliki sifat
penentu, disebut ratio decidendi. Ratio decidendi adalah faktor-faktor
yang nyata, yaitu elemen “utama” yang menyebabkan munculnya suatu
keputusan. Bagian dari putusan yang mencantumkan pertimbangan hukum,
yang sering disebut sebagai konsideran, berisi penjelasan mengenai

pertimbangan hukum terkait dengan kasus tersebut.*®

¥Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim : Dalam Perspektif Hukum Progresif, h.
110-11.

Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research) (Jakarta:
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lan McLeod menyatakan bahwa "frasa ratio decidendi dapat
diterjemahkan sebagai alasan di balik putusan,” yang berarti penjelasan dari
keputusan suatu pernyataan keputusan atau isi putusan. Dalam merumuskan
isi putusan, seorang hakim diharapkan mampu memahami penjelasan dari
alasan-alasan hakim sebelumnya yang didasarkan pada fakta-fakta penting
dari perkara tersebut. Pada putusan yang berkaitan dengan pertimbangan
hukum, terdapat analisis dan/atau alasan yang berhubungan dengan bukti
yang disampaikan mengenai fakta yang diajukan atau dibantah oleh
penggugat dan/atau tergugat selama proses persidangan di pengadilan.

3) Kebenaran Sosiologis

Aspek sosiologi adalah bagian yang melihat nilai-nilai budaya yang
ada di dalam masyarakat. Unsur sosiologis setidaknya harus mengandung 3
elemen berikut:

a) Menyediakan keadilan;

b) Memperbaiki hubungan antarindividu;

¢) Menyediakan manfaat dan kesejahteraan.

Nilai-nilai sosiologis menyoroti kepentingan bagi masyarakat.
Masyarakat berharap hukum yang diberlakukan bisa memberikan manfaat,
karena hukum diciptakan untuk manusia, sehingga dalam penerapan hukum
tidak boleh menimbulkan kekacauan di masyarakat. Keputusan dari hakim
seharusnya memperhitungkan aspek nilai dasar dari manfaat dalam setiap

putusannya. Selain memberikan kepastian hukum dan keadilan, keputusan

Sinar Grafika, 2020), h. 86.
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tersebut juga harus memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dan
tidak berpihak, serta bisa menjadi contoh bagi hakim lain dalam menangani
kasus serupa (yurisprudensi).

Dalam penerapannya, aspek filsafat dan sosiologi memerlukan
pemahaman yang mendalam dan kebijaksanaan untuk merespons nilai-nilai
masyarakat yang sering terabaikan. Proses penerapan ini sangat rumit
karena tidak selalu mengikuti prinsip legalitas dan tidak terikat pada sistem
yang ada. Dengan menyertakan ketiga elemen tersebut, diharapkan
keputusan yang diambil dianggap adil dan diterima oleh masyarakat. Tugas
dan tanggung jawab hakim sebenarnya adalah menegakkan kebenaran dan
keadilan dengan berpedoman pada hukum, undang-undang, serta nilai-nilai
keadilan di dalam masyarakat.

Hakim memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hukum
diterapkan secara benar dan adil. Jika penerapan undang-undang
menyebabkan ketidakadilan, hakim seharusnya membela keadilan moral
dan mengesampingkan hukum yang berlaku. Hukum yang baik adalah
hukum yang sesuai dengan norma yang ada di masyarakat, yang jelas
mencerminkan nilai-nilai sosial yang hidup. Keadilan yang dimaksud di sini
bukanlah keadilan yang bersifat formal, tetapi keadilan substansial yang
sejalan dengan hati nurani hakim. Indonesia memiliki sistem hukum sipil
berbasis undang-undang, tetapi hakim di negara ini dapat menemukan

hukum melalui keputusan mereka. Namun, mereka tetap harus mematuhi
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ketentuan bahwa hakim tidak boleh melanggar isi dan filosofi dari peraturan

perundang-undangan.

2. Teori Maslahah
Maslahah berasal dari istilah (4alwas), yang diambil dari kata (1<) dengan

penambahan huruf "alif" di depannya, yang secara harfiah berarti "baik,” yang
berlawanan dengan "buruk™ atau "rusak. " Kata ini adalah masdar dari istilah
(b)), yang berarti "manfaat” atau "terhindar dari kerusakan. " Maslahah
merupakan istilah (4alwas) yang diambil dari (zl<) dengan tambahan "alif" pada
awalnya, yang berarti "baik," berlawanan dengan "buruk™ atau "rusak. " Kata ini
merupakan masdar dari istilah (u2ad) yang berarti “manfaat” atau “terhindar dari

kerusakan. "

Dalam bahasa Arab, maslahah berarti "tindakan-tindakan yang mendorong
kebaikan bagi umat manusia. " Secara umum, ini mencakup segala hal yang
membawa manfaat bagi manusia, baik dalam hal perbaikan atau pencapaian,
seperti mendapatkan keuntungan atau kebahagiaan; maupun dalam hal
penghindaran atau penolakan, seperti mencegah keburukan atau kerusakan. Oleh
karena itu, segala sesuatu yang memiliki manfaat bisa disebut sebagai maslahah.
Dengan demikian, maslahah memiliki dua sisi, yakni menarik atau menghasilkan

kebaikan dan menolak atau menghindari keburukan.
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Al-Ghazali memberikan penjelasan mengenai makna maslahah, yang
menurut pemikirannya adalah sesuatu yang memberi manfaat (keuntungan) dan

menjauhkan dari mudharat (kerusakan), tetapi inti dari maslahah adalah:*°

gl ) haie e ddad B4
Artinya:
Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum).

Adapun beberapa macam-macam maslahah yaitu:

1. Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapakan hukum, maslahah
ada 3 macam, yaitu: maslahah dharuriyah, tahsiniyah, maslahah hajiyah.

a) Maslahah dharuriyya adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan
kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat yang harus menjadi
perioritas utama.

b) Maslahah tahsiniyah adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap.

c) Maslahah hajiyah adalah kemaslahatan yang dibutuhkan untuk
menyempurnakan kebutuhan pokok.?*

2. Ketika ada keselarasan dan kesesuaian antara pemikiran rasional dan tujuan
syari’ dalam penetapan hukum, maslahah juga dikenal sebagai keterkaitan
atau keselarasan maslahah dengan tujuan hukum. Dari sudut pandang
pembuat hukum (syar’i) yang mempertimbangkan atau tidak
mempertimbangkannya, maslahah dibagi menjadi tiga kategori, sebagai
berikut:

a. Maslahah Al-Mu’tabarah (4 =kl 4salall) yaitu maslahah yang

diperhatikan oleh syar’i. Artinya, terdapat petunjuk dari syar’i baik

2 Syarifuddin., Ushul Figh Jilid 11.

2! Rusdaya Basri, “Ushul Fikih 1 (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).
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secara langsung maupun tidak langsung yang menunjukkan adanya
maslahah yang menjadi dasar dalam penetapan hukum.

b. Maslahah Al-Mulghah atau maslahah yang ditolak, yaitu maslahah
yang dianggap baik oleh akal, tetapi diabaikan oleh syara’ dan terdapat
petunjuk syara’ yang menentangnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun
akal menganggapnya positif dan sesuai dengan tujuan syara’, syara’
telah menetapkan ketentuan yang berbeda dari apa yang diyakini
sebagai maslahah tersebut. Sebagai contoh, masyarakat saat ini telah
menerima ide emansipasi wanita untuk menyamakan posisi antara
wanita dan pria. Karena itu, akal menganggap persamaan hak
perempuan dan laki-laki dalam menerima warisan sebagai hal yang
baik. Hal ini dianggap sejalan dengan tujuan hukum waris yang
ditetapkan oleh Allah, yaitu memberikan warisan kepada perempuan
sama seperti kepada laki-laki. Namun, hukum Allah secara jelas
menunjukkan bahwa hal ini berbeda dari yang diyakini baik oleh akal,
di mana hak waris untuk anak laki-laki adalah dua kali lipat
dibandingkan hak anak perempuan, sebagaimana diuraikan dalam surat
An-Nisa: 176.

c. Maslahah mursalah (& L dolal) juga dikenal

sebagai istishlah .(z Y1) Istilah ini merujuk pada kemaslahatan

yang tidak ada dalil khusus (baik perintah maupun larangan) dari Al-
Quran atau hadits yang secara langsung menerapkannya, namun secara
umum sejalan dengan tujuan syariah (magasid al-sharia) dalam
mewujudkan  kemaslahatan.  Jumhur ulama sepakat untuk
menggunakan maslahah mu'tabarah sama seperti kesepakatan mereka
dalam menolak maslahah mulghah. Penerapan metode maslahah
mursalah dalam berijtihad terus menjadi topik diskusi yang panjang di

kalangan para ulama..??

22 Syarifuddin, Ushul Figh Jilid 11.
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Maslahah (4aladll) secara bahasa berarti kebaikan, manfaat, atau
kepentingan. Dalam konteks hukum Islam, maslahah merujuk pada segala
sesuatu yang mendatangkan manfaat atau menghindarkan mudarat bagi

manusia.

Mursala (4-_<!) merupakan istilah yang merujuk pada objek dari bentuk
fi’il madhi (kata dasar) yang memiliki tiga huruf, yaitu J~, dengan tambahan
“alif” di depannya sehingga berubah menjadi J~_\. Dalam arti etimologis, kata ini
berarti “terlepas” atau bisa juga diartikan sebagai 43lls bebas. Istilah “terlepas”
dan “bebas” di sini, jika dihubungkan dengan maslahah, mengandung makna
bahwa hal tersebut lepas atau bebas dari keterangan yang menandakan apakah

suatu tindakan diperbolehkan atau dilarang.

Selanjutnya, ada beberapa pengertian secara terminologi mengenai
maslahah mursalah yang bisa dijelaskan sebagai berikut:

Al-Ghazali dalam bukunya Al-Mustasyfa menyatakan bahwa maslahah
mursalah adalah:

e 2 ) Lee¥ LYy 00k g adl e d gy L

Artinya:

Apa-apa (maslahah) yang tidak ada bukti baginya dari syara’
dalam bentuk nash tertentu yang membatlkannya dan tidak ada yang
memperhatikannya.

Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memberi rumusan:

w;:;;_,,;;wjgjwq}.@;;u
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Maslahah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya

dan tidak pula yang memperhatikannya.”®

Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan, kita dapat menarik

kesimpulan mengenai esensi Maslahah mursalah, yaitu:

1) Sesuatu yang dipandang positif oleh pikiran dengan analisis dapat

menghasilkan kebaikan atau menghindarkan dari keburukan bagi manusia;

2) Apa yang dianggap baik oleh pikiran juga perlu sejalan dengan tujuan

hukum syari‘at dalam penetapan aturan;

3) Aspek-aspek yang dianggap baik menurut pikiran dan sejalan dengan
tujuan syari‘at tersebut tidak memiliki petunjuk syari‘at tertentu yang menolak,

serta tidak ada petunjuk syari‘at yang mengakui keberadaannya.

Maslahah mursalah sebagai sebuah cara ijtihad menyebabkan adanya
perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang penerapannya. Hal ini terjadi
karena tidak ada bukti khusus yang menegaskan bahwa maslahah itu
diperbolehkan secara syari’, baik secara langsung maupun tidak. Mayoritas ulama
melaksanakan praktik maslahah ini karena terdapat dukungan dari syariat,
meskipun dalam bentuk yang tidak langsung. Penggunaan maslahah ini bukan
hanya karena statusnya sebagai maslahah, tetapi juga karena ada bukti syariat

yang menjadi dasar untuk itu.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai perbedaan pandangan mazhab

terkait Maslahah mursalah:

2 Syarifuddin. Ushul Figh Jilid 11.
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a. Imam Malik
Imam Malik dan para pengikutnya dari Mazhab Maliki adalah
kelompok yang secarategas menerapkan Maslahah mursalah sebagai cara
dalam berijtihad. Dalam kitab Al-Istifham, Imam Asy-Syatibi menyebutkan
bahwa keberadaan Maslahah mursalah telah menjadi bahan diskusi di antara
paraulama, dan Imam Maliki meyakini bahwa Maslahah ada dan secara

penuh menggunakan Maslahah mursalah.**

Imam Malik dalam penerapan maslahah mursalah sebenarnya tidak
memberikan ruang untuk pandangan pribadi seseorang. Oleh karena itu, ia
menerapkan syarat-syarat yang ketat terkait penggunaan maslahah mursalah,

yaitu:

1. Maslahah mursalah seharusnya selalu mengarah pada tujuan syariat
meski dalam pemahaman umum, dan tidak boleh bertentangan
dengan dasar-dasar syara, serta bukti-bukti hukum yang ada.

2. Diskusinya harus rasional, dan jika dijelaskan kepada orang yang
berpikir jernih, mereka akan menerimanya.

3. Tujuan penggunaan maslahah ini adalah untuk memenuhi kebutuhan
darurat atau untuk mengatasi berbagai kesulitan dalam melaksanakan
ajaran agama.

4. Maslahah mursalah yang digunakan dalam menentukan hukum harus

benar-benar bersifat nyata dan tidak hanya berdasarkan asumsi.

24 Syafe’i Rahmat, llmu Ushul Figh (Bandung: Pustaka Setia, 2007).
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5. Maslahah yang diambil haruslah bersifat umum, tidak hanya
menguntungkan kepentingan satu kelompok atau individu tertentu.
b. Imam Hanafi

Pandangan para ulama Hanafi tentang maslahah mursalah ini
menunjukkan beragam pendapat. Al-Amidi menyebutkan bahwa banyak
ulama percaya bahwa ulama Hanafi tidak menerapkannya. Di sisi lain, Ibnu
Qudamah menyatakan bahwa ada sebagian ulama Hanafi yang menerapkan
maslahah mursalah. Sepertinya pendapat yang menyatakan bahwa beberapa
tokoh ulama Hanafi menerapkan maslahah mursalah dengan lebih tepat,
sebab metode ini mirip dengan istihsan yang dikenal di kalangan mereka.

Dari pendapat Mustafa Zaid Muhammad Ibn Hasan, seorang tokoh
terkemuka dalam kelompok Hanafiyah, dinyatakan bahwa hukum-hukum
muamalat tetap berlaku dengan memperhatikan maslahat, baik ada maupun
tidak adanya maslahat tersebut. Ini menunjukkan bahwa istihsan yang terkait
dengan maslahat mirip dengan istihsan dalam pandangan Abu Hanifah..?

c. Imam Syafi’i

Imam Syafi’i merupakan tokoh mazhab yang menolak penerapan dalil
maslahah mursalah. Untuk mendukung pandangannya, beliau menjelaskan alasan-

alasan di balik penolakannya terhadap dalil maslahah mursalah sebagai berikut:

1. Syariat telah diturunkan  beserta  seluruh hukum  yang menjamin

kepentingan manusia. Terkadang melalui  teks, dan kadang dengan

% Muhammad Syakroni, “METODE MASHLAHAH MURSALAH DAN ISTISHLAH
(STUDI TENTANG PENETAPAN HUKUM EKONOMI ISLAM),” 2017,
https://api.semanticscholar.org/CorpusiD:231237415.
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giyas pada hal-hal yang sudah memiliki ketentuan dalam nash. Dengan
demikian, tidak ada maslahah mursalah  yang terpisah  dari
ketentuan Allah. Setiap kepentingan yang ada pasti sudah disertai dalil
yang menjelaskannya.

Mengandalkan maslahah mursalah dalam pembuatan hukum akan
membuka jalan bagi mereka yang mengikuti hawa nafsu
dan keinginan dari berbagai pakar fighi. Mereka bias saja memasukkan
hal-hal yang bukan bagian dari syariat ke dalam aturan. Mereka akan
menciptakan hukum dengan dalil maslahah, padahal hal itu sejatinya
membawa kerusakan. Akibatnya, syariat akan terabaikan dan
kelangsungan hidup manusia menjadi terancam.

. Maslahah yang bisa diterima (mu’tabarah) dapat dikategorikan sebagai
giyas dalam pengertian yang lebih luas (umum). Andaikata tidak
mu‘“tabarah, maka iya tergolong qiyas. Tidak bisa dibenarkan suatu
anggapan yang mengatakan bahwa pada suatu masalah terdapat
maslahah mu“tabarah sementara maslahah itu tidak termasuk ke dalam
nash atau giyas, sebab pandangan semacam itu akan membawa kepada
suatu kesimpulan tentang terbatasnya nash-nash Al-qur’an dan hadist
dalam menjelaskan syariat.

Menggunakan argumentasi maslahah tanpa dasar dari nash
terkadang bisa menyebabkan penyimpangan dari aturan syariat dan
tindakan ketidakadilan terhadap masyarakat dengan alasan maslahah,

seperti yang dilakukan oleh penguasa yang zalim.
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5. Menekankan maslahah dalam pembuatan hukum dapat
menyebabkan perbedaan pandangan dan interpretasi hukum yang
bertentangan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan waktu dan tempat
yang menjadi latar belakang munculnya pandangan tentang maslahah
ini. Sebagai akibatnya, suatu hal bias dianggap halal di suatu
waktu atau negara, sementara di waktuatau Negara lain bias
dinyatakan haram  karena mengandung mafsad. Situasi ini bisa
menimbulkan penolakan terhadap kesatuan syariat, hukum yang sama,
serta sifat umum dan kekal dari hukum tersebut..?°
Adapun sejumlah kriteria untuk melakukan ijtihad dengan
memanfaatkan maslahah mursalah, antara lain:

1. Maslahah mursalah adalah ide tentang manfaat yang sebenarnya dan
memiliki cakupan yang luas, yang bisa dipahami oleh akal sehat
karena benar-benar memberikan keuntungan bagi umat manusia serta
melindungi mereka dari bahaya secara keseluruhan.

2. Apa yang dianggap oleh akal sehat sebagai maslahah yang sejati benar-
benar selaras dengan tujuan dan maksud syariat dalam menetapkan
setiap hukum, yaitu untuk menciptakan kebaikan bagi masyarakat..

3. Kebaikan yang dianggap fundamental oleh akal sehat dan sejalan
dengan tujuan syariat dalam penetapan hukum tidak boleh

bertentangan dengan bukti syara’ yang telah ada, baik yang terdapat

% Aris Aris, “Pemikiran Imam Syafi’i Tentang Kedudukan Maslahah Mursalah Sebagai
Sumber Hukum,” Diktum 11, no. 1 (2013): 93-99, https://doi.org/10.35905/diktum.v11i1.97.
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dalam nash Al-Qur’an dan sunnah maupun kesepakatan para ulama
terdahulu.

Maslahah Mursalah diterapkan dalam kondisi-kondisi tertentu yang
menunjukkan bahwa jika masalah tersebut tidak diatasi dengan metode
ini, masyarakat akan mengalami kesulitan hidup, sehingga perlu
diambil untuk mencegah umat dari kesulitan.?’

Persyaratan maslahah mursalah bisa dijadikan sebagai sumber
hukum Islam jika memenuhi kriteria-kriteria berikut ini:

a) Kemaslahatan itu harus logis dan berhubungan dengan
masalah hukum yang dihadapi;

b) Kemaslahatan itu seharusnya menjadi pedoman dalam
melindungi hal-hal fundamental dalam hidup dan mengurangi kesulitan
serta bahaya;

c) Kemaslahatan itu harus selaras dengan tujuan perundang-
undangan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syara' yang
pasti.

Ada beberapa alasan yang membuat maslahah mursalah dapat
berperan sebagai metode dalam merumuskan hukum. Pertama, untuk
mencapai kebaikan, yaitu hal-hal yang diperlukan untuk membangun
kehidupan berdasarkan prinsip terbaik.. Kedua, untuk menghindari hal-
hal yang merugikan, yang mencakup segala sesuatu yang dapat

mendatangkan kerugian bagi individu maupun kelompok, baik secara

2018).

2’M A Dr. Nurhayati and M A Dr. Ali Imran Sinaga, Figh Dan Ushul Figh (Kencana,
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materi maupun non-materi. Ketiga, untuk menutup jalan, yang berarti

bahwa seringkali tindakan yang dilarang dalam syara bukanlah karena

tindakan itu sendiri, tetapi karena dapat mengakibatkan tindakan lain

yang sebenarnya dilarang, meskipun tidak disengaja, atau dengan

kata lain al-ihtiya al-ala al-ganun. Keempat, adanya perubahan zaman®
3. Fasakh

Pengertian secara bahasa, kata “fasakh” adalah kata yang berasal
dari bahasa arab sw.é-z.4-%.4 yang berarti batal atau rusak. Jadi makna
fasakh berarti putus, rusak atau batal.

Pengertian “fasakh” secara istilah menurut beberapa tokoh dapat
diartikan sebagai berikut: Menurut Muhammad Husain Az-Zihabi
Pengertian Fasakh:

JYT o el i 45iind endl) Lol

“Fasakh adalah akad batalnya (nikah) secara spontan.” Sayyid

Sabig mendefinisikan fasakah
L;AJ_)HQ;‘-L‘-’JSQ\&L”\ _)”déj,‘\-a'aﬁ;ﬁad\éué

“Fasakh merupakan cara untuk membatalkan dan melepaskan

ikatan pertalian antara suami istri?°

Fasakh nikah bagian dari cara membatalkan perkawinan baik
berasal dari pihak suami, atau pihak istri atas sebab-sebab tertentu. Islam

mengakui bentuk pemutusan pernikahan melalui fasakh. Hukum fasakh

% M Sidig Purnomo, “REFORMULASI MASHLAHAH AL-MURSALAH AL-
SYATHIBI,” 1993, 197-212.

% Rusdaya Basri, “Fikih Munakahat 2” (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).
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boleh, disesuaikan dengan keadaan yang menjadi faktor dijatuhkannya
fasakh™®

Undang-undamg Nomor 1 Tahun 1974 pasal 22 menyatakan
bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi
syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.*

Fasakh merupakan satu alternatif hukum yang legal dan diakui
keberadaannya dalam Islam sebagai jalan memutuskan hubungan suami
istri. Fasakh di sini diakui hukumnya berdasarkan pemahaman atas dasar

hukum Alquran dan juga riwayat hadis.*
H. Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah seperangkat pemikiran tentang hubungan antara
satu konsep dengan konsep lainnya untuk memberikan gambaran dan asumsi

langsung tentang variabel yang diselidiki.

% Mursyid. dkk Djawas, “Fasakh Nikah Dalam Teori Maslahah Imam Al-Ghazali,” El-
Usrah Jurnal Hukum Keluarga 2, no. 1 (2019): 97-122.

3! Indonesia, “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”
%2 Djawas, “Fasakh Nikah Dalam Teori Maslahah Imam Al-Ghazali.”
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PEMBATALAN PERKAWINAN
(Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks)

Teori Pertimbangan
Hakim

e Yuridis

e Sosiologis

o filosofis

Teori maslahah

Akibat Hukum
Status Perkawinan
Hak dan Kewajiban
Status Anak
Harta Bersama

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikr




36

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah aspek yang sangat penting yang perlu
diperhatikan dalam penyusunan sebuah penelitian. Hal ini karena melalui metode
penelitian, data dan informasi yang diperoleh oleh peneliti akan diolah dengan
cara yang ilmiah dan terstruktur melalui beberapa langkah. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian hukum. Deassy J. A
dalam bukunya yang berjudul metode penelitian hukum berpendapat bahwa,
secara filosofi, penelitian hukum bertujuan untuk menemukan kebenaran sejati
dari setiap gejala hukum dan fakta-fakta empiris yang muncul. Penelitian
hukum adalah proses berpikir dan bertindak yang rasional dan terencana
mengenai gejala hukum, kejadian atau fakta empiris yang ada di sekitar kita untuk
mengungkap kebenaran  yang  bermanfaat bagi  kehidupan.®**  Secara
ringkas, kajian hukum merupakan sebuah proses evaluasi yang mencakup
berbagai metode, struktur, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengkaji
fenomena hukum spesifik, lalu berusaha mencari solusi terhadap
permasalahan yang muncul. Oleh karena itu, agar penelitian ini menjadi sistematis
dan mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis
merumuskan beberapa metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini,

yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

%Deassy J. A dkk, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada,
2023), h. 10.
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Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan mengenai konteks dan
pertanyaan penelitian, jenis studi ini termasuk dalam kategori  penelitian
hukum formal. Dikenal juga sebagai penelitian doktrinal, ini adalah pendekatan
yang focus pada pemanfaatan bahan pustaka sebagai sumber utama untuk data
penelitian, dan sering disebut penelitian kepustakaan. Metode ini digunakan untuk

mengumpulkan informasi dari berbagai referensi.

Data yang dipakai dalam tipe penelitian ini terdiri dari peraturan
perundang-undangan, keputusan dari Pengadilan Agama, konsep hukum, dan

pandangan dari para pakar hukum yang dikenal luas.
2. Metode Pendekatan Penelitian

Nilai akademis dari suatu pembahasan dan solusi terhadap masalah hukum
yang diteliti sangat tergantung pada metode pendekatan yang diterapkan. Apabila
metode yang dipilih tidak sesuai, maka kualitas penelitian akan menjadi tidak
valid dan kebenarannya bisa dibantah. Hal ini tentu saja tidak diinginkan oleh
penulis, sehingga dibutuhkan berbagai pendekatan yang dijadikan landasan dalam
menganalisis untuk membangun argumen hukum sebagai jawaban atas masalah

dalam penelitian ini.

Dalam penelitian hukum formal, metode pendekatan yang digunakan akan
memudahkan peneliti untuk mengambil manfaat dari hasil temuan ilmu hukum
empiris serta disiplin ilmu lainnya untuk analisis dan penjelasan hukum tanpa

mengubah karakter ilmu hukum normatif. Banyak sumber hukum yang memiliki
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sifat empiris, seperti studi perbandingan hukum, sejarah hukum, dan putusan-

putusan kasus hukum yang telah ada..*

Penutup dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa penelitian hukum
normatif adalah type penelitian ilmiah yang lebih menitikberatkan pada obyek
yang diteliti yaitu norma (aturan peraturan yang berlaku). Penelitian ini
memerlukan metode yang tepat agar hasil yang didapatkan valid dan objektif.
Dalam melaksanakan penelitian, penting untuk mengkombinasikan beberapa
pendekatan (dua atau tiga metode sekaligus), supaya hasil penelitian yang

diperoleh baik dan diakui secara luas..*®

Pendekatan yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan yuridis
normatif, yang berarti metode ini dilakukan dengan mengandalkan bahan hukum
utama melalui kajian teori, konsep, asas hukum, dan peraturan yang relevan
dengan topik penelitian. Pendekatan ini sering disebut juga sebagai pendekatan
perpustakaan, yaitu dengan mempelajari berbagai buku, peraturan perundang-

undangan, dan dokumen terkait yang berkaitan dengan penelitian ini..

Obyek yang ada kemudian diteliti dengan pendekatan masalah yang terdiri

dari:

a. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)

%4Joenaidi Efendi dan Prasetijo Rijadi, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris
(Jakarta: Kencana, 2022), h. 131.

®Suhaimi, ‘Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif,
Jurnal YUSTITIA, Volume 19, Nomor. 2, Desember,2018, h. 207.
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1) Penelitian yang bersifat normatif tentu memerlukan pendekatan
legislasi, karena yang menjadi objek bahasan adalah berbagai
peraturan hukum yang menjadi fokus kajian. Oleh karena itu, peneliti
harus memandang hukum sebagai sebuah sistem yang tertutup dengan
karakteristik sebagai berikut:

2) Menyeluruh, yang berarti norma-norma hukum di dalamnya saling
berkaitan dengan cara yang logis.

3) Termasuk semua, menunjukkan bahwa kumpulan norma hukum
tersebut dapat menampung semua isu hukum yang ada, sehingga tidak
akan ada kekosongan hukum.

4) Teratur, artinya selain saling berkaitan, norma-norma hukum tersebut
juga disusun dalam suatu hierarki. Untuk mendapatkan hasil
penelitian yang konkret dan objektif, selain menggunakan pendekatan
legislasi, juga dibutuhkan pendekatan lain yang relevan dan sesuai.
Salah satunya adalah dengan membandingkan dengan undang-undang
yang diterapkan oleh negara lain.

b. Pendekatan Analitis (analytical approach)

Pendekatan analitis merupakan suatu metode untuk menganalisis hukum

dengan tujuan untuk memahami arti dari istilah-istilah yang ada dalam

peraturan perundang-undangan secara konseptual, serta untuk melihat
bagaimana penerapannya di lapangan dan dalam keputusan-keputusan
hukum. Ini dilakukan melalui dua langkah pemeriksaan. Pertama, peneliti

berusaha menemukan makna yang baru dalam ketentuan hukum yang
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relevan. Kedua, mereka menguji istilah-istilan hukum tersebut dalam
praktik dengan cara menganalisis keputusan-keputusan hukum yang ada.

c. Pendekatan Kasus (case approach)

Pendekatan studi kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk
meneliti bagaimana norma atau aturan hukum diterapkan dalam praktik. Ini
terutama berfokus pada kasus-kasus yang telah mendapatkan keputusan,
seperti yang terlihat dalam yurisprudensi yang berkaitan dengan masalah-

masalah yang diteliti.*
3. Sumber Data Penelitian

Sesuai dengan apa yang telah disebutkan sebelumnya, studi ini masuk ke
dalam kategori penelitian normatif atau yang sering disebut sebagai penelitian
pustaka. Dalam kajian hukum yang bersifat normatif, sumber data yang digunakan
terutama berasal dari data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh secara tidak
langsung melalui berbagai sumber seperti buku, literatur, dan dokumen lainnya.
Menurut Soerjono Soekanto, karakteristik umum dari data sekunder adalah bahwa
informasi tersebut sudah siap untuk digunakan dan dapat langsung diterapkan.
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membahas pembatalan pernikahan
(Studi Putusan Nomor 2490/Pdt. G/2016/PA. Mks), sehingga berdasarkan

lapisannya, data sekunder yang digunakan terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

%Suyanto, Penelitian Hukum (Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan)
(Gresik: Unigres Press, 2022), h. 122.
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Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang berstatus mengikat dan
memiliki kekuatan hukum, yang berarti memiliki otoritas yang sah.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yang
terdiri dari: Al-Qur’an dan Hadis, UUD NRI 1945, salinan Putusan
Nomor 2490/Pdt. G/2016/PA. Mks, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta berbagai peraturan
lainnya yang relevan dengan objek penelitian ini.
b.  Sumber data sekunder
Bahan hukum sekunder atau bahan hukum tambahan adalah sumber
hukum yang terdiri dari buku, tesis, jurnal, artikel, dan tulisan ilmiah
lainnya yang berhubungan dan mendukung bahan hukum utama..
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Secara umum, cara pengumpulan informasi dalam sebuah
penelitian terdiri dari tiga kategori, yaitu analisis dokumen, pengamatan,
dan wawancara. Mengingat bahwa penelitian ini termasuk dalam kategori
penelitian pustaka, maka metode yang dipakai adalah pengumpulan data
melalui analisis dokumen, yaitu dengan cara menyelidiki dan mempelajari
berkas-berkas keputusan dari Pengadilan Agama Makassar, seperti Nomor
2490/Pdt. G/2016/PA. Mks, serta buku-buku dan regulasi yang relevan
dengan isu yang diteliti.
Selain itu, penulis akan melakukan wawancara langsung secara
tatap muka dengan format terstruktur dan terorganisir dengan baik agar

tidak ada aspek yang terlewat. Hal ini dilakukan supaya data yang



42

diperoleh bisa digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam
penelitian ini. Penulis juga akan melakukan wawancara sebagai cara untuk
mengonfirmasi informasi dari hakim yang mengelola kasus dan
memberikan keputusan sebagai tambahan analisis guna meningkatkan
keakuratan data sekunder yang telah dikumpulkan melalui dokumentasi
untuk mencapai kesimpulan tentang objek penelitian yang sedang
dianalisis.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam studi ini, analisis data kualitatif digunakan untuk menyelidiki
sumber hukum utama dan sekunder dengan cara menyusun data dalam kalimat
yang jelas dan tepat, sehingga mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan secara
sistematis serta menyeluruh mengenai isu yang diteliti. Oleh karena itu, proses
analisis data ini diharapkan mampu memberikan kesimpulan yang tepat dan
akurat mengenai permasalahan serta tujuan penelitian, yang dapat disajikan dalam

bentuk deduktif.. >’
J. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang di dalamnya terdapat sub bab
yang akan memperjelas fokus penelitian ini dan akan disusun berdasarkan

sistematika sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan memberikan gambaran umum namun menyeluruh,

dalam bagian ini akan disajikan konteks permasalahan, pertanyaan penelitian,

¥Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D (Bandung: Alfabeta,
2014), h. 7.
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tujuan dari penelitian, keuntungan penelitian, penjelasan istilah atau pengertian
judul, ulasan penelitian yang berkaitan, serta tinjauan referensi yang relevan, dasar

teori, diagram kerangka pemikiran, metode penelitian, dan garis besar penelitian..

Bab 1l membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara
pembatalan perkawinan dengan alasan poligami berdasarkan putusan nomor
2490/Pdt.G/2016/PA.Mks. 86/Pdt.G/2017/PTA.Mks, 182 K/Ag/2018., Amar

putusa, putusan banding dan kasasi

Bab 11l merupakan bagian analisis penulis akibat hukum dari pembatalan
perkawinan  dengan alasan  poligami  berdasarkan  putusan  nomor
2490/Pdt.G/2016/PA.Mks. 86/Pdt.G/2017/PTA.Mks, 182 K/Ag/2018, analisis atas
pembatalan perkawinan, akibat hukum dari pembatalan perkawinan, dampak

sosial dan keagamaan dari pembatalan perkawinan karena poligami.

Bab IV merupakan bagian analisis penulis menggunakan analisis hukum
Islam terhadap pembatalan perkawinan dengan alasan poligami berdasarkan
putusan nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks, 86/Pdt.G/2017/PTA.Mks, 182
K/Ag/2018, perspektif hukum Islam terhadap poligami, analisis hukum Islam
terhadap pembatalan perkawina karena poligami, penegasan hukum progresif dan

hak perempuan.

Bab V Penutup, merupakan bagian akhir penelitian ini, terdiri atas
simpulan dan rekomendasi yang di anggap penting terhadap penelitian yang telah

dilakukan.



BAB Il

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN POLIGAMI
PADA PUTUSAN NOMOR 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks
DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

J. Deskripsi Perkara Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor
2490/Pdt.G/ 2016/PA.Mks

Perkara ini berawal dari gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan
oleh AF (Penggugat), istri sah dari almarhum HP terhadap AH (Tergugat), yang
menikah dengan almarhum pada tahun 1992. Pokok perkara berkaitan dengan
keabsahan hukum pernikahan antara Tergugat dan almarhum, yang diduga
dilangsungkan tanpa melalui prosedur poligami sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Penggugat menyatakan bahwa dirinya menikah secara sah dengan
almarhum pada tanggal 17 Januari 1980 di KUA Kecamatan Tamalate, Kota
Makassar, dan perkawinan itu tidak pernah putus atau bercerai hingga suaminya
wafat pada 27 Oktober 2015. Akan tetapi, setelah wafatnya suami, Penggugat
menemukan dokumen Kutipan Akta Nikah Nomor 176/11/1X/92 tertanggal 3
September 1992, yang menyatakan bahwa almarhum telah menikah dengan

Tergugat di KUA Kecamatan Ujung Pandang.
Penggugat menilai bahwa pernikahan tersebut cacat hukum karena:
1. dilakukan tanpa persetujuan istri pertama (Penggugat);

2. tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama;

44
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3. dan baru diketahui oleh Penggugat setelah wafatnya almarhum.

Permohonan pembatalan perkawinan pada Perkara Nomor 182
K/AG/2018 yang diajukan oleh istri pertama untuk membatalkan perkawinan
dengan istri kedua dari Alm. Suami. Istri pertama memohon pembatalan
perkawinan antara Alm. Suami dengan istri kedua di Pengadilan Agama Makasar

dengan perkara nomor 2490/Pdt.G/PA.MKs.

Adapun yang menjadi dalil oleh istri pertama untuk membatalkan
perkawinan antara Alm. Suami dengan istri kedua di Pengadilan Agama Makassar

di antaranya adalah sebagai beikut;

1. Bahwa perkawinan istri kedua dengan Alm. Suami dilakukan di saat Alm.
Suami masih dengan istri pertama masih memiliki ikatan perkawinan yang
sah. Hal ini oleh istri pertama dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah istri
pertama.

2. Perkawinan yang dilakukan oleh istri kedua dengan Alm. Suami dilakukan
tanpa melalui prosedur hukum yang sah. Hal ini karena menurut
pengakukan istri pertama tidak pernah dimintai persetujuan untuk
perkawinan Alm. Suami dengan istri kedua. Selain itu tidak ada satu
putusanpun yang diberikan kepada Alm. Suami izin poligami yang didapat
dari Pengadilan Agama untuk melangsungkan perkawinan poligami
dengan istri kedua.

3. Menurut pengakuan istri pertama, pembatalan perkawinan antara Alm.

Suami dengan istri kedua karena istri pertama baru mengetahui dan
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melihat foto copi Kutipan Akta Nikah antara Alm. Suami dengan istri

kedua.®®

Dari dalil-dalil yang diutarakan oleh istri pertama untuk membatalkan
perkawinan antara Alm. Suami dengan istri kedua, oleh istri kedua dibantah.
Adapun bantahan atau jawaban dari istri kedua berkaitan dengan dalil-dalil di atas

diantaranya sebagai berikut;

1. Menurut istri kedua dalil istri pertama yang megatakan perkawinan antara
Alm. “Suami dengan istri kedua dilakukan pada saat Alm. Suami masih
terikat perkawinan yang sah dengan istri pertama” adalah dalil yang tidak
beralasan hukum dan patut untuk dipertanyakan. Dalam persidangan
faktanya istri pertama mengajukan permohonan pembatalan perkawinan
hanya didasarkan atas Duplikat Kutipan Akta Nikah, padahal seperti yang
diketahui dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam
menegaskan “Perkawinan hanya dapat dibuktilkan dengan Akte Nikah
yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Jadi bukan Duplikat untuk
membuktikan adanya suatu perkawinan.

2. Dalil istri pertama yang menilai Alm. Suaminya melakukan perkawinan
dengan istri kedua tidak melalui prosedur hukum yang sah adalah alasan
yang keliru, sebab menurut istri kedua dengan adanya Kutipan Akte
Nikah, telah membuktikan bahwa perkawinan antara Alm. Suami dengan
istri kedua adalah sah secara hukum sebagaimana ketentuan pada pasal 7

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa “Perkawinan hanya dapat

%pytusan Perkara Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks, h. 3.
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dibuktilkan dengan Akte Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat
Nikah”.

3. Selanjutnya istri kedua menjawab dalil-dalil yang diajukan oleh istri
pertama dengan mengutarakan fakta hukum. Dari fakta hukum yang ada
sejak Alm. Suami dan istri kedua melangsungkan perkawinan dan telah
hidup bersama sebagai suami istri, istri pertama sama sekali tidak pernah
mengajukan keberatan apalagi untuk membatalkan perkawinannya, justru
antara istri kedua dan istri pertama hidup rukun berdampingan sebagai
istri-istri dari Alm. Suami yang sudah meninggal.

4. Selanjutnya dengan fakta hukum tersebut, nyatalah bahwa permohonan
pembatalan perkawinan yang didasarkan atas alasan tidak adanya
persetujuan istri pertama adalah sangat dilandasi i’tikad buruk dan upaya
untuk menghilangkan hak istri kedua atas harta bersama yang diperoleh
dengan Alm. Suami karena dalam faktanya istri pertama baru mengajukan
pembatalan perkawinan ini sendiri pada saat usia perkawinan antara istri
kedua dan Alm. Suami telah menginjak kurang lebih 31 (tiga puluh satu)
tahun lamanya, selain itu permohonan juga baru diajukan saat suami sudah

meninggal.*°

Selain dari dalil-dalil yang diungkapkan dari istri pertama maupun
jawaban dari istri kedua, “istri pertama dan istri kedua juga mendatangkan saksi

dalam persidangan kasus pembatalan perkawinan perkara  Nomor

¥pytusan Perkara Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks, h. 7-8.
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2490/Pdt.G/2016/PA.Mks tersebut”.*® Adapun putusan dari perkara tersebut
adalah hakim mengabulkan permohonan istri pertama untuk membatalkan
perkawinan antar Alm. Suami dengan istri kedua dan menyatakan bahwa Akte
Nikah antara Alm. Suami dengan istri kedua tidak mempunyai hukum yang

mengikat.**

Selanjutnya istri kedua melakukan upaya banding terhadap putusan
Perkara Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks. di Pengadilan Tinggi Agama Makasar
dengan perkara Nomor 86/Pdt.G/PTA.Mks. Adapun hasil akhir dari perkara
tersebut adalah hakim Pengadilan Tinggi Agama Makasar menerima permohonan
banding yang diajukan oleh istri kedua dengan memberikan putusan membatalkan
putusan dari Pengadilan Agama Makasar dengan perkara nomor
2490/Pdt.G/2016/PA.Mks. dengan putusan tersebut perkawinan tetap sah dan

memiliki kekuatan hukum yang tetap.*?

Dalam gugatannya, Penggugat meminta kepada Pengadilan Agama
Makassar agar pernikahan antara Tergugat dan almarhum dinyatakan batal demi
hukum serta Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Ujung Pandang

dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.

Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat dan menyatakan bahwa
pernikahan dengan almarhum telah dilakukan secara sah dan tercatat resmi di

KUA. la juga berargumen bahwa gugatan ini diajukan dengan itikad buruk karena

“Opytusan Perkara Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks, h. 13-16.
“pytusan Perkara Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks, h. 24.
“2pytusan Perkara Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks, h. 19-20.
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baru dilakukan setelah meninggalnya almarhum dan setelah terjadi sengketa
mengenai harta warisan, termasuk properti yang diklaim Tergugat diperoleh

selama menjadi istri almarhum.

Selain itu, Tergugat menyampaikan eksepsi ne bis in idem, karena
sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan serupa dalam perkara No.
1188/Pdt.G/2016/PA.Mks, yang telah diputus dan ditolak. Namun, Penggugat
menegaskan bahwa objek perkara tersebut berbeda. Dalam gugatan terdahulu,
yang disengketakan adalah pernikahan tahun 1986 (yang ternyata tidak pernah
tercatat), sedangkan dalam perkara ini adalah pernikahan yang benar-benar terjadi

dan tercatat pada tahun 1992.

Dalam proses pembuktian, Penggugat menghadirkan bukti berupa duplikat
kutipan akta nikah tahun 1980, surat keterangan dari kelurahan, dan keterangan
dua saksi yang menyatakan bahwa selama hidupnya almarhum hanya memiliki
satu istri (Penggugat), serta baru diketahui adanya pihak lain setelah kematian

almarhum.

Sementara itu, Tergugat menghadirkan bukti berupa kutipan akta nikah
tahun 1992, Kartu Keluarga, dan saksi dari pihak keluarganya. Salah satu saksi
bahkan mengakui bahwa almarhum menikah dengan Tergugat saat masih

berstatus suami sah dari Penggugat dan tanpa izin dari pengadilan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa
pernikahan antara almarhum dengan Tergugat telah melanggar ketentuan formil

hukum perkawinan, khususnya ketentuan mengenai poligami dalam Pasal 4 dan 5
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UU No. 1 Tahun 1974. Majelis juga menolak eksepsi ne bis in idem karena objek

gugatan terbukti berbeda.

Akhirnya, Pengadilan Agama Makassar mengabulkan gugatan Penggugat,
menyatakan pernikahan antara Tergugat dan almarhum batal demi hukum, dan

menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 176/11/1X/92 tidak berkekuatan hukum.

Setelah Pengadilan Tinggi Agama Makasar (tingkat banding)
membatalkan putusan Pengadilan Agama Makasar (tingkat pertama), Istri pertama
mengajukan permohonan pembatalan perkawinan Alm. Suami dengan istri kedua
ke Mahkamah Agung (kasasi). Istri pertama meminta supaya Hakim pada tingkat
kasasi membatalkan putusan Pengadilan pada tingkat banding dengan Perkara
Nomor 86/Pdt.G/2017/PTA.Mks dan Menguatkan putusan Pengadilan Agama
Makasar (tingkat pertama) dengan Perkara Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks, istri
pertama memohon supaya “perkawinan yang dilakukan oleh Alm. Suami dengan
istri keduanya dibatalkan serta tidak memiliki kekuatan hukum”. Namun, dalam
putusan tingkat kasasi Hakim Mahkamah Agung membenarkan putusan judex
facti/ Pengadian Tinggi Agama Makasar. Menurutnya istri pertama sudah tidak
lagi memiliki hak atau legal standing untuk mengajukan permohonan pembatalan
perkawinan karena suami sudah meninggal dan perkawinan antara istri pertama

dengan Alm. Suami sudah putus karena kematian.

Mahkamah Agung juga menilai bahwa pengajuan permohonan pembatalan
perkawinan yang diajukan oleh istri pertama sampai pada tingkat kasasi dapat
diduga adanya i’tikad buruk dari istri pertama untuk menghilangkan hak istri

kedua dari Alm. Suami. Karena secara logis usia perkawinan yang sudah
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mencapai kurang lebih 31 tahun tidak mungkin tidak diketahui oleh istri pertama
dan lagi pula upaya pembatalan perkawinan ini diajukan saat suami sudah

meninggal.*®

K. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan
dengan alasan poligami pada putusan nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks

Dapat dikatakan bahwa pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari
putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan
hukum dari hakim yang memeriksa perkara.** Berdasarkan hasil wawancara
dengan hakim yang memeriksa perkara ini, diketahui bahwa dalam
mempertimbangkan  gugatan  pembatalan  perkawinan, majelis  hakim
menggunakan dasar hukum pembatalan perkawinan yang dalam Islam dikenal
dengan istilah fasakh nikah. Landasan hukum yang digunakan merujuk pada
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan
Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketiga regulasi tersebut menyebutkan bahwa
suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak yang melangsungkan

perkawinan tidak memenunhi syarat-syarat sah perkawinan.*

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa maksud dan

tujuan gugatan Penggugat telah dijelaskan secara rinci dalam uraian sebelumnya,

“3putusan Perkara Nomor 182 K/AG/2018, h. 4-5.

*Acmad ali, 2010, Menguak Teori Hukum (Legal Teori) Dan Teori Peradilan (Judical
Prudence), Kencana, Jakarta, Cet. Ke-3, h. 213.

H., Muhammad Anwar Saleh S.H. M.H. Hakim Pengadilan Agama Makassar.
Wawancara pada tanggal 4 Juni 2025.
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yaitu untuk membatalkan perkawinan antara Almarhum dan Tergugat karena
dianggap tidak sah secara hukum. Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975. Keduanya hadir di persidangan melalui kuasa hukumnya masing-
masing, termasuk Turut Tergugat yang juga telah hadir secara sah di hadapan

Majelis.

Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun
1994 tentang Surat Kuasa Khusus, Majelis berpendapat bahwa surat kuasa yang
diajukan oleh masing-masing pihak telah memenuhi unsur sah, sehingga kuasa
hukum tersebut berhak mewakili dan bertindak atas nama pemberi kuasa dalam
proses hukum pembatalan perkawinan. Dengan demikian, para kuasa hukum
dalam perkara ini dinyatakan memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai subjek

hukum yang dapat bertindak mewakili kliennya di muka persidangan.

Lebih lanjut, karena substansi perkara ini berkaitan dengan keabsahan atau
tidaknya suatu perbuatan hukum dalam bentuk akad nikah, Majelis mengacu pada
Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April
2006, yang menyatakan bahwa perkara yang menyangkut sah atau tidaknya suatu
perbuatan hukum tidak memerlukan tahapan mediasi. Oleh karena itu, proses

mediasi ditiadakan dalam perkara ini.

Adapun inti pokok perkara (objectum litis) yang disengketakan dalam
perkara ini adalah klaim Penggugat bahwa perkawinan antara Almarhum dan
Tergugat dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang

berlaku, sehingga harus dibatalkan. Sementara itu, Tergugat menyatakan
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sebaliknya, yaitu bahwa perkawinan tersebut telah dilakukan secara sah dan tidak
bertentangan dengan hukum perkawinan di Indonesia. Kedua pihak telah
menyampaikan dalil-dalil hukum dan bukti-bukti yang mendukung posisinya
masing-masing, yang kemudian dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam

mempertimbangkan dan memutus perkara ini secara objektif.

Perkara ini dimulai dari putusan Pengadilan Agama Makasar yang mana
istri pertama mengajukan permohonan pembatalan perkawinan Alm. Suaminya
dengan istri keduanya dengan perkara Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks. Dalam
putusan ini hakim mengabulkan pembatalan perkawinan almarhum suaminya

dengan istri kedua.

Salah satu alasan hakim untuk membatalakan perkawinan tersebut adalah
kesaksian yang ada dalam persidangan yang memberikan keterangan bahwa
sewaktu dilaksanakan perkawinan dengan istri kedua, almarhum tidak

menyerahkan izin poligami dari Pengadilan Agama.*®

Putusan hakim dalam perkara di atas hanya menerapkan hukum atau
menerapkan undang-undang belaka, atau yang disebut dengan kepastian hukum,
yaitu sebuah doktrin yang beranggapan hukum bersifat otonom dan mandiri. Bagi
pendukung gagasan ini, undang-undang hanyalah kumpulan dari berbagai aturan
saja. Menurut pemikiran ini, hukum tidak memiliki tujuan selain untuk mencapai
kepastian hukum. Kepastian hukum dicapai dengan hukum yang bersifat

supremasi hukum pada umumnya. Sifat-sifat umum dari aturan-aturan hukum

*5putusan Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.MK.
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membuktikan bahwa hukum tidak ditujukan untuk keadilan atau kemanfaatan,
tetapi hanya untuk kepastian.*’ Karena dengan kepastian hukum akan menjamin
seseorang melakukan perilaku sesui dengan ketentuan hukum yang berlaku,
sebaliknya, tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan

baku dalam menjalankan perilaku.*®

Dalam memutus perkara pembatalan perkawinan ini, majelis hakim
Pengadilan Agama Makassar mempertimbangkan sejumlah aspek hukum dan

fakta-fakta persidangan yang relevan. Pertimbangan tersebut antara lain:

1. Tidak adanya izin dari Pengadilan Agama untuk melakukan poligami.
Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, seorang suami yang hendak beristri lebih dari satu
orang wajib memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Dalam perkara ini,
tidak ada bukti atau dokumen yang menunjukkan bahwa almarhum pernah

mengajukan atau memperoleh izin tersebut.

2. Tidak adanya persetujuan dari istri pertama. Sesuai Pasal 5 ayat (1) huruf a
UU Perkawinan, persetujuan dari istri sah adalah syarat utama agar izin
poligami dapat diberikan. Fakta persidangan mengungkapkan bahwa
Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan ataupun mengetahui

pernikahan almarhum dengan Tergugat.

“Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis),
(Jakarta:Gunung Agung, 2002), h. 82-83.

*Kamarusdiana dan Zakiyah Salsabila, “Disparitas Putusan Hibah: Studi Analisis di
Pengadilan Agama Malang, Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung”,
INDOISLAMIKA, Volume 9 No. 1 Januari 2019, h. 100.



55

3. Almarhum masih berada dalam ikatan perkawinan yang sah. Hakim
menilai bahwa ketika almarhum menikah dengan Tergugat, ia masih
merupakan suami sah dari Penggugat, tanpa adanya perceraian atau
pemutusan hubungan perkawinan secara hukum. Hal ini menjadikan

pernikahan kedua tidak sah menurut hukum.

4. Cacatnya administrasi pernikahan. Akta nikah yang diterbitkan oleh KUA
Ujung Pandang pada tahun 1992 dinyatakan tidak sah karena diterbitkan
tanpa dasar hukum yang kuat dan tanpa memenuhi prosedur hukum yang
berlaku. Majelis hakim menilai bahwa pejabat pencatat nikah telah lalai

dalam memastikan keabsahan syarat-syarat pernikahan tersebut.

5. Penolakan terhadap eksepsi ne bis in idem. Hakim menyatakan bahwa
objek sengketa dalam perkara ini berbeda dengan perkara sebelumnya,
karena gugatan kali ini jelas menyoroti pernikahan tanggal 3 September
1992 yang memiliki dokumen tercatat, sedangkan perkara sebelumnya

tidak memiliki dasar hukum kuat karena tanggal nikah tidak jelas.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek hukum tersebut, majelis hakim
memutuskan untuk mengabulkan gugatan pembatalan nikah yang diajukan
Penggugat dan menyatakan bahwa perkawinan antara Tergugat dan almarhum

batal demi hukum.

Salah satu pasal yang digunakan oleh hakim adalah karena perkawinan
melanggar pasal 3 ayat (2), pasal 4 dan pasal 9 undang-undansg Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan. Posisi hakim dalam putusan ini hanya berfungsi
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sebagai penegak hukum saja karena tidak mempertimbangkan faktor lain dalam
memutuskan perkara, dalam hal ini hakim yang memutuskan bisa dikatakan
sebagai penganut mazhab legisme karena pertimbangannya hanya undang-undang

saja atau menerapkan metode kepastian hukum dalam memutuskan perkara.

Selanjutnya putusan tersebut diajukan banding oleh istri kedua ke tingkat
banding di Pengadilan Tinggi Agama Makasar dengan nomor putusan
86/Pdt.G/2017/PTA.Mks. Hakim tingkat banding dalam perkara ini menolak
untuk membatalkan perkara ini, artinya perkawinan tetap sah”. Hakim tingkat
banding tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama yang
hanya mempertimbangkan secara legalistik semata tanpa melihat azas keadilan
dan kemanfaatan hukum. Adapun pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim

tingkat banding adalah sebagai berikut;

Seperti yang pernah dijelaskan dalam bab 2, perkara ini masuk dalam
katagori perkawinan yang dapat dibatalkan, artinya hakim boleh memilih antara
membatalkan dan tidak membatalkan. Menurut majlis hakim tingkat banding kata
‘dapat’ dalam “pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam” bersifat alternatif atau
pilihan, bukan berarti imperatif yang bermakna suatu keharusan. Hakim tingkat
banding dalam perkara ini melihat pada mudharat yang akan timbul ketika
perkawinan dibatalkan.*®

Dalam perkara ini hakim menggunakan metode interpretasi atau
penafsiran hukum dalam menemukan hukum diperkara tersebut. Karena dalam

kasus ini hakim menafsirkat kata “dapat” dengan tafsiran fakulatif atau dengan

“9putusan Perkara Nomor 86/Pdt.G/2017/PTA.MKs.
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kata lain suatu tindakan untuk memilih. Hal ini hakim lakukan memiliki tujuan
supaya ruang lingkup kaidah dalam undang-undang bisa diterapkan dalam
peristiwa di atas. Penafsiran yang dilakukan oleh hakim merupakan penjelasan
yang harus menuju pada pelaksanaan yang bisa diterima oleh golongan
masyarakat berkenaan dengan peraturan hukum terhadap peristiwa yang dihadapi.
Tujuan akhir hakim menjelaskan dan menafsirkan adalah untuk merealisasikan

fungsi supaya hukum positif itu berlaku.®

Hakim tingkat banding dalam perkara ini memilih untuk tidak
membatalkan perkawinan dengan melihat konsekuessi yang akan muncul ketika
perkwinan dibatalkan. Menurut Hakim banding konsekuensi yang didapatkan
ketika perkawinan dibatalkan adalah antara Alm. Suami dan istri keduanya
dihukumi sebagai perkawinan yang ilegal, artinya selama hidupnya mereka

melakukan perzinaan yang harus dipertanggungjawabkan didunia dan akhirat.

Melihat pertimbangan tersebut dapat menciptakan kadiah hukum, bahwa
perkawinan yang serupa tidak dapat dibatalkan sebab jika dibatalkan akan
mendatangkan konsekuesi yang besar yaitu antara suami dan istri dihukumi
sebagai pezina. Pertimbangan hakim yang seperti ini memang sebaiknya tidak
perlu untuk dimasukan karena terlalu ektsrim, apalagi perkawinan seperti ini
hanya sebuah perkawinan yang statusnya dapat dibatalkan bukan keharusan untuk
dibatalkan. Walaupun dalam kasus ini hakim tidak mempertimbangkan lama

waktu perkawinan, pertimbangan tersebut menggambarkan bahwa hakim tidak

9Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2020), h. 12
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hanya mempunyai fungsi untuk menegakkan hukum saja, melainkan juga
berfungsi sebagai penegak keadilan dengan mengenyampingkan peraturan yang
berlaku dimana suami tidak diperkenankan menikah lagi jika dengan istri pertama
masih memiliki ikatan perkawinan, kecuali mendapatkan izin dari pengadilan

untuk berpoligami.

Putusan perkara nomor 182 K/AG/2018 Mahkamah Agung menolak untuk
membatalkan perkawinan poligami yang tidak dilengkapi dengan adanya surat
izin untuk melakukan poligami dari Pengadilan Agama serta suami sudah
meninggal. Menurut Mahkamah Pemohon Kasasi sudah tidak lagi memiliki legal
standing untuk membatalkan perkawinan Alm. Suaminya dengan istri keduanya
karena dengan meninggalnya Alm. Suami Pemohon Kasasi sudah tidak terikat
lagi dengan Alm. Suami. Oleh sebab itu Mahkamah Agung menolak permohonan
kasasi dengan alasan gugatan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan yang
baru hanya dapat dilakukan oleh suami/ istri yang masih terikat perkawinan

dengan salah satu pihak.

Hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan juga sebenarnya sudah
gugur, sebab pembatalan perkawinan tersebut sudah pernah diajukan dengan
perkara nomor 1188/Pdt.G/2016/PA.Mks. dalam putusan tersebut hakim
memutuskan yang amarnya menolak gugatan Pemohon.”* Dalam hal pengajuan
pembatalan perkawinan akan gugur atau tidak dapat melakukan pembataln
perkawinan lagi untuk kedua kalinya karena disebabkan oleh dua hal sebagai

berikut;

S'pytusan Perkara Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks, h. 4.
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a. Dalam hal pelanggaran prosedural jika mereka telah hidup bersama
sebagai suami istri dan pasangan tersebut bisa menunjukan akta
perkawinannya yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang.

b. Dalam perkara pelanggaran materiil, jika ancaman itu berhenti atau
keadaan antara suami istri menjadi nyata, tetapi dalam waktu 6 (enam)

bulan setelah perkawinan mereka tetap sebagai suami istri.*

Mahkamah Agung juga menilai bahwa permohonan kasasi untuk
membatalakan perkawinan diduga kuat adanya i’tikad buruk dari istri pertama
untuk menghilangkan hak harta bersama selama perkawinan. Hal ini berdasarkan
atas fakta dalam perkawinan tersebut yang usianya sudah kurang lebih
berlangsung selama tiga puluh tahun istri pertama tidak pernah
mempermasalahkan perkawinan dengan istri keduanya. Walapun istri pertama
mengaku beru mengetahuinya, namun secara logis tetap tidak mungkin usia
perkawinan selama tiga puluh tahun baru diketahui oleh istri pertamanya, selain
itu permohonan pembatalan perkawian juga dilakukan setelah suami sudah

meninggal.

Dari pertimbangan hakim untuk menolak permohonan pembatalan
perkawinan untuk menegakan keadilan dan melindungi hak dari istri kedua,
walaupun memang bila melihat kepastian hukum yang berlaku di Indonesia
perkawinan tersebut bisa untuk dibatalkan dengan “pasal 24 Undang-undang

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”, karena perkawinan yang

2Mr. Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Indonesia
Legal Center Publishing, 2001), h. 39.



60

dilangsungkan dengan istri kedua masih adanya perkawinan dengan istri pertama.
Selain itu dapat juga dibatalkan menggunakan pasal 71 hurus (a) Kompilasi
Hukum Islam, karena perkawinan dilangsungkan tanpa adanya prosedur poligami
yang berlaku. Dengan demikian Mahkamah Agung dalam perkara ini tidak hanya

sebagai penegak hukum saja yang hanya menerapkan hukum yang tertulis.

L. Amar Putusan

Pengadilan Agama Makassar dalam amar putusannya menyatakan:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan perkawinan antara Tergugat dan almarhum yang dilaksanakan

pada tanggal 3 September 1992 batal demi hukum;

3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 176/11/1X/92 tidak berkekuatan

hukum;
4. Memerintahkan pencatat nikah untuk mencatat pembatalan tersebut;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk pada isi putusan.

Dengan demikian, perkara ini memberikan gambaran yang jelas mengenai
bagaimana mekanisme hukum bekerja dalam menangani perkawinan yang tidak
sah secara prosedural, serta mempertegas pentingnya izin pengadilan dalam

praktik poligami menurut hukum Islam dan hukum nasional.

M. Putusan Banding oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar
Setelah Pengadilan Agama Makassar mengabulkan gugatan pembatalan
perkawinan dalam Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks, pihak Tergugat

mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama (PTA)
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Makassar. Hasilnya, dalam Putusan Nomor 86/Pdt.G/2017/PTA.Mks, PTA

Makassar membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar.

Majelis Hakim PTA Makassar menilai bahwa Pengadilan Agama tingkat
pertama keliru dalam menerapkan hukum, khususnya menyangkut legal standing
Penggugat yang dianggap telah kehilangan kedudukan hukumnya (legal standing)
karena suaminya telah meninggal dunia. Dalam pertimbangannya, PTA

menyatakan bahwa:

1. Gugatan pembatalan perkawinan hanya dapat diajukan oleh pihak yang
masih terikat dalam perkawinan. Dengan wafatnya almarhum suami, maka
hubungan perkawinan Penggugat telah terputus secara hukum, sehingga
tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat pembatalan pernikahan
suaminya dengan istri kedua.

2. Perkawinan antara Tergugat dan almarhum telah berlangsung selama lebih
dari 30 tahun. Oleh karenanya, PTA mempertimbangkan dari sisi sosiologis
bahwa tidak masuk akal jika Penggugat baru mengetahui pernikahan
tersebut setelah suaminya wafat, dan mengajukan gugatan baru setelah
munculnya sengketa waris. Hal ini menimbulkan dugaan adanya iktikad
tidak baik.

3. Akta Nikah merupakan dokumen resmi yang sah secara administratif, dan
pembatalannya harus melalui proses pembuktian yang kuat dan berdasarkan
ketentuan yang berlaku secara ketat. PTA menilai bahwa dalil-dalil
pembatalan nikah yang diajukan tidak cukup kuat untuk menghapuskan

status hukum akta nikah yang telah berlaku sah selama puluhan tahun.
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4. PTA juga berpendapat bahwa hakikat keadilan tidak cukup dipenuhi hanya
dengan menilai aspek formil prosedur nikah, tetapi juga harus
mempertimbangkan dampak sosial dan keluarga yang telah terbentuk
selama tiga dekade lebih. Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa
pernikahan tersebut telah melahirkan relasi keluarga yang stabil, yang tidak
patut dibatalkan hanya karena gugatan yang diajukan bertahun-tahun setelah
fakta tersebut berlangsung.

5. Selain itu, PTA menolak dalil bahwa gugatan pembatalan didasarkan pada
pelanggaran syarat poligami, karena menurut PTA, ketentuan hukum yang
mengatur izin poligami tidak serta merta mengakibatkan batalnya
pernikahan jika pernikahan tersebut telah terjadi dan berlangsung lama,

kecuali dibatalkan dengan alasan hukum yang kuat.

Dengan demikian, Pengadilan Tinggi Agama Makassar membatalkan
putusan PA Makassar dan menyatakan bahwa perkawinan antara Tergugat dan
almarhum tetap memiliki kekuatan hukum. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi melalui Putusan Nomor 182 K/Ag/2018.

Putusan PTA ini memperlihatkan adanya perbedaan interpretasi antara dua
tingkat pengadilan terkait kedudukan hukum, pembuktian, serta aspek keadilan
sosial dan administratif dalam perkara pembatalan nikah. Perbedaan ini
mencerminkan bahwa dalam sistem hukum peradilan agama, tidak hanya aspek
normatif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang dinilai, melainkan
juga aspek sosiologis, psikologis, dan keseimbangan keadilan antar pihak yang

terlibat.



63

N. Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Setelah putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor
86/Pdt.G/2017/PTA.Mks membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar,
pihak Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik
Indonesia. Perkara ini kemudian diperiksa dan diputus dalam tingkat kasasi

dengan Putusan Nomor 182 K/Ag/2018.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi
dari Pemohon Kasasi (Hj. Andi Fatmawaty Binti Tuang Lolo) dan menyatakan
bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak bertentangan dengan

hukum dan/atau undang-undang.
Mahkamah Agung memberikan beberapa alasan penting:

1. Legal standing Penggugat tidak terpenuhi. Mahkamah menyatakan bahwa
sesuai Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pembatalan
perkawinan hanya dapat dimohonkan oleh salah satu pihak dalam
perkawinan yang masih hidup. Karena almarhum suami telah meninggal
dunia pada tahun 2015, maka hubungan perkawinan antara Pemohon Kasasi
dengan suaminya sudah terputus akibat kematian. Oleh sebab itu, Pemohon
tidak lagi memiliki hak hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan
pembatalan nikah.

2. Aspek sosiologis dan  durasi  perkawinan. Mahkamah juga
mempertimbangkan bahwa pernikahan antara Tergugat dengan almarhum
telah berlangsung lebih dari 30 tahun. Dalam kurun waktu yang sangat

panjang tersebut, hubungan perkawinan dan sosial telah terbentuk. Oleh
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karena itu, pembatalan terhadap perkawinan yang sudah berlangsung lama
tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dan asas kepastian
hukum.

3. Asumsi adanya iktikad tidak baik. Mahkamah mengindikasikan bahwa
gugatan pembatalan baru diajukan setelah suami Penggugat meninggal
dunia, dan bersamaan dengan munculnya persoalan warisan. Hal ini
menimbulkan dugaan bahwa gugatan tersebut bukan semata-mata demi
penegakan hukum, tetapi terkait dengan konflik kepentingan atas harta
warisan.

4. Penguatan atas pertimbangan PTA. Mahkamah menyatakan bahwa
Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak keliru dalam menerapkan hukum
dan sudah tepat mempertimbangkan baik aspek normatif maupun sosiologis

dalam menilai perkara. Oleh sebab itu, permohonan kasasi harus ditolak.

Dengan demikian, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 182

K/Ag/2018 menyatakan bahwa:

1) Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak;
2) Putusan PTA Makassar Nomor 86/Pdt.G/2017/PTA.Mks dikuatkan;
3) Biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon.

Putusan Mahkamah Agung ini menegaskan bahwa dalam perkara
pembatalan perkawinan, aspek legal standing, waktu pengajuan, dan tujuan
hukum menjadi pertimbangan utama. Di sisi lain, putusan ini memperlihatkan

penerapan hukum yang memperhatikan keadilan substantif, bukan hanya
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prosedural. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan agama di Indonesia
senantiasa mempertimbangkan keseimbangan antara teks hukum dan realitas

sosial dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan.

O. Analisis Berdasarkan Teori Pertimbangan Hakim
Teori pertimbangan hakim menekankan bahwa putusan pengadilan harus
didasarkan pada tiga pilar utama, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan

kemanfaatan. Dalam perkara ini:

a. Pengadilan Tingkat Pertama (PA Makassar) lebih mengedepankan
kepastian hukum dengan menyatakan bahwa perkawinan antara almarhum
dengan istri kedua batal demi hukum. Pertimbangan tersebut sepenuhnya
berdasarkan norma positif, seperti UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 3, Pasal 4,
dan Pasal 9, serta tidak terpenuhinya syarat izin istri pertama dan izin dari
pengadilan. Hakim di tingkat ini menggunakan pendekatan legisme atau

legalistik.

b. Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Makassar dan Mahkamah Agung justru
mengedepankan  keadilan dan  kemanfaatan  hukum.  Mereka
mempertimbangkan lama usia perkawinan (£31 tahun), tidak adanya
protes dari istri pertama selama suaminya hidup, serta kemungkinan itikad
buruk yang muncul setelah sengketa warisan. Hakim menilai bahwa
membatalkan perkawinan yang telah berlangsung lama dan stabil justru
menimbulkan mudarat baru, dan secara sosial tidak sejalan dengan rasa

keadilan masyarakat.
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Jadi, meskipun hukum positif dilanggar, hakim pada tingkat lebih tinggi
menimbang aspek realitas sosial dan perlindungan terhadap pihak lemah, sehingga
menolak permohonan pembatalan. Analisis Putusan Nomor
2490/Pdt.G/2016/PA.Mks berdasarkan tiga pendekatan dalam Teori Pertimbangan

Hakim, yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis:
c. Pertimbangan Yuridis

Pendekatan yuridis menitikberatkan pada penerapan hukum positif
secara tegas, yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam
konteks ini, hakim Pengadilan Agama Makassar menggunakan pendekatan
yuridis secara ketat untuk membatalkan perkawinan antara almarhum dan
istri kedua. Hakim mendasarkan putusan pada Pasal 3, 4, dan 9 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mensyaratkan
bahwa poligami hanya sah apabila mendapatkan izin dari istri pertama dan
dari pengadilan. Selain itu, hakim juga memperhatikan ketentuan dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975. Dalam pertimbangan hakim, tidak terpenuhinya syarat-syarat formal
dalam perkawinan tersebut, khususnya tidak adanya izin dari istri pertama
dan tidak adanya izin dari pengadilan, menjadikan perkawinan itu cacat
secara hukum dan layak untuk dibatalkan. Pendekatan ini mencerminkan
keinginan hakim untuk menegakkan kepastian hukum berdasarkan

ketentuan normatif yang berlaku.

d. Pertimbangan Sosiologis
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Sebaliknya, pada tingkat banding dan kasasi, pertimbangan hakim
lebih mengarah pada pendekatan sosiologis. Hakim di tingkat Pengadilan
Tinggi Agama Makassar dan Mahkamah Agung mempertimbangkan fakta
sosial bahwa perkawinan antara almarhum dan istri kedua telah berlangsung
selama lebih dari tiga dekade dan telah menciptakan kehidupan keluarga
yang stabil. Hakim menilai bahwa membatalkan perkawinan tersebut setelah
waktu yang begitu panjang tidak hanya akan menimbulkan ketidakpastian
status hukum bagi istri kedua, tetapi juga berpotensi menimbulkan
gangguan sosial dan keadilan antar pihak, terutama menyangkut hak atas
harta bersama. Hakim juga menilai bahwa alasan pengajuan gugatan yang
baru diajukan setelah wafatnya suami dan munculnya sengketa warisan
menimbulkan dugaan adanya motif pribadi dan itikad tidak baik. Oleh
karena itu, hakim menolak pembatalan bukan karena mengabaikan aturan
hukum, tetapi demi mempertimbangkan kemanfaatan hukum dan stabilitas

sosial yang sudah terlanjur terbentuk.
Pertimbangan Filosofis

Pendekatan filosofis dalam pertimbangan hakim terlihat dari upaya
untuk menegakkan keadilan substantif, bukan semata keadilan formal.
Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung menilai bahwa keadilan tidak
hanya dilihat dari prosedur hukum yang dilanggar, tetapi juga dari
keseluruhan konteks moral, sosial, dan etika dari peristiwa hukum. Hakim
kasasi mempertimbangkan bahwa perkawinan yang telah berlangsung

puluhan tahun tidak seharusnya dinyatakan batal, karena hal itu akan



68

menimbulkan lebih banyak ketidakadilan dan kerugian, terutama bagi pihak
yang telah menjalani kehidupan rumah tangga secara nyata. Dalam hal ini,
keadilan diposisikan sebagai nilai moral dan kemanusiaan yang lebih tinggi
daripada sekadar kepatuhan terhadap teks undang-undang. Pendekatan ini
menunjukkan bahwa hakim tidak hanya sebagai penerap hukum, tetapi juga

sebagai penjaga nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Dengan demikian, secara menyeluruh dapat disimpulkan bahwa ketiga
tingkat pengadilan menunjukkan variasi dalam penerapan teori pertimbangan
hakim. Pengadilan Agama Makassar mengutamakan kepastian hukum dengan
pendekatan yuridis. Namun, pada tingkat banding dan kasasi, pertimbangan
hukum bergerak ke arah sosiologis dan filosofis, yang lebih menekankan keadilan
substantif dan kemaslahatan sosial. Pendekatan semacam ini menunjukkan bahwa
fungsi hakim dalam perkara keperdataan keagamaan tidak hanya menegakkan teks
hukum, tetapi juga menyeimbangkan nilai-nilai hukum, keadilan, dan

kemanusiaan.

P. Analisis Berdasarkan Teori Maslahah

Teori maslahah dalam hukum Islam menekankan prinsip kemanfaatan dan
perlindungan terhadap lima magashid syariah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan

harta.

a. PA Makassar menilai bahwa perkawinan tersebut tidak sah karena tidak
memenuhi syarat formil dan substantif, yang dapat merusak maslahah
tanzimiyah (ketertiban hukum). Namun, pendekatan ini lebih fokus pada

aspek normatif ketimbang kondisi nyata para pihak.
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PTA Makassar dan Mahkamah Agung lebih mempertimbangkan maslahah
ammah (kemaslahatan umum) dengan tidak membatalkan perkawinan
yang telah melahirkan kehidupan rumah tangga puluhan tahun, mencegah
kerugian sosial, serta melindungi status hukum istri kedua dan anak-

anaknya.

Dengan mempertahankan keabsahan perkawinan, hakim telah melindungi

harta, nasab, dan kehormatan keluarga, sehingga keputusan ini mencerminkan

penerapan maslahah mursalah yang tidak bertentangan dengan nas syar’i dan

kontekstual dengan kondisi masyarakat.

Q. Analisis Berdasarkan Teori Fasakh

Fasakh adalah pembatalan akad nikah karena adanya cacat atau

pelanggaran syarat-syarat pernikahan menurut hukum Islam. Dalam konteks ini:

1.

Alasan pembatalan berdasarkan tidak adanya izin istri pertama dan izin
pengadilan bisa dikategorikan sebagai alasan fasakh karena pelanggaran
syarat sah nikah, sebagaimana diatur dalam KHI dan UU Perkawinan.
Dalam pandangan fikih, akad nikah yang tidak memenuhi syarat bisa
dibatalkan (difasakh) oleh hakim.

Namun, teori fasakh juga mensyaratkan adanya keberlanjutan keberatan
sejak awal atau dalam waktu wajar setelah pelanggaran diketahui. Dalam
kasus ini, istri pertama baru menggugat setelah suaminya wafat dan usia
pernikahan kedua berlangsung lebih dari tiga dekade, sehingga aspek

keberlanjutan keberatan tidak terpenuhi.
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Oleh karena itu, dari sudut pandang teori fasakh, meskipun syarat formil
dilanggar, keberlakuan fasakh menjadi lemah karena tindakan pembiaran dalam

waktu yang lama dan tidak adanya upaya hukum sebelumnya yang efektif.



BAB Il

AKIBAT HUKUM DARI PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN
ALASAN POLIGAMI

Pembatalan  perkawinan vyang terjadi dalam perkara Nomor
2490/Pdt.G/2016/PA.Mks menjadi preseden penting dalam menegakkan prinsip
keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Dalam konteks ini,
alasan pembatalan tidak hanya bertumpu pada aspek formil administratif, tetapi
juga karena adanya pelanggaran terhadap asas-asas moral, hukum, dan kesetaraan
yang menjadi landasan dari institusi perkawinan itu sendiri. Dalam perkara ini,
pembatalan didasarkan atas praktik poligami yang dilakukan oleh suami
(Almarhum) tanpa persetujuan istri sah pertama dan tanpa adanya izin dari
Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

A. Analisis atas Pembatalan Perkawinan karena Poligami dalam Perkara No.
2490/Pdt.G/2016/PA.Mks

Perkawinan dalam Islam tidak sekadar kontrak formal antara laki-laki dan
perempuan, tetapi merupakan ikatan suci (mitsagan ghalizhan) yang harus
dijalankan atas dasar kejujuran, tanggung jawab, dan prinsip keadilan. Dalam
perkara ini, suami (Almarhum) melakukan perkawinan kedua dengan Tergugat
tanpa seizin istri pertama dan tanpa izin dari Pengadilan Agama, yang secara tegas
diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan serta Pasal 56-58 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pelanggaran terhadap ketentuan ini bukan hanya soal prosedur, melainkan

juga soal pengabaian terhadap asas keadilan, kejujuran, dan penghormatan

71
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terhadap hak perempuan. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan dalam kasus ini
tidak hanya bersifat administratif, melainkan sebagai tindakan korektif terhadap

praktik yang secara nyata bertentangan dengan prinsip syar’i dan moralitas Islam.

Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks merupakan preseden penting
karena menunjukkan bahwa pengadilan agama tidak hanya memutus berdasarkan
“sah atau tidaknya” dokumen formal, tetapi juga menguji validitas moral dan
keadilan dari sebuah perkawinan. Dalam banyak praktik, poligami dilakukan
dengan cara-cara manipulatif, bahkan sering kali menyembunyikan pernikahan
kedua dari istri pertama. Ini menciptakan ketidakadilan struktural yang menimpa

perempuan.

Majelis hakim dalam perkara ini tidak sekadar menjalankan hukum secara
mekanik, tetapi menggunakan pendekatan hukum progresif yang menjadikan
keadilan sebagai orientasi utama. Hakim menyadari bahwa istri pertama adalah
pihak yang dilemahkan dalam hubungan ini, dan oleh karena itu negara melalui
lembaga peradilan wajib hadir untuk memulihkan hak dan martabat perempuan

yang dirugikan.

Pembatalan perkawinan karena poligami tanpa izin secara hukum
dimungkinkan dan sah menurut Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974. Pasal tersebut
menyebutkan bahwa ‘“Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak
memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Dalam hal ini, salah

satu syarat poligami adalah adanya persetujuan dari istri dan izin dari pengadilan.
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Majelis hakim menemukan bahwa syarat tersebut tidak dipenuhi. Tidak
adanya izin dari istri pertama dan tidak adanya putusan pengadilan menjadikan
perkawinan kedua cacat hukum (akad fasid), sehingga secara formil dan materil

perkawinan itu layak dibatalkan.

Dalam perspektif hukum Islam, akad pernikahan harus mengandung unsur
ridha (kerelaan) yang jujur dan utuh dari para pihak. Ketika suami tidak
memberitahukan pernikahan kedua kepada istri pertama, maka kerelaan dalam
hubungan rumah tangga menjadi cacat. Ini bertentangan dengan prinsip an-
taradin minkum (saling ridha antara kalian) sebagaimana termuat dalam QS. An-

Nisa: 29.

Dengan demikian, akad yang dilakukan dengan penipuan informasi dan
tanpa izin yang sah dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyimpangan dari
maqasid al-shari‘ah, terutama dalam hal menjaga kehormatan perempuan (al-
‘ird), menjaga keadilan (al-‘adl), dan menjaga keluarga yang sehat dan

transparan.

Perkara ini menegaskan bahwa poligami tidak bisa dilakukan secara
semena-mena. Undang-undang tidak melarang poligami secara mutlak, tetapi
memberikan batasan ketat dan syarat yang ketat agar tidak terjadi
penyalahgunaan. Sayangnya, dalam praktiknya, banyak pelanggaran terjadi akibat
kelalaian institusi seperti KUA, atau ketidaktahuan masyarakat akan hukum.
Dengan membatalkan perkawinan semacam ini, pengadilan agama mengirim

pesan moral dan hukum bahwa perkawinan bukan alat eksploitasi, perempuan
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bukan objek pelengkap dan poligami harus dilakukan dengan prinsip transparansi,

persetujuan, dan keadilan.

Akhirnya, pembatalan perkawinan ini adalah bentuk perlindungan
terhadap hak-hak perempuan yang dilanggar. Dalam konteks hukum Islam, ini
adalah bentuk himayah (proteksi) terhadap martabat perempuan dan keluarga
yang seharusnya menjadi tempat utama berlangsungnya keadilan dan kasih
sayang. Keputusan pembatalan ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak boleh
dijadikan alat pembenaran atas tindakan patriarkal yang merugikan perempuan.

B. Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan karena Poligami
1. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama

a. Status Hukum Perkawinan

Pembatalan perkawinan oleh pengadilan, khususnya yang didasarkan pada
praktik poligami tanpa izin, berdampak langsung terhadap status hukum dari
perkawinan tersebut. Secara yuridis, begitu putusan pembatalan memperoleh
kekuatan hukum tetap (inkracht), maka pernikahan tersebut dianggap tidak pernah
ada sejak semula (null and void ab initio). Ini berarti hubungan hukum antara
suami dan istri dalam perkawinan yang dibatalkan tidak memiliki dasar sah

menurut hukum negara maupun hukum Islam.

Akibat hukumnya, segala bentuk pengakuan administratif atas pernikahan
tersebut, seperti kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
(KUA), harus dicabut dan dibatalkan. KUA wajib mencoret catatan perkawinan
tersebut dari buku register negara. Dalam konteks hukum Islam, kondisi ini dapat

diklasifikasikan sebagai akad fasid (rusak), yaitu akad yang secara bentuk terjadi,
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tetapi tidak memenuhi syarat sah substansial. Dalam hal ini, syarat izin dari istri
dan izin dari pengadilan tidak terpenuhi, sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 5

UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 58 KHI.

Pembatalan ini juga menjadikan pihak perempuan (istri kedua) tidak lagi
memiliki status hukum sebagai istri, dan tidak berhak menyandang status tersebut

dalam urusan administrasi, sosial, maupun keagamaan.

b. Status Hukum Anak

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pembatalan tidak
mempengaruhi status anak: ia tetap anak sah dari kedua orang tuanya, tetap
berhak atas pemeliharaan, nafkah, waris, bahkan kewalian nikah bagi anak
perempuan. Dengan demikian, Almarhum tetap memikul kewajiban nafkah dan
wali bagi anak, sedangkan hak waris si anak kepada kedua keluarga tidak
terputus. Salah satu prinsip penting dalam hukum keluarga Islam dan hukum
nasional Indonesia adalah perlindungan terhadap anak, terutama anak yang lahir
dari perkawinan yang kemudian dibatalkan. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tegas menyatakan bahwa:

"Pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang telah
dilahirkan dari perkawinan tersebut."

Demikian pula Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam memperkuat bahwa anak
yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap sah dan memiliki hubungan
hukum dengan kedua orang tuanya. Hal ini mencerminkan prinsip magqasid al-

shart‘ah dalam aspek #ifz al-nasl (menjaga keturunan), yaitu memastikan bahwa
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anak memiliki kejelasan nasab, hak waris, hak pemeliharaan (hadhanah), serta hak

atas nafkah dari ayah kandungnya.

Dengan demikian, pembatalan perkawinan tidak menghilangkan status
perdata anak, dan negara tetap mengakui anak tersebut sebagai anak sah yang

dilindungi hak-haknya secara penuh.

c. Hak dan Kewajiban Antar Pasangan

Pembatalan perkawinan mengakibatkan hubungan antara suami dan istri
tidak diakui sebagai hubungan pernikahan yang sah, sehingga tidak melahirkan
hak dan kewajiban sebagaimana perceraian biasa. Dalam perceraian yang sah, istri
berhak atas nafkah iddah, mut’ah, dan hak-hak lain sesuai dengan durasi dan

kondisi pernikahan.

Namun dalam pembatalan perkawinan, karena akadnya dinyatakan batal
sejak awal, maka tidak timbul hak atas nafkah iddah atau mut’ah, meskipun
perempuan tetap diwajibkan menjalani masa iddah demi mencegah percampuran

nasab (ikhtilat al-ansab), sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam fikih.

Begitu pula, hak saling mewarisi antara kedua pihak gugur, karena
hubungan hukum suami-istri dinyatakan tidak pernah ada secara sah. Hal ini
berbeda dari perceraian biasa, di mana bekas suami atau istri masih berpotensi

menjadi ahli waris jika kematian terjadi dalam masa iddah.

d. Kedudukan Harta Bersama
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Salah satu persoalan yang sering muncul dalam pembatalan perkawinan
adalah mengenai status harta yang diperoleh selama masa perkawinan, terutama
jika berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Meskipun akad perkawinan
dinyatakan tidak sah, praktik pergaulan suami istri telah terjadi, dan harta telah

dikumpulkan secara bersama.

Dalam hal ini, karena perkawinan dianggap tidak pernah ada maka harta
bersama juga dinyatakan tidak ada. hukum memperlakukan harta tersebut sebagai
harta bersama berdasarkan fakta hubungan konkubinasi sah secara sosial
(meskipun cacat secara hukum). Oleh karena itu, harta tersebut dapat dibagi dua
secara adil berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Namun, hal ini dapat
berkembang menjadi sengketa tersendiri jika tidak ada bukti kontribusi finansial

atau administratif yang sah.

Dalam praktik pengadilan, sering kali majelis hakim memperlakukan
pembagian harta bersama dalam pembatalan sama dengan pembagian pada
perceraian, guna melindungi hak-hak pihak yang terlibat dan mencegah

ketimpangan ekonomi setelah berakhirnya hubungan tersebut.

e. Legalitas Buku Nikah

Akibat hukum yang bersifat administratif dari pembatalan perkawinan
adalah akta nikah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. dan larangan bagi
pihak-pihak terkait untuk mengklaim status hukum sebagai suami-istri. Pihak
perempuan (istri kedua) tidak dapat lagi menggunakan status “janda dari

Almarhum” untuk keperluan administratif seperti:
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a. Mengurus akta kematian,

b. Mengajukan hak atas pensiun,

c. Menuntut hak warisan,

d. Mengajukan perubahan Kartu Keluarga (KK),

e. Atau mengurus dokumen lain yang membutuhkan bukti sah sebagai ahli
waris.

Dengan pembatalan perkawinan ini maka secara hukum perempuan
tersebut kehilangan legal standing sebagai istri, meskipun secara sosial hubungan

itu pernah terjadi.

2. Putusan Tingkat Banding
a. Status Perkawinan
Putusan tingkat banding menyatakan bahwa perkawinan antara Almarhum
dan istri kedua tetap sah sehingga status perkawinannya tetap sah
meskipun pada pengadilan tingkat pertama dibatalkan.
b. Status Hukum Anak
Sama seperti halnya putusan tingkat pertama, anak yang dilahirkan dari
perkawinan tersebut tetap menjadi anak sah berdasarkan Kompilasi
Hukum Islam.
c. Hak dan Kewajiban Pasangan
Karena putusan pengadilan tingkat banding menyatakan perkawinan tetap
sah maka hak dan kewajiba suami istri tetap berlaku seperti di awal
perkawinan sebelum adanya pembatalan perkawinan.

d. Kedudukan Harta Bersama
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Seluruh harta yang dihasilkan dalam perkawinan tetap ada karena putusan
pengadilan tingkat banding menyatakan bahwa perkawinan antara
almarhum dan istri kedua tetap sah.

Putusan Mahkamah Agung (Kasasi)

. Status Perkawinan

Putusan tingkat Kasasi menguatkan putusan tingkat banding bahwa
perkawinan antara Almarhum dan istri kedua tetap sah sehingga status
perkawinannya tetap sah meskipun pada pengadilan tingkat pertama

dibatalkan.

. Status Hukum Anak

Sama seperti halnya putusan tingkat pertama, anak yang dilahirkan dari
perkawinan tersebut tetap menjadi anak sah berdasarkan Kompilasi
Hukum Islam.

Hak dan Kewajiban Pasangan

Karena putusan kasasi menyatakan perkawinan tetap sah maka hak dan
kewajiban suami istri tetap berlaku seperti di awal perkawinan sebelum
adanya pembatalan perkawinan.

. Kedudukan Harta Bersama

Seluruh harta yang dihasilkan dalam perkawinan tetap ada karena putusan
Kasasi menyatakan bahwa perkawinan antara almarhum dan istri kedua
tetap sah.

Implikasi terhadap Lembaga Pencatat Nikah (KUA)
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Putusan pembatalan ini juga memiliki implikasi terhadap tanggung jawab
administratif dan etik dari petugas KUA. Dalam perkara ini, pernikahan kedua
tetap dicatatkan oleh KUA Ujung Pandang meskipun tidak memenuhi syarat
legal, yaitu tidak adanya putusan izin poligami dari pengadilan agama. Hal ini
menunjukkan adanya kelalaian dalam proses verifikasi administratif, dan

membuka peluang untuk terjadinya pelanggaran hukum lebih lanjut.

KUA sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab atas pencatatan
nikah, wajib melakukan verifikasi menyeluruh terhadap dokumen yang diajukan.
Dalam konteks ini, pembatalan perkawinan juga menjadi alat koreksi terhadap
lemahnya fungsi pengawasan administratif dalam praktik pencatatan pernikahan,
khususnya poligami. Secara internal, Kementerian Agama dapat menjadikan
kasus ini sebagai evaluasi untuk memperkuat pengawasan dan memberi pelatihan
hukum bagi petugas KUA di lapangan.

C. Dampak Sosial dan Keagamaan dari Pembatalan Perkawinan karena
Poligami

1. Dampak Sosial terhadap Perempuan

Pembatalan perkawinan karena poligami tanpa izin bukan hanya
mengandung konsekuensi yuridis, tetapi juga menyisakan dampak sosial yang
mendalam dan kompleks, terutama bagi perempuan. Dalam banyak realitas sosial
di masyarakat, perempuan yang berstatus sebagai istri kedua sering kali menjadi

pihak yang paling rentan mengalami marginalisasi sosial, terlebih jika kemudian
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perkawinannya dibatalkan oleh pengadilan karena tidak memenuhi syarat

hukum.>®

Setelah pembatalan dinyatakan, status sosial perempuan tersebut menjadi
tidak jelas. Hubungan yang sebelumnya dianggap sah secara agama atau
berdasarkan adat setempat, tiba-tiba kehilangan legitimasi hukum negara. Hal ini
menimbulkan kebingungan identitas dan tekanan sosial, baik terhadap dirinya
sendiri maupun terhadap anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut.>* Di
lingkungan sosial tertentu, hal ini juga dapat memicu stigma bahwa ia adalah
pihak yang “mengganggu rumah tangga orang lain”, walaupun pada kenyataannya
ia bisa jadi tidak mengetahui bahwa perkawinan tersebut melanggar prosedur

hukum.>®

Sebaliknya, bagi istri pertama, putusan pembatalan ini dapat dimaknai
sebagai bentuk pemulihan martabat yang selama ini terabaikan. Dalam
masyarakat yang masih kental dengan budaya patriarki, perempuan seringkali
diposisikan sebagai pihak yang harus tunduk dan menerima keputusan suami,
termasuk ketika suami memutuskan untuk berpoligami tanpa izin. Namun dengan

adanya pembatalan melalui putusan pengadilan, muncul suatu kesadaran baru

*3Zaitunah Subhan, Figh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Kesetaraan Gender
dalam Islam (Yogyakarta: LKiS, 1999), h. 123.

%Syafiq Hasyim, Halal and Haram in Indonesian Islam: Debates on Polygamy, Family,
and the State (Leiden: Brill, 2011), h. 104-106.

% Ahmad Nuruddin, “Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam: Antara Tekstualitas
dan Realitas Sosial,” Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 8, no. 1 (2015): h. 11.
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bahwa perempuan memiliki hak untuk menolak dan menggugat praktik poligami

yang dilakukan secara tidak etis dan tanpa persetujuan hukum.*®

Lebih dari itu, pembatalan ini juga berkontribusi dalam membentuk
kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat menjadi semakin memahami bahwa
praktik poligami tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Harus ada persetujuan
istri pertama dan izin dari pengadilan agama, bukan sekadar pencatatan
administratif di Kantor Urusan Agama. Ketika prosedur ini diabaikan, maka
pernikahan kedua tersebut tidak hanya melanggar norma-norma keagamaan, tetapi

juga norma hukum positif yang berlaku di Indonesia.”’

Dampak sosial dari pembatalan ini juga menyentuh dimensi emosional dan
psikologis, baik terhadap pihak perempuan, anak-anak, maupun lingkungan
keluarga secara luas. Ketidakpastian status hukum dan sosial kerap menciptakan
beban psikis yang berkepanjangan.58 Namun demikian, jika dipahami secara
positif, pembatalan ini juga membuka jalan bagi penguatan perlindungan hukum
terhadap perempuan, serta memperkuat posisi perempuan sebagai subjek hukum
yang memiliki hak untuk menentukan masa depannya, bukan sekadar objek dalam

relasi perkawinan.*

*®Fatima Mernissi, Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in a Modern Muslim Society
(Bloomington: Indiana University Press, 1987), h. 84.

’Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4-5.
*®Kkomnas Perempuan, Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2020, h. 72.

%M. Atho Mudzhar, “Pendekatan Hukum Progresif dalam Pembaruan Hukum Islam di
Indonesia,” Jurnal Hukum Islam 2, no. 1 (2004): h. 45.
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Oleh karena itu, pembatalan perkawinan karena poligami tanpa izin tidak
boleh hanya dipahami sebagai tindakan legal semata, melainkan sebagai tindakan
korektif terhadap ketimpangan gender dalam praktik perkawinan, sekaligus
sebagai sarana edukasi hukum bagi masyarakat. Ini menandakan bahwa hukum
tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali, tetapi juga sebagai sarana
transformasi sosial menuju relasi yang lebih adil dan setara antara laki-laki dan

perempuan dalam keluarga.®®

2. Dampak terhadap Institusi Keluarga

Keluarga merupakan entitas sosial fundamental yang membentuk dasar
struktur masyarakat. Dalam perspektif sosiologis dan yuridis, keluarga tidak
hanya menjadi ruang reproduksi sosial, tetapi juga unit pertama dalam
internalisasi nilai-nilai hukum, moral, dan tanggung jawab sosial. Ketika suatu
perkawinan dibatalkan oleh pengadilan khususnya karena pelanggaran terhadap
prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab hukum maka tidak hanya
hubungan perdata antara suami dan istri yang berakhir, tetapi juga stabilitas dan

keutuhan struktur keluarga dapat mengalami disintegrasi.®*

Dalam konteks perkara pembatalan perkawinan akibat poligami tanpa izin,
ketegangan ini semakin nyata. Pembatalan tersebut tidak hanya memutus status

hukum pernikahan, melainkan juga mengungkap konflik laten dalam relasi rumah

%0Jasser Auda, Magasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach
(London: I1T, 2008), h. 131.

2 Ahmad Rofig, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2001), h. 92.
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tangga, yang selama ini tertutup oleh keabsahan semu administratif.®?

Ketidakterbukaan dan pengabaian terhadap hak istri pertama menjadi sumber
ketimpangan yang akhirnya memicu pembatalan oleh pengadilan agama sebagai

bentuk koreksi terhadap praktik poligami yang dilakukan secara sepihak.

Dampak paling signifikan dari situasi ini dapat dirasakan oleh anak-anak
yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan. Meskipun hukum secara tegas
menyatakan bahwa anak tetap sah dan berhak atas perlindungan hukum, termasuk

hak waris, nafkah, dan identitas keperdataan,®

secara psikologis dan sosial
mereka kerap mengalami kebingungan identitas dan tekanan batin, terlebih jika
lingkungan sosial menilai bahwa orang tua mereka tidak terikat dalam hubungan

pernikahan yang sah menurut negara.®

Dalam situasi ini, pendekatan hukum semata tidak cukup. Diperlukan
pendekatan sosial dan psikososial yang komprehensif untuk memitigasi dampak
pembatalan perkawinan terhadap anak dan lingkungan keluarganya. Negara dan
lembaga keagamaan perlu hadir tidak hanya sebagai pengadil, tetapi juga sebagai
pelindung hak anak dan penjaga ketahanan keluarga, agar tidak tercipta efek
traumatik berkepanjangan dalam dinamika perkembangan anak.®® Dengan

demikian, pembatalan perkawinan hendaknya tidak hanya menjadi akhir dari

%M. Atho Mudzhar, “Pendekatan Hukum Progresif dalam Pembaruan Hukum Islam di
Indonesia,” Jurnal Hukum Islam 2, no. 1 (2004): h. 47.

3Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 28 ayat (2);
Kompilasi Hukum Islam, Pasal 72.

*Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2020, h. 75.

%5Syafiq Hasyim, Understanding Muslim Family Law: In the Indonesian Context (Jakarta:
Center for the Study of Religion and Culture, 2007), h. 108.
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relasi hukum antar pasangan, tetapi juga menjadi awal dari proses pemulihan

struktural dan emosional dalam institusi keluarga yang terdampak.

3. Dampak terhadap Lembaga Keagamaan dan Pemerintah

Pembatalan perkawinan karena poligami tanpa izin juga menimbulkan
implikasi penting terhadap tanggung jawab institusi keagamaan negara,
khususnya Kantor Urusan Agama (KUA), yang memiliki kewenangan
administratif dalam pencatatan pernikahan. Dalam perkara ini, KUA dinilai telah
mencatatkan perkawinan poligami tanpa melakukan verifikasi menyeluruh
terhadap legalitas dokumen, terutama terkait izin resmi dari Pengadilan Agama,
yang merupakan prasyarat dalam praktik poligami berdasarkan hukum di

Indonesia.®®

Ketiadaan verifikasi tersebut mencerminkan adanya kelalaian administratif
dari aparatur negara dalam menjalankan fungsi pelayanan publik berbasis hukum.
Padahal, KUA semestinya bertindak sebagai penyaring awal dalam proses
pencatatan perkawinan, dan berkewajiban memastikan bahwa seluruh persyaratan
formal terpenuhi, termasuk izin istri pertama dan izin dari pengadilan agama,
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

serta Pasal 56-58 Kompilasi Hukum Islam.®’

%Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks, bagian Pertimbangan
Hukum, h. 19-20.

’Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4-5; Kompilasi
Hukum Islam, Pasal 56-58.
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Tanggung jawab tersebut tidak berhenti di tingkat operasional KUA.
Kementerian Agama, sebagai instansi pemerintah yang membina dan mengawasi
kinerja KUA, juga perlu melakukan evaluasi sistemik terhadap mekanisme Kkerja
dan pengawasan administrasi nikah, dengan langkah-langkah seperti memperkuat
kapasitas hukum petugas pencatat nikah, membangun sistem validasi berjenjang
untuk mencegah pencatatan tidak sah, serta memberlakukan sanksi administratif

yang tegas terhadap pelanggaran standar prosedur kerja.®®

Kasus pembatalan ini mengajarkan bahwa pelaksanaan hukum agama di
Indonesia tidak cukup hanya didasarkan pada niat baik, tetapi harus dijalankan
melalui prosedur yang benar, tertib, dan sesuai dengan hukum positif. Dengan
begitu, setiap bentuk pernikahan yang terjadi di masyarakat dapat memenuhi dua

dimensi penting sekaligus: sah menurut agama dan sah menurut hukum negara.®®

4. Kontribusi terhadap Kesadaran Gender dalam Islam

Secara ideologis, putusan pembatalan perkawinan karena poligami tanpa
izin menjadi tonggak penting dalam mendorong kesadaran gender dalam praktik
keislaman kontemporer di Indonesia. Selama ini, poligami kerap kali dijadikan
legitimasi bagi dominasi laki-laki dalam rumah tangga, seolah-olah Islam
memberikan hak mutlak kepada suami untuk menikah lebih dari satu tanpa
melibatkan suara dan persetujuan istri. Padahal, dalam kajian yang lebih

mendalam terhadap teks dan konteks, Islam tidak pernah mendorong poligami

% Departemen Agama RI, Pedoman Pencatatan Nikah (Jakarta: Direktorat Jenderal
Bimas Islam, 2010), h. 45.

%9Syafiq Hasyim, Halal and Haram in Indonesian Islam: Debates on Polygamy, Family,
and the State (Leiden: Brill, 2011), h. 99-102.
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sebagai bentuk kekuasaan, melainkan sebagai mekanisme sosial yang sarat

tanggung jawab, syarat ketat, dan evaluasi moral yang serius.”

Poligami dalam Al-Qur’an (QS. An-Nisa: 3) justru diletakkan dalam
kerangka perlindungan terhadap perempuan yatim dan sebagai bentuk keadilan
sosial, bukan untuk memenuhi hasrat personal laki-laki.”* Namun dalam praktik
sosial dan budaya patriarkal, ayat tersebut sering disalahgunakan dan ditarik
keluar dari konteksnya, sehingga relasi kuasa dalam rumah tangga menjadi

timpang, dengan perempuan berada dalam posisi subordinat.

Putusan pembatalan ini menjadi momentum penting untuk merekonstruksi
pemahaman tersebut. Melalui pendekatan hukum progresif yang digunakan oleh
majelis hakim, diperlihatkan bahwa perempuan dalam Islam bukanlah objek yang
dapat ditentukan nasibnya secara sepihak, melainkan subjek hukum penuh yang
memiliki hak untuk menentukan masa depannya, memberikan persetujuan atas

pernikahan, dan menolak apabila hak-haknya diabaikan.”

Dalam bingkai magasid al-shari ‘ah, pendekatan ini sejalan dengan upaya
menegakkan nilai-nilai luhur Islam seperti al-‘adl (keadilan), al-‘ird (menjaga
kehormatan), dan al-nafs (menjaga jiwa). Kesetaraan gender bukanlah konsep

asing dalam Islam, tetapi merupakan prinsip etis yang mengakar dalam teks dan

Qs. An-Nisa: 3, yang berbicara tentang poligami dalam konteks keadilan terhadap anak
yatim dan bukan sebagai aturan mutlak.

"Zaitunah Subhan, Figh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Kesetaraan Gender
dalam Islam (Yogyakarta: LKiS, 1999), h.133.

"2Jasser Auda, Magasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach
(London: IIT, 2008), h. 131.
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sejarah peradaban Islam yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai

mitra sejajar dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.”

Sayangnya, nilai-nilai tersebut sering kali tereduksi dalam praktik sosial
dan administratif yang lebih mengedepankan aspek formalistik daripada keadilan
substantif. Oleh karena itu, putusan pengadilan ini menjadi langkah konkret dalam
memperkuat pendekatan substantif terhadap hukum keluarga Islam, dan membuka
ruang bagi reformasi pemikiran keagamaan yang lebih berkeadilan gender, baik di

tingkat normatif maupun kelembagaan.”

"Musdah Mulia, Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender (Jakarta: LKiS, 2007), h. 56—
59.

7M. Atho Mudzhar, “Pendekatan Hukum Progresif dalam Pembaruan Hukum Islam di
Indonesia,” Jurnal Hukum Islam, vol. 2, no. 1 (2004): h. 45.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN
PERKAWINAN DENGAN ALASAN POLIGAMI PADA PUTUSAN
NOMOR 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks DI PENGADILAN AGAMA
MAKASSAR

Dalam hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang sakral yang
mengikat antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Salah satu isu yang
cukup krusial dalam hukum perkawinan Islam adalah poligami, yang pada
prinsipnya diperbolehkan, namun dengan syarat-syarat tertentu. Ketika poligami
dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat syar’i dan hukum positif, maka dapat
menimbulkan dampak hukum terhadap keabsahan perkawinan berikutnya,
termasuk kemungkinan pembatalan perkawinan sebagaimana yang terjadi dalam

Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks.

Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks adalah perkara permohonan
pembatalan perkawinan yang diajukan istri karena suaminya telah menikah
dengannya tanpa seizin istri pertama, dan dilakukan secara diam-diam tanpa
melalui prosedur perizinan poligami sebagaimana diatur dalam hukum positif
(UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam). Pengadilan Agama
Makassar awalnya mengabulkan permohonan, tetapi Pengadilan Tinggi Agama

membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar
A. Perspektif Hukum Islam terhadap Poligami

Poligami dalam Islam merupakan praktik seorang pria menikahi lebih dari
satu istri, diperbolehkan dalam hukum Islam. Namun demikian, poligami

bukanlah sebuah kewajiban, melainkan suatu rukhshah (keringanan) yang hanya

89
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dibolehkan dalam kondisi tertentu. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS.

An-Nisa: 3:

sl VT gfls (T e hs by e L Ga &1 Gl L 15K el s kB T s 05
T5 33 W1 0 2 sl &l s 3 s 58
Terjemahannya:

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan
(lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu
khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau
hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih
dekat untuk tidak berbuat zalim.”

Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan syarat utama dalam
poligami. Dalam tafsir klasik dan modern, keadilan yang dimaksud meliputi
nafkah lahir dan batin, kejujuran, pembagian waktu dan perhatian, serta

keterbukaan dalam komunikasi antar istri.

Namun, dalam praktiknya, poligami sering kali dilakukan tanpa memenubhi
prinsip keadilan, bahkan tidak jarang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa
izin dari istri pertama atau dari lembaga yang berwenang. Di sinilah terjadi
persoalan hukum vyang cukup serius, khususnya dalam konteks keabsahan

perkawinan berikutnya.

Dalam konteks hukum Indonesia, poligami diatur secara ketat dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada dasarnya
mendorong prinsip monogami (lihat Pasal 3 ayat 1). Namun, Pasal 4 dan 5 UU
tersebut membuka ruang bagi praktik poligami, dengan syarat-syarat ketat, di

antaranya:
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1. lzin dari pengadilan agama.

2. Adanya alasan yang sah, seperti istri tidak dapat menjalankan kewajiban

sebagai istri, cacat tubuh, atau tidak bisa melahirkan keturunan.
3. Persetujuan dari istri pertama.

Hal ini kemudian dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal
55 sampai dengan Pasal 59 yang menyatakan bahwa seorang suami yang hendak
beristri lebih dari satu harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama, dengan

alasan yang kuat dan objektif, serta harus dapat berlaku adil.

Bila seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari pengadilan atau
tanpa persetujuan istri pertama, maka secara hukum positif, perkawinannya bisa
dibatalkan. Alasan pembatalan itu dapat dikaitkan dengan unsur penipuan

(ghurur), cacat kehendak, dan pelanggaran terhadap syarat sah perkawinan.

Dalam perkara ini, suami mengawini perempuan lain tanpa seizin istri
pertama dan tanpa izin pengadilan. Perkawinan dilakukan secara sembunyi-
sembunyi, dan istri kedua tidak mengetahui bahwa laki-laki tersebut telah beristri.
Ketika fakta tersebut terungkap, istri kedua merasa tertipu dan mengajukan

permohonan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Makassar.

Majelis hakim Pengadilan Agama tingkat pertama menolak permohonan
pembatalan, dengan alasan bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan
syarat formil. Namun dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama
membatalkan putusan tersebut dan mengabulkan pembatalan perkawinan, dengan

pertimbangan sebagai berikut:
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1. Adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh suami (ghurur), karena
menyembunyikan status perkawinannya yang sudah berlangsung

sebelumnya.

2. Tidak terpenuhinya syarat administratif dan syar’i untuk poligami, yakni
tidak adanya izin dari pengadilan dan tidak adanya persetujuan dari istri

pertama.

3. Dampak psikologis dan sosial yang ditanggung oleh istri kedua, karena

merasa telah dijadikan korban oleh suami yang tidak jujur.

Dalam perkara ini, suami mengawini perempuan lain tanpa seizin istri
pertama dan tanpa izin pengadilan. Perkawinan dilakukan secara sembunyi-
sembunyi, dan istri kedua tidak mengetahui bahwa laki-laki tersebut telah beristri.
Ketika fakta tersebut terungkap, istri kedua merasa tertipu dan mengajukan

permohonan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Makassar.

Majelis hakim Pengadilan Agama tingkat pertama menolak permohonan
pembatalan, dengan alasan bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan
syarat formil. Namun dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama
membatalkan putusan tersebut dan mengabulkan pembatalan perkawinan, dengan

pertimbangan sebagai berikut:

1. Adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh suami (ghurur), karena
menyembunyikan status perkawinannya yang sudah berlangsung

sebelumnya.
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2. Tidak terpenuhinya syarat administratif dan syar’i untuk poligami, yakni
tidak adanya izin dari pengadilan dan tidak adanya persetujuan dari istri

pertama.

3. Dampak psikologis dan sosial yang ditanggung oleh istri kedua, karena

merasa telah dijadikan korban oleh suami yang tidak jujur.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Poligami

1. Akad yang Didahului oleh Ghurur (Penipuan) Tidak Sah
Dalam kaidah figh:

3501 Al 54
(Penipuan membatalkan akad)

Ghurur dalam istilah figh berarti penipuan, kecurangan, atau
penyembunyian fakta penting dalam akad yang dapat menyebabkan salah satu
pihak mengambil keputusan secara tidak sadar atau tidak berdasarkan informasi
yang utuh. Dalam konteks akad, ghurur dianggap mencederai prinsip kerelaan

(ridha) yang merupakan syarat sah suatu akad dalam Islam.

Jika seorang laki-laki menyembunyikan fakta penting yang berkaitan
dengan status perkawinannya, maka akad tersebut dapat dibatalkan, karena
dianggap menghilangkan kerelaan (ridha) pihak lain. Dalam hal ini, istri kedua
telah memberikan persetujuan terhadap akad nikah tanpa mengetahui bahwa

suaminya telah beristri, sehingga kerelaannya bisa dianggap cacat hukum.

Dalam perkara ini, suami menikah dengan perempuan kedua tanpa

memberitahukan bahwa ia telah beristri, dan menikah tanpa izin dari istri pertama
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serta tanpa izin dari Pengadilan Agama. Maka, akad nikah tersebut didasarkan

pada penipuan status.

Akibat dari penipuan itu adalah ridha dari pihak perempuan batal secara
hukum syar’i, akad nikah menjadi fasid (rusak) karena terjadi ghurur serta
pengadilan dapat membatalkan akad nikah demi menjaga maqashid al-shari’ah

(melindungi kehormatan, hak perempuan, dan keadilan).

2. Melindungi Hak-Hak Perempuan dalam Syariah

Islam sangat menjunjung tinggi hak perempuan, termasuk hak untuk
mengetahui kondisi suaminya, dan hak untuk menentukan apakah ia bersedia
hidup dalam situasi poligami. Ketika hak ini diabaikan, maka perempuan berada
dalam posisi yang dirugikan secara moral dan hukum, sehingga pembatalan akad

adalah bentuk restorasi keadilan (i‘adat al-haqq).

Islam sebagai agama yang sempurna memberikan perhatian sangat besar
terhadap kehormatan, perlindungan, dan martabat perempuan, khususnya dalam
institusi perkawinan. Perempuan dalam Islam bukan hanya objek dalam akad
nikah, tetapi merupakan subjek hukum yang memiliki hak penuh untuk

mengetahui, memahami, dan menyetujui kondisi pernikahan yang akan dijalani.

Salah satu prinsip dasar dalam akad nikah adalah adanya kerelaan dari

kedua belah pihak. Hal ini ditegaskan oleh sabda Nabi Muhammad SAW:

3L Yy 8D A V5.3 sdalis g V) 2K Y

Artinya:
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"Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil, dan perempuan tidak
boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya." (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)

Kata "izin" atau "ridha" dari perempuan bukan hanya sekadar formalitas,
melainkan harus dilandasi dengan informasi yang jujur dan transparan. Ketika
seorang laki-laki menyembunyikan status bahwa ia telah beristri, maka hak
perempuan untuk memberikan persetujuan berdasarkan informasi yang benar
telah dilanggar. Ini bukan hanya persoalan etika, tetapi juga merupakan

pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam konteks poligami, perempuan berhak untuk mengetahui bahwa
calon suaminya sudah memiliki istri, dan berhak untuk memutuskan secara sadar
dan bebas apakah ia bersedia masuk ke dalam struktur keluarga yang poligamis.
Menyembunyikan informasi penting ini berarti menempatkan perempuan dalam
situasi yang merugikan, dan menjadikan akad nikah tersebut tidak sah secara

moral dan berpotensi cacat secara hukum.

Dalam hukum Islam, tindakan penipuan dalam akad dikenal sebagai

ghurur, yang dalam konteks ini mencakup:

a. Penyembunyian status perkawinan terdahulu,

b. Tidak adanya informasi yang utuh terkait hak dan kewajiban dalam rumah

tangga poligami,

c. Pemalsuan niat atau manipulasi perasaan perempuan dengan dalih cinta

atau belas kasih.
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Maka, perempuan yang menikah dalam kondisi tidak mengetahui bahwa
pasangannya telah beristri berhak untuk menggugat pembatalan akad nikah,
sebagai bentuk dari restorasi keadilan (i ‘adat al-haqq) yakni pengembalian hak-

haknya yang telah dilanggar sejak awal.

Pembatalan akad nikah bukan hanya bermakna hukum semata, tetapi juga
memiliki makna sosiologis dan psikologis. la menjadi sarana memulihkan
kehormatan perempuan yang telah dirugikan secara sosial, menyatakan bahwa
pernikahan yang dibangun di atas kebohongan adalah tidak sah, dan menjadi
peringatan moral bahwa akad dalam Islam tidak hanya memuat unsur hukum,

tetapi juga amanah dan nilai-nilai kejujuran.

Dalam perkara Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks, Pengadilan Agama
Makassar memutus untuk membatalkan perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat, dengan pertimbangan bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa
izin istri pertama dan tanpa izin dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam
Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Merasa dirugikan, pihak Tergugat
kemudian mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama

Makassar.

Dalam Putusan Nomor 86/Pdt.G/2017/PTA.Mks, Majelis Hakim tingkat
banding mengambil pendekatan berbeda. Meskipun secara normatif terdapat
pelanggaran prosedural dalam pelaksanaan perkawinan, PTA Makassar justru
memutuskan untuk tidak membatalkan pernikahan yang telah terjalin, dengan

Hakim menilai bahwa pembatalan perkawinan justru berpotensi menimbulkan
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mafsadah (kerusakan) yang lebih besar dibandingkan maslahat yang hendak
dicapai. Di antara potensi kerusakan yang dimaksud adalah tercederainya
kehormatan perempuan, ketidakjelasan status hubungan suami istri, serta
kemungkinan ketidakpastian nasab anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Oleh
karena itu, Majelis Hakim memilih untuk mengutamakan prinsip kemaslahatan,
sesuai dengan nilai-nilai Magashid Syariah yang mencakup:

a) Hifz al-Din (Menjaga Agama)

Perkawinan dalam Islam dipandang sebagai salah satu bentuk ibadah yang
paling luhur. la tidak hanya merupakan kontrak sosial (akad), tetapi juga
mengandung nilai-nilai ibadah dan tanggung jawab keagamaan. Dalam kasus ini,
meskipun perkawinan dilangsungkan tanpa memenuhi izin istri pertama
sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akad
pernikahan tetap berlangsung sah secara syar’i, karena telah terpenuhi rukun dan
syarat nikah menurut figh Islam, yaitu adanya ijab dan gabul, wali, dua saksi,

serta mahar.

Membatalkan akad nikah yang telah memenuhi syarat-syarat sah tersebut
dapat dimaknai sebagai bentuk pengingkaran terhadap aspek kesakralan dan
ibadah dalam pernikahan. Oleh karena itu, Majelis Hakim PTA Makassar memilih
untuk mengafirmasi nilai keagamaan yang terkandung dalam perkawinan, serta
menghindari persepsi bahwa hukum Islam hanya mengutamakan prosedur

administratif, bukan niat ibadah dan implementasi syariat secara substantif.

Secara yuridis, keputusan ini mempertegas bahwa fungsi pengadilan

agama bukan hanya sebagai penegak norma hukum positif, tetapi juga sebagai
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penjaga nilai-nilai ibadah dan keagamaan masyarakat Muslim yang mencari
keadilan.
b) Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa)

Dalam magashid syariah, menjaga jiwa (hifz al-nafs) tidak terbatas pada
perlindungan fisik, tetapi juga mencakup aspek mental, emosional, dan
kesejahteraan psikososial seseorang. Dalam kasus pembatalan pernikahan yang
telah berlangsung lama dan mungkin sudah menghasilkan keturunan, terdapat
risiko trauma emosional yang mendalam, terutama bagi perempuan dan anak-
anak. Pembatalan pernikahan dapat memicu rasa malu, stres, kehilangan harga

diri, hingga stigma sosial di tengah masyarakat.

Dengan tidak membatalkan perkawinan, PTA Makassar berupaya
menghindari kerusakan jiwa yang lebih besar, serta menjaga stabilitas psikologis
anggota keluarga. Pilihan ini merepresentasikan semangat Islam sebagai agama
rahmat (rahmatan lil ‘alamin) yang mengedepankan kasih sayang dan

perlindungan terhadap martabat manusia.

Putusan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa perlindungan terhadap
perempuan dalam hukum Islam dapat dilakukan melalui pendekatan empatik dan
substantif, bukan semata dengan mengikuti prosedur legal formal yang kaku.

c) Hifz al-‘A¢q/ (Menjaga Akal)

Tujuan syariat yang ketiga adalah menjaga akal, yang dalam praktik

hukum berarti menjaga akal sehat masyarakat dan logika keadilan. Jika suatu

perkawinan yang secara substantif telah berlangsung dan memenuhi rukun syar’i
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dibatalkan hanya karena tidak mengikuti prosedur administratif (yakni izin dari
istri pertama dan pengadilan), maka akan timbul kontradiksi dalam nalar

masyarakat.

Masyarakat akan bertanya, bagaimana mungkin pernikahan yang sah
secara agama dan telah menghasilkan keturunan dinyatakan batal hanya karena
ketidakterpenuhan unsur administrative. Hal ini bisa menimbulkan kebingungan,

ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, bahkan ketidakpastian sosial.

Dengan menolak pembatalan, Majelis Hakim menjaga integritas hukum
sebagai sistem yang rasional, adil, dan selaras dengan nilai-nilai masyarakat
Muslim. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap peradilan
agama, sekaligus menjelaskan bahwa hukum Islam tidak bertentangan dengan

logika dan kemaslahatan sosial.

d) Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan)

Prinsip menjaga keturunan (hifz al-nasl) merupakan magashid syariah
yang sangat relevan dalam kasus ini. Jika pernikahan dinyatakan batal oleh
pengadilan, maka nasab anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut menjadi
terancam. Anak bisa kehilangan status sah sebagai anak dari ayah biologisnya,
yang berdampak serius terhadap hak-hak sipilnya seperti warisan, nafkah, bahkan

perlindungan sosial di tengah masyarakat.

Dengan tidak membatalkan perkawinan, PTA Makassar telah menjamin
keabsahan hubungan nasab anak, sekaligus mencegah kerusakan sosial dan

psikologis yang bisa timbul. Perlindungan ini merupakan implementasi nyata dari
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magashid syariah, yaitu menciptakan masyarakat yang stabil, tertib, dan

berkeadilan.

Secara yuridis, putusan ini juga mendukung prinsip perlindungan anak
dalam hukum Islam dan nasional, di mana anak tidak boleh menanggung akibat
dari perbuatan orang tua yang melanggar prosedur hukum.

e) Hifz al-Mal (Menjaga Harta)

Perkawinan membawa konsekuensi terhadap status harta benda, seperti
hak atas nafkah, warisan, dan pembagian harta bersama. Jika perkawinan
dibatalkan, maka seluruh sistem pengelolaan dan hak atas harta keluarga akan
menjadi tidak pasti. Misalnya, istri tidak lagi berhak atas nafkah, anak kehilangan
hak waris, dan harta bersama menjadi sengketa. Ini dapat menimbulkan kerugian

ekonomi bagi pihak yang lemah, terutama perempuan dan anak-anak.

Dengan mengesahkan pernikahan tersebut, pengadilan berusaha menjaga
stabilitas ekonomi rumah tangga dan mencegah perselisihan yang mungkin timbul
sebagai akibat dari ketidakjelasan status hukum. Keputusan ini sangat penting
dalam konteks masyarakat Muslim yang menjunjung tinggi asas keadilan dalam

pembagian harta.

Dari uraian lima prinsip magashid syariah di atas, dapat disimpulkan
bahwa putusan PTA Makassar tidak hanya memuat nilai-nilai keadilan legal-
formal, tetapi juga menggambarkan pendekatan hukum yang etis, substantif, dan
kemanusiaan. Penguatan magashid syariah dalam praktik peradilan seperti ini

menjadi penting, karena ia memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dengan
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kebutuhan zaman, responsif terhadap realitas sosial, dan tidak kehilangan ruh
keadilannya. Penulis sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama
Makassar dan putusan Mahkamah Agung, melihat dari waktu pengajuan
permohonan pembatalan perkawinan disaat suaminya telah meninggal dan alasan
terlambatnya pengajuan pembatalan perkawinan dikarenakan tidak mengetahui
perkawinan kedua suaminya. Menurut penulis tidak masuk akal jika perkawinan
yang telah dilangsungkan puluhan tahun tidak diketahui oleh istri pertama, dan
menurut penulis jika perkawinan benar dibatalkan seharusnya melihat aspek
sosiologis serta memperhatikan psikologis dari istri pertama. Akan ada akibat
yang muncul ketika perkawinan telah berlangsung selama puluhan tahun tiba-tiba
diputus dianggap tidak pernah terjadi perkawinan, istri kedua pasti merasa

terdzolimi dan merasakan ketidakadilan.

C. Penegasan Hukum Progresif dan Hak Perempuan

Pendekatan hukum progresif dalam putusan ini juga mencerminkan bahwa
hakim memahami hukum sebagai sesuatu yang dinamis, bukan statis, serta
berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks ini, hakim tidak sekadar
menjadi corong undang-undang, tetapi turut serta dalam menegakkan keadilan
substantif dengan cara menembus batas-batas tekstual hukum yang rigid. Hakim
mengambil posisi untuk membaca hukum dengan nurani, dengan memihak
kepada pihak yang secara struktural lebih lemah, yaitu perempuan, yang dalam

kasus ini adalah istri sah pertama yang tidak dilibatkan dalam keputusan poligami.

Lebih jauh, pendekatan hukum progresif ini juga dapat dilihat sebagai

upaya peradilan untuk mengoreksi praktik administratif keagamaan yang kerap
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kali hanya menitikberatkan pada kelengkapan dokumen, tanpa mengindahkan
aspek moral dan prosedural yang bersifat substantif. Dalam hal ini, KUA sebagai
institusi yang mencatatkan pernikahan juga turut dinyatakan lalai karena telah
mencatatkan sebuah perkawinan yang secara hukum tidak sah karena tidak

memenuhi syarat izin istri dan tidak melalui putusan pengadilan.

Putusan ini juga menjadi kritik terhadap praktik poligami yang dilakukan
secara diam-diam, di luar sepengetahuan dan persetujuan istri sah, serta tanpa izin
resmi dari lembaga peradilan agama. Dalam banyak kasus, tindakan seperti ini
dilakukan oleh laki-laki dengan memanfaatkan celah-celah administratif dan
lemahnya pengawasan, sehingga perempuan seringkali berada dalam posisi yang
tidak memiliki kuasa atas keputusan yang sangat berdampak pada kehidupannya.
Melalui putusan ini, hakim secara tidak langsung memberikan pelajaran hukum
bahwa praktik semacam itu tidak dapat ditoleransi, dan bisa dibatalkan demi

menegakkan prinsip kesetaraan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

Putusan ini juga mengandung pesan kuat bahwa hukum Islam di Indonesia
tidak dapat ditafsirkan secara sempit dan tekstual semata. Spirit keadilan dalam
Islam harus dihidupkan dalam praktik yudisial, termasuk dengan mengedepankan
magqasid al-shari ‘ah (tujuan-tujuan hukum Islam), seperti keadilan, kemaslahatan,
dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Kesetaraan gender yang dijunjung
tinggi oleh nilai-nilai Islam justru semakin tampak ketika hukum ditegakkan
bukan hanya berdasarkan aturan formal, tetapi juga berdasar pada etika dan

prinsip keadilan yang hidup dalam masyarakat.
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Dengan demikian, pendekatan hukum progresif dalam putusan ini tidak
hanya menjadi bentuk perlindungan terhadap hak istri sah, tetapi juga menjadi
simbol perlawanan terhadap praktik hukum yang kering dari nilai, serta membuka
ruang bagi interpretasi hukum Islam yang lebih kontekstual dan berkeadilan.
Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa perempuan dalam Islam bukanlah
subordinat laki-laki, melainkan partner sejajar dalam kehidupan rumah tangga,
dan oleh karenanya memiliki hak untuk menyetujui atau menolak tindakan

poligami yang menyangkut hidup dan martabatnya.

Dalam Islam, hak perempuan untuk mengetahui kondisi dan status hukum
pasangannya secara jujur sebelum akad nikah adalah bentuk penghormatan
terhadap martabat dan hak asasi sebagai manusia merdeka, bukan sekadar
pelengkap dalam akad. Konsep ridha (kerelaan) dalam akad pernikahan bukan
sekadar formalitas, melainkan merupakan syarat sah yang sangat mendasar dalam
hukum Islam. Ridha hanya dapat tercapai apabila informasi yang disampaikan

antara kedua belah pihak bersifat jujur, terbuka, dan tanpa manipulasi.

Ketika hak perempuan untuk memperoleh informasi yang benar
diabaikan—seperti dalam kasus poligami yang dilakukan tanpa persetujuannya—
maka ridha itu menjadi cacat, karena diperoleh dengan ketidaktahuan atau
pemalsuan keadaan. Dalam kondisi seperti ini, meskipun akad sudah dilaksanakan
dan dicatatkan secara administratif, substansi dari akad itu sendiri menjadi cacat
syar’i. Sebab, Islam sangat menekankan bahwa semua transaksi—termasuk
pernikahan—harus didasari atas prinsip kerelaan dan kesadaran penuh (an-taradin

minkum) sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa’ ayat 29 yaitu:
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Terjemahanya:
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta
sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan

atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh
dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Oleh karena itu, pembatalan akad nikah yang dilakukan dalam perkara ini
tidak hanya merupakan tindakan hukum dalam ranah legal-formal, tetapi juga
merupakan manifestasi keadilan moral dan syar’i. Pembatalan tersebut adalah
bentuk koreksi terhadap penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar syariat Islam,
khususnya dalam hal menjaga hak dan kehormatan perempuan. Ini sekaligus
menunjukkan bahwa Islam tidak pernah melegalkan praktik pernikahan yang
dilakukan secara diam-diam, manipulatif, atau merugikan salah satu pihak

terutama pihak perempuan yang secara sosial seringkali dilemahkan posisinya.

Pendekatan semacam ini mengingatkan bahwa hukum Islam bukan
sekadar kumpulan aturan, melainkan sistem nilai yang menjunjung tinggi
kejujuran, tanggung jawab, transparansi, dan keadilan. Dengan kata lain,
pembatalan akad dalam konteks ini menjadi langkah nyata untuk mengembalikan
ruh Islam sebagai agama yang melindungi kehormatan, martabat, dan kesetaraan
manusia, bukan sebagai alat pembenaran atas dominasi atau ketidakadilan yang

terselubung dalam praktik keagamaan.

Dalam praktik peradilan, pendekatan seperti ini harus terus diperluas agar
lembaga-lembaga hukum Islam tidak sekadar menjadi pelaksana administratif

pencatatan perkawinan, tetapi juga menjadi penjaga nilai-nilai keadilan Islam
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yang hidup, dinamis, dan berpihak kepada yang lemah. Sebab keadilan, dalam

Islam, bukan hanya tujuan hukum, tetapi inti dari wahyu itu sendiri.



BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan
Berdasarkan wuraian dan analisis dalam bab-bab sebelumnya, maka

kesimpulan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks
menunjukkan pendekatan hukum formil dan Putusan Tingkat Banding dan
Kasasi menunjukkan pendekatan hukum progresif yang memperhatikan
aspek keadilan substantif dan perlindungan terhadap hak perempuan.
Majelis hakim pada Tingkat Pertama menilai bahwa perkawinan antara
Almarhum dan Tergugat dilakukan tanpa izin istri pertama dan tanpa izin
dari Pengadilan Agama, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 4
dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 56-58 Kompilasi
Hukum Islam. Hakim menyatakan bahwa perkawinan tersebut batal demi
hukum dan Akta Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
sedangkan pengadilan Tingkat Banding dan Kasasi memutuskan bahwa

perkawina tetap sah..

2. Dari perspektif hukum Islam, majelis hakim lebih mengutamakan
pendekatan magqasid al-syari‘ah daripada prosedur formal semata. Dengan
menolak pembatalan perkawinan, hakim menekankan pentingnya keadilan
substantif dan kemaslahatan keluarga. Lima prinsip magashid, yakni

menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dijadikan dasar
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pertimbangan dalam melindungi stabilitas rumah tangga dan hak-hak anak

serta perempuan. Pendekatan ini mencerminkan bahwa hukum Islam tidak

hanya legal-formal, tetapi juga etis dan humanistik.

3. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan meliputi:

a.

Implikasi

Tidak adanya hubungan hukum antara suami dan istri sejak semula
berdasarkan putusan Tingkat Pertama tetapi menurut Pengadilan

Tingkat Banding dan Kasasi menyatakan perkawinan tetap sah.

Tidak timbulnya hak dan kewajiban seperti nafkah, mut’ah, atau
warisan menurut putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan
berdasarkan putusan Tingkat Banding dan Kasasi hak dan

kewajiban tetap ada dikarenakan perkawinan tidak dibatalkan.

Kewajiban istri untuk menjalani masa iddah tanpa hak nafkah bagi
putusan Pengadilan Tingkat Pertama sedangkan putusan Tingkat
Banding dan Kasasi perkawinan tidak dibatalkan dan tetap ada

kewajiban antara suami dan istri.

Anak yang lahir dari perkawinan tetap dianggap sah dan memiliki

hak penuh atas nafkah dan warisan.

Harta bersama dapat dibagi secara adil berdasarkan kontribusi

masing-masing pihak.

1. Implikasi Teoritis
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Penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa dalam praktik hukum
Islam di Indonesia, nilai-nilai keadilan substantif dan maqasid al-shari‘ah
dapat dijadikan dasar dalam putusan pengadilan, bukan hanya aspek legal-
formal. Putusan ini memperlihatkan bahwa hakim agama dapat dan
seharusnya menggunakan pendekatan progresif dalam memutus perkara yang
berkaitan dengan hak-hak perempuan dan keluarga. Secara teoritis, hal ini
mendorong pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih responsif

terhadap persoalan sosial dan gender.

2. Implikasi Praktis

Putusan ini memiliki dampak nyata terhadap masyarakat, khususnya
dalam membangun kesadaran hukum masyarakat mengenai prosedur poligami
dan perlindungan hak perempuan dalam perkawinan. Pembatalan perkawinan
karena pelanggaran prosedur menunjukkan bahwa negara hadir untuk
melindungi pihak yang dirugikan dan memastikan bahwa praktik keagamaan
berjalan sejalan dengan hukum. Putusan ini juga memberi sinyal kepada
Kantor Urusan Agama (KUA) dan lembaga keagamaan lain agar lebih berhati-

hati dalam pencatatan pernikahan.

3. Implikasi Sosial dan Kelembagaan

Putusan ini mendorong pembenahan administratif di KUA serta
peningkatan pemahaman petugas tentang hukum keluarga Islam dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, Khususnya terkait poligami. Dengan

demikian, ke depan dapat diminimalisasi terjadinya pelanggaran administratif
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dalam pencatatan perkawinan yang dapat merugikan perempuan dan anak-

anak.

Rekomendasi

1. Bagi Pengadilan Agama

Diharapkan agar pengadilan agama di seluruh Indonesia mengadopsi
pendekatan hukum progresif dalam memeriksa perkara keluarga, khususnya
yang berkaitan dengan poligami dan hak perempuan. Pendekatan yang lebih
berorientasi pada keadilan substansial dan perlindungan terhadap pihak yang

rentan perlu terus dikembangkan.

2. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA)

KUA perlu memperketat mekanisme verifikasi dokumen pernikahan,
terutama dalam kasus poligami. Setiap perkawinan kedua atau selanjutnya
harus diteliti secara menyeluruh, termasuk dokumen izin dari pengadilan
agama dan persetujuan dari istri pertama. Diperlukan pelatihan hukum secara

berkala bagi petugas pencatat nikah.

3. Bagi Kementerian Agama

Direkomendasikan agar Kementerian Agama melakukan evaluasi
nasional terhadap praktik pencatatan pernikahan poligami, serta menyusun
pedoman teknis dan sistem pengawasan yang lebih efektif untuk mencegah

pelanggaran hukum dalam administrasi pernikahan.

4. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan lebih sadar dan cermat dalam menjalani proses

perkawinan, Kkhususnya dalam konteks poligami. Calon pasangan harus
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memahami konsekuensi hukum jika melangsungkan pernikahan tanpa
memenuhi syarat sah menurut hukum negara. Edukasi hukum keluarga Islam
perlu digalakkan di lingkungan masyarakat melalui tokoh agama, penyuluh

KUA, dan lembaga pendidikan.

5. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian lanjutan disarankan untuk menelaah konsistensi putusan-
putusan pengadilan agama dalam menangani perkara poligami dan pembatalan
perkawinan, serta mengevaluasi dampaknya terhadap reformulasi hukum

keluarga Islam yang lebih adil, inklusif, dan melindungi kelompok rentan.
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1. Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat
tinggal di Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya,
Kota Makassar; dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.
Syamsuddin Sampara, SH., Muh. Fajrin, SH dan Syaiful
Syahrir, SH. Ketiganya adalah Advokat/Penasehat Hukum
pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum ”Kelara Keadilan”
yang beralamat di Jalan Sungai Kelara no. 28 Makassar.

Berdasarkan Surat Kuasa
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Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan
Agama Makassar Nomor 78/SK/I11/2017/PA MKks.
tanggal 01 Februari 2017 selanjutnya disebut sebagai
Tergugat.
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, beralamat di
Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota

Makassar, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat juga Turut
Tergugat;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal

19 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Makassar, dengan Register Perkara Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA MKks.

tanggal 20 Desember 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan ALMARHUM telah menikah secara sah pada hari kamis
tanggal 17 Januari 1980 M/28 Syafar 1400 H di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tamalate Kota Makassar berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah
Nomor : 56/DN/IX/2011 tanggal 26 September 2011.

2. Bahwa Tergugat telah menikah dengan Almarhum pada hari kamis, tanggal 3
September 1992 M/06 Rabiul Awal 1413 H berdasarkan Kutipan Akta Nikah
Nomor : 176/11/1X/92 tertanggal 3 September 1992 yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar.

3. Bahwa saat Tergugat menikah dengan ALMARHUM, Penggugat masih
terikat perkawinan yang sah dengan ALMARHUM dan tidak
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pernah bercerai sampai ALMARHUM meninggal dunia tanggal 27
Oktober 2015.

4. Bahwa perkawinan Tergugat dengan ALMARHUM dilakukan tanpa
melalui prosedur hukum yang sah karena Penggugat selaku istri tidak
pernah melakukan persetujuan, demikian juga tidak ada satu putusan
Pengadilan Agama yang memberikan izin kepada ALMARHUM untuk
menikah (poligami) dengan Tergugat.

5. Bahwa pengajuan pembatalan pernikahan ini diajukan karena Penggugat baru
mengetahui dan melihat Photo Cofy Kutipan Akta Nikah antara Tergugat dan
Almarhum pada kantor Kelurahan Parang Tambung. Selanjutnya Kantor urusan
Agama Kecamatan Ujung Pandang mengeluarkan surat keterangan Nomor
:92/KT/IX/2016 tertanggal 07 September 2016 yang menerangkan Almarhum
dan TERGUGAT menikah tanggal 3 September 1992 M/06 Rabiul Awal 1413 H
berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 176/11/I1X/92 tertanggal 3
September 1992. Bahwa asli Kutipan Akta Nikah tersebut sekarang berada
di tangan Tergugat.

6. Bahwa pernikahan antara Tergugat dengan ALMARHUMBIn H.
Pawero / Bin H. Parengrengi nyata-nyata telah melanggar ketentuan
Undang-undang yang berlaku sehingga tidak berdasar hukum pula
Turut Tergugat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung
Pandang yang telah menikahkan Tergugat dengan ALMARHUM,
maka pernikahan antara Tergugat dengan Almarhum harus dibatalkan
dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 176/11/1X/92 tanggal 3 September
1992 yang dikelarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung
Pandang, Kota Makassar dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

7. Bahwa sebelumnya Penggugat telah mengajukan gugatan dalam
perkara Nomor : 1188/Pdt.G/2016/PA.Mks dengan mendudukkan
TERGUGAT sebagai Tergugat dan Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Ujung Pandang sebagai Turut Tergugat. Obyek gugatan

Hal. 3 Dari 27 hal. Put. Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA Mks

Disclaimer

Ke i Agung Republik ia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk publik, t D idan ili k fungsi

peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi per teknis terkait dengan akurasidan keterkinian informasiyang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dori waktu kewaktu.  Dolam hal Anda menemukay fakurasi. 3
Email : kepanil go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) alaman




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

.
) Y Y Y |

Penggugat dalam perkara tersebut yaitu meminta agar perkawinan antara
TERGUGAT dengan Almarhum yang terjadi tanggal 3 September 1986
dibatalkan dan tidak berkekuatan hukum.

8. Bahwa oleh Majelis Hakim yang mengadili telah memberi pertimbangan
dengan mengatakan tidak pernah terjadi peristiwa perkawinan antara
TERGUGAT dengan ALMARHUM pada tanggal 3 September 1986, sehingga
tidak ada peristiwa hukum yang dapat dibatalkan. Majelis hakim dalam perkara
Nomor : 1188/Pdt.G/2016/PA.Mks telah memutuskan yang amarnya
menyatakan menolak gugatan Penggugat.

9. Bahwa oleh karena dalam perkara Nomor : 1188/Pdt.G/2016/PA.Mks yang
diminta dibatalkan adalah peristiwa hukum berupa kejadian perkawinan antara
ALMARHUM Bin H. Parenrengi dengan TERGUGAT yang terjadi tanggal 3
September 1986 sedangkan dalam perkara a quo yang diminta dibatalkan
adalah peristiwa hukum berupa kejadian perkawinan antara ALMARHUM Bin
H. Parenrengi/Bin H. Pawero dengan Tergugat TERGUGAT yang terjadi tanggal
3 September 1992/ 6 Rabiul Awal 1413 H, sehingga antara perkara Nomor :

1188/Pdt.G/2016/PA.Mks dengan perkara a quo mempunyai obyek vang

berbeda. Dengan demikian  bukanlah perkara berulang dan tidak ne bis in
idem.
Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka
Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq.
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk

memberi putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

2. Menyatakan pernikahan antara Tergugat TERGUGAT dengan almarhum
ALMARHUM vyang dilaksanakan pada tanggal 3 September 1992/6 Rabiul Awal
1413 H berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 176/11/1X/92 tanggal 3

September 1992 yang diterbitkan oleh
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Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung
Pandang, Kota Makassar dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum.

3. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap
putusan ini.

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan
salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya
meliputi tempat tinggal Tergugat dan Turut Tergugat setelah mempunyai
kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk
itu.

5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan

yang berlaku.

SUBSIDER
Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain dalam kaitannya
dengan perkara ini mohon putusan yang seadil adilnya (ex Aequo et bono)
Bahwa terhadap gugatan Penggugat  tersebut, Tergugat
mengajukan jawaban atau tanggapannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil dan dalih
yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui dengan
tegas dan dipandang sebagai pengakuan menurut hukum sepanjang

menguntungkan bagi Tergugat.

2. GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM
Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-
tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena perkara tersebut
masuk ke dalam perkara yang NEBIS IN IDEM.

ALASAN HUKUMNYA :

e Bahwa gugatan ini telah pernah diajukan Penggugat sebelumnya dan telah
diputus oleh Pengadilan Agama Makassar sebagaimana Putusan
Pengadilan Agama Makassar No.

1188/Pdt.G/2016/PA.Mks Tanggal 4 Agustus 2016, dimana amar
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putusan tersebut menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.
Bahwa gugatan vyang diajukan Penggugat sekarang dengan
berdasar pada pertimbangan hukum pada putusan diatas yang
menyatakan tidak pernah terjadi peristiwa antara Tergugat
dengan alm. pada tanggal 3 September 1986 adalah tidak
menghilangkan unsur dari Nebis In Idem karena petitum gugatan
yang diajukan Penggugat dalam Perkara : No. 1188
/Pdt.G/2016/PA.Mks adalah menyangkut pembatalan Kutipan Akta
Nikah Nomor : 176/11/1X/92, yang dikeluarkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung
Pandang Kota Makassar.

Bahwa selain itu, gugatan yang diajukan Penggugat dengan dasar
pertimbangan Majelis Hakim diatas adalah sangat keliru karena semua
peristiwa telah tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 176/11/1X/92,
sehingga dengan adanya amar Putusan Pengadilan Agama Makassar No.
1188 /Pdt.G/2016/PA.Mks Tanggal 4 Agustus 2016 yang amarnya
menyatakan menolak gugatan Penggugat, maka Penggugat dipandang
tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Lain halnya jika amar
putusan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima,

maka Penggugat dapat mengajukan gugatan untuk kedua kalinya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang termuat pada eksepsi diatas, dipandang sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dalam pokok perkara dibawah ini.

2. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalih dan dalil gugatan

Penggugat, kecuali yang diakui dan terperinci.

3. Bahwa dalil Penggugat pada point (1), tidak perlu ditanggapi karena pada

dasarnya dalil tersebut hanya berkenaan dengan kepentingan Penggugat, dan

sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tergugat.

terjadi per
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4. Bahwa berkenaan dalil Penggugat pada point (2), maka perlu dijelaskan
bahwa Tergugat melangsungkan akad nikah dengan alm. Parenrengi pada hari
Kamis tanggal 3 September 1986, yang selanjutnya pencatatan perkawinan
dilakukan pada tanggal 3 September 1992 sebagaimana Kutipan Akta Nikah
Nomor : 176/I1/1X/92, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar.

5. Bahwa dalil Penggugat pada point (3) yang pada dasarnya
menyatakan bahwa saat Tergugat menikah dengan alm., Penggugat
masih terikat perkawinan yang sah dengan alm., adalah dalil yang
tidak beralasan hukum dan patut dipertanyakan karena Penggugat dalam
mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ini sendiri hanya didasarkan
atas Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/DN/1X/2011 Tanggal 26
September 2011, padahal ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam (KHI) menegaskan “ Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan
Akte Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah “. Jadi bukan
Duplikat untuk membuktikan adanya suatu perkawinan.

6. Bahwa dalil Penggugat pada point (4) yang pada dasarnya menyatakan
perkawinan Tergugat dengan alm. dilakukan tanpa melalui prosedur hukum
yang sah, adalah dalil yang sangat keliru karena berdasarkan Kutipan Akta
Nikah Nomor : 176/I1/1X/92 Tanggal
3 September 1992, telah membuktikan bahwa perkawinan Tergugat
dengan alm. adalah sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7
ayat (1) KHI, yang menegaskan “ Perkawinan hanya dapat dibuktikan
dengan Akte Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah <.
Adapun dalil Penggugat berkenaan dengan tidak adanya persetujuan dari
Penggugat, adalah dalil yang tidak beralasan, karena :

e Bahwa sebagai fakta hukum sejak Tergugat dan ALMARHUM (alm)
melangsungkan pernikahan dan telah hidup bersama sebagai suami,

Penggugat sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan

Hal. 7 Dari 27 hal. Put. Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA Mks

Disclaimer

Ke i Agung Republik ia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk publik, t D idan ili k fungsi

peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi per teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasiyang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.  Dalam hol Ando menemukgy iakurast.
Email : kepanil go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) alaman




B

Disclaimer

Ke i Agung Republik

peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dir
Email : k it go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

apalagi pembatalan atas pernikahan tersebut, malah antara Penggugat
dan Tergugat hidup berdampingan dengan rukun sebagai istri-istri
dari ALMARHUM.

Bahwa dari fakta hukum vyang dikemukakan diatas nyatalah bahwa
pembatalan perkawinan yang diajukan Penggugat dengan alasan tidak
adanya persetujuan Penggugat adalah sangat dilandasi itikad buruk dan
upaya untuk menghilangkan hak Tergugat atas harta bersama yang
diperoleh dengan alm. karena faktanya pembatalan perkawinan ini sendiri
diajukan setelah usia perkawinan Tergugat dengan alm. Parenrengi telah
menginjak kurang lebih 31 (tiga puluh satu) tahun lamanya, dan juga
diajukan setelah meninggalnya alm. Salah satu fakta hukum vyang
membuktikan bahwa Penggugat dengan sengaja dan dengan penuh
itikad buruk ingin menghilangkan hak Tergugat adalah penguasaan
Penggugat atas dokumen kepemilikan atas tanah beserta bangunan,
yang terletak di jalan Toddopuli Raya Nomor 48 Makassar, Kelurahan
Borong, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar atau yang dikenal dalam
Sertifikat Hak Milik No. 20120/Borong, SU. No. 00154/1999 atas nama :
alm, dimana tanah beserta bangunan tersebut dibeli secara mengangsur
oleh Tergugat. Oleh karena itu, mohon kehadapan Ketua/Majelis Hakim
benar-benar mencermati latar belakang diajukannya pembatalan
perkawinan yang diajukan Penggugat, termasuk dalam kaitannya
menyangkut harta bersama yang diperoleh Tergugat.

Bahwa terkait tanah beserta bangunan, yang terletak di jalan Toddopuli
Raya Nomor 48 Makassar di atas, telah diperkarakan oleh Tergugat pada
Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana dalam Putusan Pengadilan
Negeri Makassar No. 24/Pdt.G/2016/PN.Mks Tanggal 4 Agustus 2016,
dimana PENGGUGAT (sebagai Penggugat) melawan TERGUGAT (sebagai
Tergugat), dan dimenangkan oleh PENGGUGAT
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(sebagai Penggugat). Dengan demikian, nyatalah bahwa gugatan
pembatalan perkawinan yang diajukan Penggugat sangat dilandasi
itikad buruk karena gugatan pembatalan ini diajukan setelah
adanya putusan Pengadilan Negeri Makassar diatas.

e Bahwa adapun dalil Penggugat berkenaan tidak adanya izin Pengadilan
Agama, adalah dalil yang nyata-nyata bertujuan untuk menghilangkan hak
Tergugat atas harta bersamanya karena sebagaimana fakta yang
dikemukakan diatas bahwa selama Tergugat dan alm. terikat
perkawinan, Penggugat sama sekali tidak pernah mempermasalahkannya
dan malah hidup rukun dan saling melakukan silaturahmi satu sama lain.
Makanya, sangat patut dipertanyakan kenapa baru saat ini Penggugat
mempermasalahkan tentang keabsahan perkawinan Tergugat dengan alm.,
bukan pada saat masih hidupnya alm..

7. Bahwa adapun dalil Penggugat pada point (5) yang pada dasarnya menyatakan
Penggugat mengetahui dan melihat foto copy Kutipan Akta Nikah Tergugat
dengan alm. pada Kantor Kelurahan Parang Tambung, adalah dalil yang tidak
benar dan sangat mengada-ada karena sejak awal Penggugat telah mengetahui
adanya perkawinan Tergugat dengan alm., dan selama itu pula Penggugat tidak
pernah mempermasalahkannya dan malah keduanya saling melakukan
silaturahmi sebagai istri-istri dari alm., dan kalau memang Penggugat ingin
mempermasalahkan perkawinan tersebut seharusnya sejak dari dulu yakni
sejak alm. masih hidup. Namun, faktanya baru dipermasalahkan setelah
meninggalnya alm., dan itupun setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri
Makassar No. 24/Pdt.G/2016/PN.Mks Tanggal 4 Agustus 2016.

8. Bahwa dalil Penggugat pada point (6) adalah dalil yang tidak beralasan
karena sebagaimana fakta yang dikemukakan diatas bahwa usia perkawinan
Tergugat dengan alm. Parenrengi adalah telah menginjak usia 31 tahun

lamanya (sejak akad nikah tanggal 3
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September 1986 sampai sekarang), sehingga sangat tidak manusiawi dan
bertentangan dengan rasa keadilan apabila perkawinan tersebut
dibatalkan tanpa mempertimbangkan aspek kehidupan sebagai suami
istri yang telah dijalani puluhan tahun lamanya. Dan, patut diyakini
bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan ini adalah sangat
dilandasi itikad buruk yakni untuk menghilangkan hak Tergugat karena
faktanya gugatan ini diajukan setelah meninggalnya alm. dan setelah
adanya Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.
24/Pdt.G/2016/PN.Mks Tanggal 4 Agustus 2016.

9. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada point (7), (8) dan (9), tidak perlu
ditanggapi secara gamblang karena berdasar pada amar Putusan Pengadilan
Agama Makassar No. 1188/Pdt.G/2016/PA.Mks Tanggal 4 Agustus 2016, yang
menyatakan menolak gugatan Penggugat, telah membuktikan bahwa
perkara ini telah Nebis In Ildem. Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim
yang menyatakan tidak pernah terjadi peristiwa antara Tergugat dengan
alm. pada tanggal 3 September 1986, yang selanjutnya dijadikan alasan oleh
Penggugat untuk mengajukan gugatan kedua kalinya adalah sangat keliru
karena untuk mendapatkan kepastian hukum bukan ditentukan pada
pertimbangan hukumnya, melainkan amar dari putusan tersebut. Oleh karena
itu, dengan adanya amar putusan yang menolak gugatan Penggugat, maka
nyatalah bahwa Penggugat tidak dapat lagi mengajukan gugatan untuk kedua
kalinya. Lain halnya, jika amar putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak
dapat diterima, maka Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan untuk
kedua kalinya.

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon

dengan segala hormat, kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama

Makassar, berkenan memutuskan, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :
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- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini.

ATAU : Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon

putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Turut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena
Turut Tergugat dalam tahap jawaban tidak hadir di persidangan dan tidak
pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa/wakilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat selanjutnya
mengajukan replik secara pada persidangan tanggal tanggal 22 Februari 2017
dan atas replik Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat mengajukan
duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 15 Maret 2017 yang
kesemuanya telah tercatat secara lengkap dalam persidangan perkara ini.

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah
mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/DN/IX/2011, teranggal 26
September 2011, atas nama ALMARHUM dengan PENGGUGAT, vyang
diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar.
yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua
Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda
P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Kelurahan Parang Tambung Kecamatan
Tamalate Kota Makassar Nomor : /KPT/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012,
tentang kebenaran orang yang sama dengan nama PENGGUGAT, yang telah
diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis
dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Fatmawaty (NIK
.7371104505590001) yang diterbitkan oleh pemerintah  Kota

Makassar. yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos,
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yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata
cocok kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ALMARHUM/(alm) (NIK
.7371100202520001, vyang diterbitkan olenh pemerintah Kota
Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos,
yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata
cocok kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan akta nikah Nomor 176/I1/1X/92 (untuk istri) antara Tergugat
TERGUGAT, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Ujung Pandang Kota
Makasar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, (tanpa
menunjukkan aslinya) yang oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan akta nikah Nomor 176/11/1X/92 (untuk suami) antara
Tergugat TERGUGAT dengan ALMARHUM, yang diterbitkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, tanggal 03
September 1992, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos
(tanpa menunjukkan aslinya) kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Fhoto Copy buku besar Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung
Pandang, tentang catatan adanya perkawianan atas nama ALMARHUM dengan
TERGUGAT, tanggal 03 September 1992, yang telah diberi meterai secukupnya
serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan
ternyata cocok kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 92/KT/IX/2016 tentang perkawinan
antara ALMARHUM dengan TERGUGAT yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan Ujung Pandang
Tertanggal 07 September 2016, yang telah diberi meterai secukupnya serta
distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan

ternyata cocok kemudian diberi tanda P.9;
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9. Fotokopi Salinan Putusan Perkara 1188/Pdt.G/2016/PA.Mks tanggal 04
Agustus 2016, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos,
yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok
kemudian diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat dari Kepala kepolisian resort Kota Besar Makassar, Kepala
Satuan reserse kriminal Nomor : B/1936/I1X/2016/Reskrim tertanggal 26
September 2016 perihal : pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan
(bukti sesuai asli). yang ditujukan kepada Andi Farmawaty, yang telah diberi
meterai secukupnya serta distempel Pos yang oleh Ketua Majelis dicocokkan
dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.10;

berikut :

1. SAKSI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Ketua RT
003), tempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate,
Kota Makassar, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah Ketua RT di
tempat tinggal Penggugat, namun Saksi tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT, istri dari almarhum, yang
menikah pada tahun 1980;
- Bawa selama hidupya ALMARHUM hanya mempunyai satu orang istri
yang bernama PENGGUGAT;
- Bahwa Bahwa ALMARHUMmeninggal pada bulan Oktober 2015;
2. SAKSI, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan lbu rumah tangga,
tempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate,
Kota Makassar dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal denan Penggugat, karena saksi adalah saudara ipar

Penggugat, namun saksi tidak kenal dengan
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Tergugat;

- Bahwa Penggugat adalah istri dari almarhum, yang menikah pada
tahun 1980;

- Bawa selama hidupya ALMARHUM hanya mempunyai satu orang istri
yang bernama PENGGUGAT dan tidak pernah bercerai;

- Bahwa ALMARHUM meninggal pada bulan Oktober 2015;

- Bahwa setelah ALMARHUM meninggal, baru dikatahui ada seseorang
yang mengaku sebagai istrinya;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak saling kenal mengenal;

Bahwa, untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah

mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 176/I1/1X/92 yang di terbitkan oleh Kantor
UrusanAgama Kecamatan ujung Pandang tanggal 3 September 1992. yang
telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, namun tidak
dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya ada di Kantor Polisi, yang oleh
Ketua Majelis kemudian diberi tanda T.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7371121304070007 yang diterbitkan oleh Kantor
Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, pada tanggal 18
April 2007 yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata
cocok kemudian diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa yang di buat oleh Notaris Mardiana
Kadir, SH pada tanggal 04 April 2011, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan
dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 20120 atas nama ALMARHUM yang diterbitkan
oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang pada tanggal 23
Agustus 1999, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos,

namun tidak dicocokkan dengan
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aslinya, karena aslinya tidak diperlihatkan, yang oleh Ketua Majelis
kemudian diberi tanda T.4;

5. Foto Kopi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Perkara No.
24/Pdt.G/PN.Mks, tanggal 21 September 2016 yang dimana
TERGUGAT sebagai Penggugat dan TERGUGAT sebagai Tergugat.
yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata
cocok kemudian diberi tanda T.5;

6. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Makassar Perkara
No.1188/Pdt.G/2016/PA Mks, antara PENGGUGAT sebagai Penggugat dan
TERGUGAT sebagai tergugat. yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan
aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda T.6

Bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga telah
mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di
Kelurahan Punggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dibawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan mengenal
Tergugat, karena Tergugat adalah tante saksi;

- Bahwa sewaktu ALMARHUM menikah dengan Tergugat masih
berstatus sebagai suami sah dari Penggugat;

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sewaktu ALMARHUM menikah dengan
TERGUGAT Hanya saksi lupa tanggal dan tahun perkawinannya.

- Bahwa sewaktu ALMARHUMmenikah dengan Tergugat, saksi
tidak mengetahui secara persis apakah ada izin poligami dari
Pengadilan Agama atau tidak;

2. SAKSI, umur 53 tahun , agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat
tinggal di Kelurahan Parang Mapala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar,

dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada
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pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal almarhum dan Tergugat yang bernama
TERGUGAT, karena saksi adalah Sauara Kandung Tergugat;

- Bahwa saksi mengenal Pengugat pada tahun 1992;

- Bahwa pada waktu almarhum menikah dengan TERGUGAT, masih

terikat perkawinan dengan Penggugat;

- Bahwa sewaktu ALMARHUM menikah dengan TERGUGAT Saksi tidak

mengetahui secara persis apakah ada izin poligami dari Pengadilan
Agama atau tidak;
3. SAKSI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di
Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dibawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal ALMARHUM dan Tergugat, karena saksi adalah

saudara kandung Tergugat;

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara ALMARHUM

dengan TERGUGATYaitu pada tahun 1986;

- Bahwa pada waktu ALMARHUM menikah dengan TERGUGAT, mengaku

duda, tapi tidak menunjukkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama;

- Bahwa pada waktu ALMARHUM menikah dengan TERGUGAT,

tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama;

Bahwa pada akhirnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara
tertulis teranggal 19 April 2017 dan Tergugat mengajukan kesimpulan
secara tertulis pada tanggal tanggal 26 April 2017, yang kesemuanya telah
tercatat secara lengkap dalam persidangan perkara ini;

Bahwa segala hal ikhwal yang terjadi selama persidangan
perkara ini berlangsung, telah dicatat dalam berita acara sidang, maka
untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk dan
menyatakan bahwa berita acara sidang dan segala surat-surat yang
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bersangkutan termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah
nomor 9 tahun 1975. Penggugat dan Tergugat yang keduanya diwakili oleh
kuasanya juga turut Tergugat telah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung
No. 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis
berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah,
dan karenanya penerima kuasa dari Penggugat dan Tergugat harus pula
dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek
hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa
dalam hal pembatalan nikah.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut tentang absah atau
tidaknya suatu perbuatan hukum, oleh karena itu, maka menurut Keputusan

Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/1V/2006 tanggal 4 April 2006 tidak
perlu dilakukan mediasi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa (objectum litis)
dalam perkara ini ialah Penggugat mendalilkan perkawinan antara
ALMARHUM dengan Tergugat harus dibatalkan karena dilakukan tidak
sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sedang  Tergugat
mendalilkan sebaliknya, yakni perkawinan antara ALMARHUM dengan
Tergugat bukan merupakan pelanggaran hukum perkawinan. Kedua belah
pihak masing-masing mengemukakan dalil-dalil dan alat-alat

bukti sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan
duduk perkara. DALAM EKSEPSI
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Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat
mengajukan eksepsi, maka majelis terlebih dahulu mempertimbangkan
eksepsi Tergugat tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Eksepsi yang diajukan Tergugat bukan menyangkut kewenangan, baik dalam hal
absolute kompetensi maupun relative kompetensi, maka eksepsi demikian
diputus bersama dengan pokok perkara; - Setelah membaca dan mencermati
dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai dalil-dalil eksepsi
Tergugat tersebut sebenarnya sudah termasuk dalam uraian jawaban pokok
perkara (verweer ten prinsipale).

- Eksepsi Ne Bis In Idem yang diajukan Tergugat dalam perkara ini, oleh Majelis
Hakim mempertimbangkan tidak tepat dimana sengketa mengenai perkawinan
berdampak pada perasaan dan cendrung kepada kepuasan bathiniyah,
berbeda dengan sengketa kebendaan yang berdampak kepada kepemilikan
dan cendrung kepada kepuasan lahiriyah;

- Eksepsi Ne Bis In Idem yang diajukan Tergugat bertentangan dengan maksud
pasal 1917 KUHPerdata yang mempersyaratkan suatu gugatan (tuntutan)
yang diajukan berdasar pada dalil (dasar hukum) yang sama, dengan demikian
ekespsi Tergugat harus ditolak;

— Majelis berpendapat eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan
kemudian di dalam pertimbangan pokok perkara, sebagaimana terurai
di dalam pertimbangan pokok perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat sebagaimana
tersebut sudah menyangkut jawaban terhadap pokok perkara, maka di dalam

pertimbangan eksepsi ini harus dinyatakan ditolak.

DALAM POKOK PERKARA
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006
dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan
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telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh
karenanya secara formil harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pernikahan atau perkawinan adalah suatu
perbuatan atau peristiwa hukum yang terkait dengan syarat dan ketentuan
sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan
peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
Dalam hal tersebut, apabila pihak-pihak yang berkepentingan mendalilkan
terdapat syarat dan ketentuan yang dilanggar, sebagaimana dalil-dalil
Penggugat, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan pembatalan,
meskipun yang melakukan akad nikah, dalam perkara ini ALMARHUM
telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menggugat agar
pernikahan antara Tergugat dengan ALMARHUM yang dilaksanakan pada
hari Kamis tanggal 03 September 1992 berdasarkan Kutipan Akta Nikah
Nomor 176/11/1X/92, tanggal 03 September 1992 yang diterbitkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung
Pandang, Kota Makassar dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum
dengan alasan karena perkawinan Tergugat dengan ALMARHUM
tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang sah karena Penggugat
selaku istri terdahulu tidak pernah memberikan persetujuan, kemudian dari
pada itu perkawinan poligami yang dilakukan oleh ALMARHUM dengan
Tergugat tidak didasari dengan pemberian izin poligami oleh suatu putusan
Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut
Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan gugatan
Penggugat sangatlah keliru sebab pernikahan antara Tergugat dengan
almarhum ALMARHUM semasa hidupnya telah dilakukan sesuai dengan
prosedur perundang-undangan yang berlaku dan telah mendapat restu ijin
meskipun restu atau ijin ini telah dilakukan secara diam-diam oleh

Penggugat.
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Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak dapat didengar
jawabannya, karena Turut Tergugat dalam tahap jawaban tidak hadir di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa/wakilnya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut di atas, maka
sebelum mempertimbangkan apakah perkawinan antara Tergugat dengan
ALMARHUM dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang sah atau
tidak, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan dan dibuktikan apakah
benar telah terjadi akad nikah antara Tergugat dengan ALMARHUM pada
hari Kamis tanggal 03 September 1992 sebagaimana dalil Penggugat
tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil dan
penjelasan gugatannya dengan mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai
dengan P. 11 dan dua orang saksi seperti telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat kecuali
bukti P 5 dan P 6 berupa foto kopi surat telah dicocokkan sesuai dengan
aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegeling, oleh karenanya
berdasarkan ketentuan pasal 285 RBg. (Staatsblad 1927 - 227 Reglemen
Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) dan Pasal 2 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka bukti-
bukti tersebut dapat dipertimbangkan sepanjang ada kaitannya dengan yang
harus dibuktikan dan yang tidak ada kaitannya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan pula surat bukti
bertanda T. 1 sampai dengan bukti T.6 dan dua orang saksi seperti telah
disebutkan, bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut bermeterai cukup
akan tetapi tidak diajukan bersama aslinya.

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa foto kopi Kutipan
Akta Nikah untuk Tergugat (istri) dan ALMARHUM (suami) yang

diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota
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Makassar, tidak dibantah oleh pihak Tergugat, oleh karena itu dapat
dipertimankan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa foto kopi Buku Pendaftaran
Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang dan bukti
P.10 berupa Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Ujung Pandang serta keterangan turut Tergugat sendiri di persidangan
sebagai Pegawai yang mewakili Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, bahwa pernikahan
ALMARHUM dengan TERGUGAT (Tergugat) terjadi pada tanggal 3
September 1992 M./06 Rabiul Awal 1436 H. dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor 176/11/1X/1992. Dari bukti P.7 dan P.10 tersebut membuktikan
pernikahan atau perkawinan ALMARHUM dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat pada
pokoknya menyatakan, tidak mengetahui jika Tergugat pernah menikah
dengan almarhum karena selama ini saksi-saksi hanya mengetahui istri
almarhum hanya Penggugat.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat
tersebut ternyata telah sesuai dengan fakta-fakta kejadian seperti yang
didalilkan Penggugat dimana Penggugat menyatakan ALMARHUM
dengan TERGUGAT menikah pada hari Kamis tanggal 03 September
1992.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.8, P.9 dan P. 11,
Majelis Hakim menunjukkan , bahwa benar Penggugat adalah istri sah dari
almarhum dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 sama dengan bukti P.5 dan
P.6 yang diajukan Penggugat yaitu, berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah
untuk Tergugat (istri) dan ALMARHUM (suami) yang diterbitkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, dapat

dipertimbangkan dalam perkara ini;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang
menunjukkan bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Tergugat
dengan almarhum Drs. H. Syamsuddin bin H. Parenrengi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat yang pertama bernama
SAKSI, yang kedua bernama SAKSI dan saksi yang ketiga bernama
SAKSI yang ketiga saksi tersebut hadir sewaktu ALMARHUM kawin
dengan TERGUGAT Yang menerangkan, bahwa almarhum tidak
menyerahkan izin poligami dari Pengadilan Agama, oleh karena itu
keterangan ketiga orang saksi Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis
hakim menganggap pernikahan atau perkawinan antara ALMARHUM
dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 03 September 1992 berdasarkan
Kutipan Akta Nikah Nomor 176/11/1X/1992. dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Tergugat dengan
almarhum yang dilaksanakan pada tanggal 03 September 1992 telah
diertbitkan Kutipan Akta Nikah Nomor 176/11/1X/92, tanggal 03 September
1992, dinyatakan tidak berkuatan Hukm;.

Menimbang, bahwa pada azasnya perkawinan adalah Monogami, akan
tetapi undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat (2) dan pasal 4
membolehkan untuk adanya Polygami, namun almarhum tidak melalui
proses tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan
ternyata tidak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa dalam
perawinan antara ALMARHUM menikah dengan TERGUGAT telah ada
surat izin beristri lebih dari seorang (izin poligami) dari Pengadilan
Agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, nyata- nyata
terbukti bahwa perkawinan yang dilakukan oleh ALMARHUM dengan
TERGUGAT, pada tanggal 03 September 1992 M/06 Rabiul Awwal
1413 H masih terikat perkawinan yang sah dengan PENGGUGAT

Hal. 22 Dari 27 hal. Put. Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA Mks

Disclaimer

Ke i Agung Republik ia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk publik, t D idan ili k fungsi

peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi per teknisterkait dengan akurasidan keterkinian nformasi yang komi sajikan, hal mana akan terus kami perbaikidari waktu kewaktu.  Dalam hal Anda menemukep pakurasi 5
Email : kepanil go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) alaman




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b
7 7
et

dan tidak ada surat izin beristri lebih dari seoorang dari Pengadialan Agama
sebagaimana dientukan dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Unang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian
perkawinan tersebut tidak dapat dilakukakan dan perkawinan tersebut dapat
dibatalkan sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 Undang- Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian ada alasan bagi
Pengadilan untuk membatalkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan antara ALMARHUM dengan
TERGUGAT, dicatat dalam sebuah Akta Nikah di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar dengan Nomor Register
176/11/1X/92 tanggal 03 September 1992 dan telah diterbitkan pula dua
buku Kutipan Akta Nikah oleh Kanor Urusan Agama Kecamatan Ujung
Pandang Kota Makassar yang diberikan kepada suami dami istri, oleh
karenanya Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah tersebut harus dinyatakan
tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan bagian
dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang
Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, Pasal 22 — 27 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 70 —
72 Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;
DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Membatalkan perkawinan yang dilakukan oleh ALMARHUM dengan
TERGUGAT, yang dilaksanakan pada hari kamis tanggal 03 September 1992
M/06 Rabiul Awal 1413 H berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomo: 176/11/1X/92
tertanggal 03 September 1992 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.

3. Menyatakan bahwa Akta Nika Nomor : 176/11/1X/92 tanggal 03 September

1992 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.1.091.000, 00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);
Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan

dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu 24 Mei 2017

Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya’ban 1438 Hijriyah, oleh

H. Abdul Hanan, SH., MH. yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama Makassar

selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R.,SH dan Drs. H.Muhammad Anwar

Saleh, SH. MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu

oleh Dra. Hj. Patmawati, MH, sebagai Panitera Pengganti serta dengan dihadiri

oleh kuasa Penggugat dan Tergugat di luar hadirnya turut Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

ttd ttd

2. Dra. Hj. Mardianah R, S.H H. Abdul Hanan, SH.,M.H
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ttd

3. Drs. H.Muhammad Anwar Saleh, SH. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra.Hj. Patmawati, MH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan Rp. 30.000.00,-
2. Biaya Administrasi Rp. 50.000.00,-
3. Biaya panggilan Rp.1 .000. 000.00,-
4. Biaya redaksi Rp. 5.000.00,-
5. Materai Rp. 6.000.00,- J
umlah Rp.1.091.000.00,-

(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera

4. Hartanto, SH

Hal. 25 Dari 27 hal. Put. Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA Mks

Disclaimer

Ke i Agung Republik ia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk publik, t D idan ili k fungsi

peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dir kir terjadi per teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemulﬁr inakurasi 25
Email : kepani go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) alaman




A\ KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

!A! PASCASARJANA
.E,ﬂ..t Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404

PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor - B<$0/In.39/PPS.05/PP.00.9/05/2025 Parepare, “Mei 2025
Lampiran :@ - -
Perihal :|zin Melaksanakan Penelitian

Yth. Ketua Pengadilan Agama Makassar
Di
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Assalamu Alaikum Wr. Whb.

Sehubungan dengan rencana penelitan untuk Tesis mahasiswa Program

Pascasarjana IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : AKIDAH HASANUDDIN

NIM 1 2120203874130023

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Tesis . Pertimbangan Hakim dalam Pembatalan Perkawinan

dengan Alasan Poligami (Studi Putusan di Pengadilan

Agama Makassar)

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tesis sebagai salah
satu syarat untuk memperoleh gelar Magister. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan
pada bulan Mei s/d Juni Tahun 2025, sehubungan dengan hal Tersebut Diharapkan
kepada bapak/ibu kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan

seperlunya.
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SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 378/SEK.PA/SKET.HM2.1.4/VIl/2025

Yang bertandatangan di bawah ini Sekretaris Pengadilan Agama Makassar
Kelas IA menerangkan bahwa :

Nama : Akidah Hasanuddin

NIM : 2120203874130023

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Kampus . Institut Agama Islam Negeri Parepare

Judul Skripsi : “Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan

Dengan Alasan Poligami (Studi Putusan di Pengadilan
Agama Makassar)”

Adalah benar telah melakukan penelitian (Pengambilan Data) dan wawancara
pada Kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas IA Mulai tanggal 04 Juni 2025 - 07
Juli 2025.

Demikian surat ini dibuat seperlunya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 07 Juli 2025

Ditandatanganisecara elektronik oleh:

Sekretaris
Pengadilan Agama Makassar

Yusran
NIP. 197304061999031003

* UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal § ayat 1 “Informasi Elekironik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya
merupakan alat bukti hukum yang sah.” 7

* Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balal Besar Sertifikasi {'_d>
Elektronik (BSrE) - BSSN A

* Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman https/masiga.pta-makassar.go.id/tracking
kemudian masukkan kode surat : QTTORYGB
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PEDOMAN WAWANCARA

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBATALAN
PERKAWINAN DENGAN ALASAN POLIGAMI
(STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR)

Apa dasar hukum yang Bapak gunakan dalam mempertimbangkan gugatan
pembatalan perkawinan tersebut?

Bagaimana ketentuan perundang-undangan di Indonesia memandang perkawinan
yang dilakukan secara poligami tanpa izin dari istri pertama dan tanpa izin
pengadilan?

Apakah menurut Bapak, perkawinan semacam itu otomatis tidak sah, atau tetap sah
secara agama tetapi cacat secara hukum negara?

Dalam konteks ini, apa yang membedakan pembatalan perkawinan dengan
perceraian?

Apakah ada pertimbangan sosiologis atau psikologis dari pihak istri dalam putusan
tersebut?

Sejauh mana hakim mempertimbangkan prinsip keadilan gender dalam perkara
pembatalan perkawinan seperti ini?

Apakah faktor perlindungan perempuan menjadi salah satu fokus utama dalam
pengambilan putusan?

Setelah perkawinan dibatalkan, bagaimana status hukum harta yang diperoleh selama
masa perkawinan?

Apakah istri kedua tetap memiliki hak atas harta bersama, meskipun perkawinan
dinyatakan batal?

Apa dasar pertimbangan Bapak dalam menetapkan pembagian harta bersama dalam
kasus ini?

Bagaimana cara pembuktian kontribusi terhadap harta bersama dalam kondisi
perkawinan yang dibatalkan?

Apa tantangan yang sering Bapak hadapi dalam menangani perkara poligami tanpa
1zin?

Menurut Bapak, apakah hukum yang berlaku saat ini sudah cukup melindungi pihak
istri dalam konteks poligami?

Terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak
sampaikan terkait perkara ini atau pesan umum tentang pentingnya mengikuti
prosedur hukum dalam perkawinan?



SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, S.H., M.H.
Alamat : Pengadilan Tinggi Agama Palu
Umur : 60 Tahun
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